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REKTOR UIN SUNAN AMPEL 
 
 
Merujuk pada PP 55 tahun 2007 dan Kepmendiknas No 16 tahun 
2007, Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Penyusunan Kurikulum 
Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; Kepmendiknas 
No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi; dan KMA No. 
353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan 
Tinggi, UIN Sunan Ampel akan menerbitkan buku perkuliahan sebagai 
upaya pengembangan kurikulum dan peningkatan profesionalitas dosen. 
Untuk mewujudkan penerbitan buku perkuliahan yang berkualitas, 
UIN Sunan Ampel bekerjasama dengan Government of Indonesia (GoI) dan 
Islamic Development Bank (IDB) telah menyelenggarakan Workshop on 
Writing Textbooks for Specialization Courses dan Workshop on Writing 
Textbooks for vocational Courses bagi dosen UIN Sunan Ampel, sehingga 
masing-masing dosen dapat mewujudkan karya ilmiah yang dibutuhkan oleh 
para mahasiswa-mahasiswinya.  
Buku perkuliahan yang berjudul Pemecahan Masalah Hukum 
Ekonomi dan Bisnis Islam ini merupakan salah satu di antara buku-buku 
yang disusun oleh para dosen pengampu mata kuliah program S-1 program 
studi Muamalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel 
sebagai panduan pelaksanaan perkuliahan selama satu semester. Dengan 
terbitnya buku ini diharapkan perkuliahan dapat berjalan secara aktif, efektif, 
kontekstual dan menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan kualitas 
lulusan UIN Sunan Ampel. 
 Kepada Government of Indonesia (GoI) dan Islamic Development Bank 
(IDB) yang telah memberi support atas terbitnya buku ini, tim fasilitator dan 
penulis yang telah berupaya keras dalam mewujudkan penerbitan buku ini, 
kami sampaikan terima kasih. Semoga buku perkuliahan ini bermanfaat bagi 
perkembangan pembudayaan akademik di UIN Sunan Ampel Surabaya.  
 
       Rektor 
                                                                       UIN Sunan Ampel Surabaya 
 





































Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Swt. Berkat karunia-Nya, buku 
perkuliahan Pemecahan Masalah Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam ini bisa 
hadir sebagai bentuk sumbangsih akademik bagi khalayak. 
Buku perkuliahan ini disusun sebagai salah satu sarana pembelajaran pada 
mata kuliah Pemecahan Masalah Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam. Secara 
rinci buku ini memuat beberapa paket penting meliputi; 
1) Peta akad tabarru’ dan akad tijarah dalam HEBI; 2) Tabungan Mudharabah; 
3) Pembiayaan Mudharabah; 4) Pembiayaan Musyarakah; 5) Pembiayaan 
Multijasa; 6) Pembiayaan Qardh; 7) Gadai Syariah; 8) Asuransi; 9) Talangan 
Dana Haji/Umrah; 10) Leasing; 11) Multi Level Marketing; 12) Kuis 
Berhadiah  
Akhirnya, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak 
yang telah turut membantu dan berpartisipasi demi tersusunnya buku 
perkuliahan Pemecahan Masalah Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam, Kritik dan 
saran kami tunggu guna penyempurnaan buku ini.  
Terima Kasih.  







































Transliterasi Tulisan Arab-Indonesia Penulisan Buku Perkuliahan 
“Pemecahan Masalah Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam” adalah 
sebagai berikut. 
 











































































Untuk menunjukkan bunyi panjang (madd) dengan cara menuliskan 
tanda coretan di atas a>, i>, dan u> (ا ,ي  dan و   ). Bunyi hidup dobel (diftong) 
Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “au” seperti 
layyinah, lawwamah. Untuk kata yang berakhiran ta’ marbutah dan berfungsi 
sebagai sifat (modifier) atau mud}a>f ilayh ditranliterasikan dengan “ah”, sedang 
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SATUAN ACARA PERKULIAHAN 
 
1. Identitas  
 
Nama Mata kuliah :  Pemecahan Masalah Hukum Ekonomi dan   
Bisnis Islam (HEBI) 
Jurusan/Program Studi : Hukum Ekonomi Islam/Hukum Ekonomi 
Syariah (Muamalah)  
Bobot : 3 sks 
Waktu : 3 x 50 menit/ Pertemuan 
 Kelompok Matakuliah : Mata Kuliah Kompetensi Utama  
(MKKU) 
2. Deskripsi  
Mata kuliah ini mengkaji masalah-masalah hukum ekonomi dan bisnis 
Islam (HEBI) yang terjadi dalam praktik bisnis sehari-hari dan 
pemecahannya berdasarkan norma hukum Islam. Dengan kata lain, 
mata kuliah ini mengkaji law in action dari sisi pemecahan masalahnya 
dalam perspektif law in book. Karena itu yang menjadi titik tolak mata 
kuliah ini ialah peta akad (tabarru’ dan tijarah) dan hal-hal yang 
dilarang (muharramat) di dalamnya serta dalil-dalil syara’, kaidah 
ushul, dan kaidah fikih yang menjadi acuan istimbath dalam HEBI.  
3. Urgensi  
Agar mahasiswa mampu mendeskripsikan problem hukum yang 
ditemukan dalam praktik bisnis sehari-hari, kemudian mengidentifikasi 
dalil-dalil syara’, kaidah-kaidah ushul dan/atau kaidah-kaidah fikih 
yang dapat digunakan sebagai landasan istimbath, dan akhirnya 





































4. Kompetensi Dasar, Indikator, dan Materi  
 
No KD Indikator Materi 




o Mahasiswa mampu 
memetakan akad 
tabarru’ dan akad 
tijarah dalam HEBI. 
o Mahasiswa mampu 
mengidentifikasi hal-
hal yang dilarang 
dalam akad HEBI. 
o Mahasiswa mampu 
menjabarkan dalil-dalil 
syara’, kaidah ushul, 
dan kaidah fikih dalam 
HEBI. 
o Peta akad tabarru’ 
dan akad tijarah 
dalam HEBI 
o Hal-hal yang 
dilarang 
(muharramat) 
dalam akad HEBI 
o Dalil-dalil syara’, 
kaidah ushul, dan 









o Mahasiswa mampu 
mendeskripsikan 







o Mahasiswa mampu 
mengidentifikasi dalil 
syara’ dan kaidah 
ushul yang dapat 
digunakan sebagai 
landasan instinbath. 





dengan skema akad 
mudharabah. 






















































Islam dalam praktik 
PEMBIAYAAN 
MUDHARABAH. 
o Mahasiswa mampu 
mendeskripsikan 








syara’ dan kaidah 
ushul yang dapat 
digunakan sebagai 
landasan instinbath. 


























islam dalam praktek 
PEMBIAYAAN 
MUSYARAKAH 
o Mahasiswa mampu 
mendeskripsikan 






o Mahasiswa mampu 
mengidentifikasi dalil 
syara’ dan kaidah 
ushul yang dapat 
digunakan sebagai 
landasan instinbath. 































































problem hukum Islam 
dalam praktik 
Pembiayaan Multijasa 
di lembaga keuangan 
syariah 
o Mahasiswa mampu 
mengidentifikasi dalil 
syara’ dan kaidah 
ushul yang dapat 
digunakan sebagai 
landasan instinbath. 

























Islam dalam praktik 
PEMBIAYAAN 
QARDH 
o Mahasiswa mampu 
mendeskripsikan 
problem hukum Islam 
dalam praktik 
Pembiayaan Qardh di 
lembaga keuangan 
syariah 
o Mahasiswa mampu 
mengidentifikasi dalil 
syara’ dan kaidah 
ushul yang dapat 
digunakan sebagai 
landasan instinbath. 


























Islam dalam praktik 
o Mahasiswa mampu 
mendeskripsikan 
problem hukum Islam 
dalam praktik Gadai 





































GADAI SYARIAH. Syariah di lembaga 
keuangan/pegadaian 
syariah 
o Mahasiswa mampu 
mengidentifikasi dalil 
syara’ dan kaidah 
ushul yang dapat 
digunakan sebagai 
landasan instinbath. 




















Islam dalam praktik 
ASURANSI 
o Mahasiswa mampu 
mendeskripsikan 
problem hukum Islam 
dalam praktik Asuransi 
di lembaga asuransi 
syariah 
o Mahasiswa mampu 
mengidentifikasi dalil 
syara’ dan kaidah 
ushul yang dapat 
digunakan sebagai 
landasan instinbath. 





























o Mahasiswa mampu 
mendeskripsikan 






o Mahasiswa mampu 
mengidentifikasi dalil 











































syara’ dan kaidah 
ushul yang dapat 
digunakan sebagai 
landasan instinbath. 

















Islam dalam praktik 
LEASING 
o Mahasiswa mampu 
mendeskripsikan 
problem hukum Islam 
dalam praktik Leasing 
di lembaga bisnis 
finance 
o Mahasiswa mampu 
mengidentifikasi dalil 
syara’ dan kaidah 
ushul yang dapat 
digunakan sebagai 
landasan instinbath. 




























problem hukum Islam 
dalam praktik 
Multilevel Marketing 
di lembaga bisnis 
syariah 
o Mahasiswa mampu 
mengidentifikasi dalil 
syara’ dan kaidah 






























































Islam dalam praktik 
KUIS 
BERHADIAH 
o Mahasiswa mampu 
mendeskripsikan 
problem hukum Islam 
dalam praktik kuis 
berrhadiah di lembaga 
penyiaran/jasa 
komunikasi 
o Mahasiswa mampu 
mengidentifikasi dalil 
syara’ dan kaidah 
ushul yang dapat 
digunakan sebagai 
landasan instinbath. 




hukum kuis berhadiah. 


















































Akad Tabarru’ dan Akad Tija>rah 
Paket 1 
AKAD TABARRU’ DAN AKAD TIJARAH 
 
Pendahuluan  
Secara garis besar terdapat dua jenis akad didalam transaksi yang sering 
kali terjadi dan diakui secara syariah dapat dibagi menjadi dua bagian besar, 
yakni akad tabarru’ dan akad tijarah. Pada bagian ini, Akad tabarru’ dan akad 
tijarah menjadi fokus perkuliahan. Pembahasan mencakup pengertian akad 
tabarru’, pengertian akad akad tijarah, permasalahan dalam akad tabarru’ dan 
akad tijarah, Landasan hukum akad tabrru’ dan akad tijarah,  dan ditutup 
dengan Nalar istinbat hukum darai dalil-dalil yang dipaparkan. Paket ini 
merupakan pengantar untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa-mahasiswi 
dalam memahami produk perbankan syariah yang bertujuan mencari 
keuntungan atau untuk saling tolong menolong. 
Cakupan di atas disajikan oleh penampilan sebuah contoh permasalahan 
yang muncul pada akad tabarru’ dan akad tijarah baik yang artificial (seperti 
dicontohkan langsung oleh dosen) ataupun yang faktual (seperti cuplikan atau 
gambar-gambar interaktif). Di luar contoh tersebut, akan dipertimbangkan 
selama relevan dan mendukung tema tabungan mudharabah  ini.  
Langkah tersebut diupayakan untuk menggali ide-ide dan potensi kreatif 
mahasiswa-mahasiswi dalam memahami akad tabarru’ dan akad tijarah yang 
lebih efektif. Dari sini, peta pengetahuan dan kemampuan memahami materi 
mereka akan diketahui untuk kemudian dilakukan diskusi dan membuat 
mindmap hasil diiskusi kelompok. Penggunaaan multi media dalam 
perkuliahan juga diharapkan untuk mengoptimalisasi pencapaian kompetensi 
dasar dan indikator yang telah ditargetkan. Selain multi media paket ini 
membutuhkan media berupa kertas plano, boardmarker dan solatip. 
 
Rencana Pelaksanaan Perkuliahan  
Kompetensi Dasar  
Mampu memahami kunci pokok pemecahan masalah HEBI. 
Indikator   


































Akad Tabarru’ dan Akad Tija>rah 
1. Mahasiswa mampu memetakan akad tabarru’ dan akad tijarah dalam 
HEBI. 
2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi hal-hal yang dilarang dalam akad 
HEBI. 
3. Mahasiswa mampu menjabarkan dalil-dalil syara’, kaidah ushul, dan 
kaidah fikih dalam HEBI. 
 
Waktu   
3x50 menit  
 
Materi Pokok  
Akad Tabarru’ dan Akad Tijarah 
1. Pengertian Akad Tabarru’ Dalam HEBI 
2. Pengertian Akad Tijarah Dalam HEBI  
3. Peta Akad Tabarru’ dan Akad Tijarah Dalam HEBI 
4. Hal-hal Yang Dilarang (Muharramat) Dalam Akad HEBI 
5. Dalil-dalil Syara’, Kaidah Ushul, Dan Kaidah Fikih Dalam HEBI 
 
Langkah-langkah Perkuliahan  
Kegiatan Awal (15 menit) 
1. Menjelaskan kompetensi dasar 
2. Menjelaskan indikator 
3. Penjelasan langkah kegiatan perkuliahan paket ini 
4. Brainstorming dengan memberikan gambaran tentang akad tabarru’ dan 
akad tijaarah. 
 
Kegiatan Inti (105 menit) 
1. Mahasiswa dibagai dalam 5 kelompok 
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema: 
Kelompok  1: Pengertian Akad Tabarru’ Dalam HEBI 
Kelompok  2: Pengertian Akad Tijarah Dalam HEBI 
Kelompok  3: Peta Akad Tabarru’ dan Akad Tijarah Dalam HEBI 


































Akad Tabarru’ dan Akad Tija>rah 
Kelompok  5: Dalil-dalil Syara’, Kaidah Ushul, Dan Kaidah Fikih Dalam 
HEBI 
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok 
4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan klarifikasi 
5. Praktik komunikasi verbal dan non verbal 
6. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan 
sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi 
 
Kegiatan Penutup (15 menit) 
1. Menyimpulkan hasil perkuliahan 
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat 
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 
 
Kegiatan Tindak Lanjut (15 menit) 
1. Memberi tugas latihan 
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya. 
Lembar Kegiatan Mahasiswa  
Membuat mindmap Peta Akad Tabarru’ dan Akad Tijarah Dalam HEBI  
 
Tujuan 
Mahasiswa dapat memahami dan membuat Peta Akad Tabarru’ dan Akad 
Tijarah serta mampu mengidentifikasi hal-hal yang dilarang dalam akad HEBI. 
 
Bahan dan alat 
Lembar kegiatan,  lembar penilaian, kartu nilai, kertas plano, boardmarker 
dan solatip.  
 
Langkah-langkah kegiatan  
1. Setiap kelompok memilih koordinator kelompok dan penulis konsep. 
2. Mendiskusikan setiap materi yang telah ditentukan pada setiap kelompok. 
3. Hasil diskusi setiap kelompok ditulis dalam bentuk mindmaping.  
4. Bagi kelompok yang pesrentasi menempelkan hasil diskusi kelompok di 


































Akad Tabarru’ dan Akad Tija>rah 
5. Koordinator kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-
masing. 
6. Presentasi kelompok secara bergantian, setiak kelompok 5 menit. 
7. Setiap kelompok memberikan tanggapan dari presentasi kelompok lain. 
8. Jumlahkan nilai masing-masing kelompok, dan tentukan pemenangnya. 
 
Tabel 5.1: Daftar Nilai Diskusi Kelas. 
KELOMPOK NILAI JUMLAH 
I      
II      
III      
IV      
V      
 
Keterangan Nilai: 
90 = sangat baik  80 = baik 70 = cukup 60 = kurang 
 
Uraian Materi  
 
AKAD TABARRU’ DAN AKAD TIJARAH 
  
Pengertian Akad Tabarru’ 
Akad tabarru’ adalah segala macam perjanjian yang menyangkut non-
profit transaction (transaksi nirlaba). Akad tabarru’ dilakukan dengan tujuan 
tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Pada hakikatnya akad 
tabarru’ adalah akad melakukan kebaikan yang mengharapkan balasan dari 
Allah SWT semata (Tabarru’ berasal dari kata birr yang artinya kebaikan). 
Namun pihak yaang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta  kepada counter-
part-nya  untuk sekedar menutupi biaya (cover the cost) yang dikeluarkannya 
untuk dapat melakukan akad tabarru’ tersebut. 
Pada dasarnya akad tabarru’ adalah memberikan sesuatu (giving 
something) atau meminjamkan sesuatu (lending something). Bila akadnya 


































Akad Tabarru’ dan Akad Tija>rah 
Dengan demikian kita mempunyai tiga bentuk umum akad tabarru’ yaitu 
meminjamkan uang, jasa dan memberi sesuatu. 
1. Meminjamkan Uang (Lending Money). 
Akad meminjamkan uang sendiri ada 3 jenis, yaitu : Qardul Hasan, 
Rahn, Hiwalah. Qardul hasan adalah pinjaman yang diberikan tanpa 
mensyaratkan apapun selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah 
jangka waktu tertentu.  Rahn adalah pinjaman yang diberikan dengan 
memberikan syarat suatu jaminan baagi peminjam dalam bentuk atau 
jumlah tertentu. Sedangkan memberikan pinjaman uang yang mana 
tujuannya untuk mengambil alih piutang dari pihak lain.  
2.  Meminjamkan jasa (Lending Yourself). 
Seperti meminjamkan uang, akad meminjamkan jasa juga terbagi 
menjadi tiga bagian. Pertama adalah wakalah, yakni bila kita meminjamkan 
diri kita (jasa, keahliaan ataupun keterampilan) untuk melakukan sesuatu 
atas nama orang lain. Selanjutnya bila kita menawarkan diri untuk menjadi 
wakil seseorang dengan menyediakan jasa custody (Penitiapan / 
pemeliaharaan), maka bentuk pinjaman ini disebut akad wadi’ah. Ketiga 
adalah kafalah, yakni jika kita menyediakan jasa untuk melakukan sesuatu 
atas nama orang lain dengan menggunaknan syarat,  jika orangnya 
berhalangaan maka kita yang menggantikannya. Seperti ketika Dosen 
mengatakan kepada asistennya  “ Anda adalah asisten saya, tugas anda 
adalah menggantikan saya mengajar bila saya berhalangan “  
3. Memberi Sesuatu (Giving Something). 
Yang termasuk dalam golongan ini adalh akaad-akad sebagai berikut : 
Hibah, Wakaf, Shadaqah, hadiah dan lain-lainnya. Dalam akad-akad 
tersebut pemberi sesuatu memberikan miliknya kepada oraang lain secara 
cuma-cuma. Bila penggunaannyaa untuk kepentingan umum dan agama 
maka akadnya dinamakan wakaf. Sedangkan bila pemberian sesuatu 
tersebut kepada individu atau pemberian sukarela kepada orang lain maka 




Akad tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for profit 


































Akad Tabarru’ dan Akad Tija>rah 
bersifat komersil. Dengan demikian masing-masing pihak yang terlibat dapat 
mengambil keuntungan dari akad tijarah ini. 
Meskipun berorientasi bisnis untuk menghasilkan profit, namun akad 
tijarah ini dapat dirubah menjadi akad tabarru’ apabila pihak haknya tertahan 
ikhlas melakukannya. Sebaliknya akad tabarru’ tidak boleh dirubah menjadi 
akad tijarah.1  
Akad tijarah dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yakni : Natural 
certainty contracts dan Natural uncertainty contracts. Natural certainty 
contracts merupakan akad dimana kedua belah pihak saling mempertukarkan 
aset yang dimilikinya, karena objek pertukarannya harus ditetapkan diawal 
akad yang pasti. Yang termasuk dalam akad ini adalah jual beli (bai’, salam, 
dan istisna’), dan akad sewa menyewa (ijarah dan IMBT). Yang kedua Natural 
uncertainty contracts yaitu akad dimana kedua belah pihak saling 
mencampurkan aset yang dimilikinya menjadi satu dan kemudian resiko dan 
untungnya ditanggung bersama. Yang termasuk dalam hal ini adalah 
musyarakah, mudharabah, mukhabarah dan lain-lainnya. 
 




















Meminjamkan harta Qardhul Hasan 
Meminjamkan harta + Agunan Rahn 
Meminjamkan harta untuk 
mengambil alih pinjaaman 
    
Hiwalah 
Meminjamkan jasa untuk melakukan 
sesuatu atas nama orang lain Wakalah 
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Memberikan sesuatu Hibah, Shadaqah, Wakaf dll. 
Memberikan jasa penitipan atau 
pemeliharaan Wadiah 
Mempersiapkan diri apabila 
terjadi sesuatu  Kafalah 
AKAD TIJARAH 
Natural Certain Contract 














































Akad Tabarru’ dan Akad Tija>rah 
 
 
Hal-hal Yang Dilarang (Muharramat) Dalam Akad HEBI 
Salah satu kaidah ushul fiqh mengatakan asal bermuamalah adalah 
diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya. Hal ini berarti bahwa 
setiap akad baru yang muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum 
Islam, maka akad tersebut dapat diterima kecuali ada implikasi dalil Al Quran 
dan Hadits yang melarangnya.  
Transaksi yang dilarang dalam Islam ada beberapa macam, dilarangnya 
akad tersebut sesuai dengan faktor penyebabnya. Adapun faktor penyebab 
dilarangnya tersebut dan macam-macam transaksi yang dilarang adalah : 
1. Haram karena zatnya (Haram Lidzatihi). 
Transaksi dilarang karena objek (barang atu jasa) yang ditransaksikan juga 
dilarang. Misalnya minuman keras, bangkaai, babi, anjing, dan sebagainya. 
Jadi transaksi jual beli yang diharamkan dalam islam adalah dilarang, 
walaupun jual belinya sah. 
2. Haram karena selain zatnya (Haram lighairihi). 
a. Melangar prinsip ‘an taradin minkum (Asas suka sama suka), yaitu 
penipuan (tadlis), karena setiap transaksi dalam islam hatus 
didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (suka sama 
suka). Sedangkan tadlis dapat terjadi dlam 4 hal, yaitu : 
- Tadlis dalam kuantitas. 
- Tadlis dalam kualitas. 
- Tadlis dalam harga. 
- Tadlis dalam waktu penyerahan. 
b. Melanggar prinsip la talzimu wala tulzamu. 
Dalam melakukan transaksi terdapat beberapa hal yang melanggar 
prinsip la talzimu wala tulzamu, diantaranya adalah :  
- Gharar : Keraguan atau tindakan yang bertujuan untuk 
merugikan pihak lain. 
- Ihtikar (Penimbunan barang) : Membeli barang yang dibutuhkan 
masyarakat kemudian menyimpannya, sehingga barang tersebut 


































Akad Tabarru’ dan Akad Tija>rah 
- Bai ’an Najsy (Rekayasa permintaan) : Produsen atau pembeli 
menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak 
permintaan pada suatu produk sehingga harga jualnya akan naik. 
- Riba : Penyerahan pergantian sesuatu dengan sesuatu yang lain, 
yang tidak dapat terlihat adanya kesamaan menurut timbangan 
syara’ pada waktu akad, atau disertai mengakhirkan dalam tukar 
menukar atau hanya salah satunya. 
- Maysir  (perjudian) : transaksi yang melibatkan dua pihak atau 
lebih, dimana mereka menyerahkan uang / harta dan kemudian 
mengadakan permainan tertentu. Baik menggunakan kartu, dadu, 
adu ketangkasan, atau media lainnya, yang mana pihak yang 
menang berhak atas uang / harta yang dikumpulkan dari 
kontribusi para pesertanya. 
- Risywah (suap menyuap) : memberi sesuatu kepada pihak lain 
untuk mendaptkan susuatu yang bukan haknya. 
3. Tidak sah (lengkap) akadnya. 
Suatu transaksi tidak termasuk kategori haram li dzatihi dan li ghoirihi 
belum tentu halal. Masih ada kemungkinan transaksi tersebut menjadi 
haram bila akadnya tidak sah atau tidak lengkap. Suatu transaksi dapat 
dikatakan tidak sah atau tidak lengkap apabila terjadi beberapa faktor 
berikut : 
a. Terjadi ta’alluq (jual beli bersyarat). 
Ta’alluq terjadi apabila ada dua akad saling dikaitkan dimana 
berlaknya akad pertama tergantung pada akad kedua, sehingga dapat 
mengakibatkan tidak terpenuhinya rukun (sesuatu yang harus ada pada 
akad) yaitu objek akad. 
b. Saqtain fi al saqfah (ada dua akad dalam satu transaksi). 
Saqtain fi al saqfah adalah kondidi dimana satu transaksi diwadahi oleh 
dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidak pastian mengenai akad 
mana yang harus digunakan. Contohnya transaksi sewa – beli. Dalam 
transaksi ini terjadi ketidak jelasan dalam akad karena tidak diketahui 










































Dalil-dalil Syara’, Kaidah Ushul, Dan Kaidah Fikih Dalam HEBI 
 
Dalam hukum bisnis islam terdapat beberapa dalil yang menguatkan dan 
melarang jalannya transaksi, diantara adalah sebagai berikut : 
Dalil yang menjelaskan akad tabarru’ terdapat pada Q.s. Al-Maidah ayat 2 :  
                                  
       
“ dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. 
Dengan ayat ini, manusia dituntut oleh Allah SWT. agar selalu berbuat tolong-
menolong antar sesamanya dalam kebaikan dan didasari atas nilai takwa  
kepada Allah SWT. Hal ini merupakan satu prinsip dasar yang harus dipegangi 
manusia dalam menjalani kehidupan diatas permukaan bumi. Dengan saling 
melakukan tolong-menolong manusia telah menjalankan satu fitrah dasar yang 
telah diberikan Allah SWT. kepadanya.2 
 
Dalam akad tijarah dijelaskan dalilnya dalam Q.s. An-Nisa ayat 29 : 
                              
                      
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 
2 AM. Hasan Ali, Asuransi dalam perspektif hukum islam, (Jakarta : Kencana, 2004 cet. 1), 100 
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Akad Tabarru’ dan Akad Tija>rah 
 
Ketika mengadakan transaksi dalam bisnis terdapat larangan-larangan yang 
dijelaskan dalam Al-Quran surat An-nahl ayat 115 sebagai berikut : 
                                 
            
Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, 
daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; 
tetapi Barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak Menganiaya dan 
tidak pula melampaui batas, Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang. 
 
Larangan jual beli dengan cara gharar tidak diperbolehkan oleh agama islam 
sebagaimana dijelaskan dalam Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu 
Hurairah r.a. :  
رﺮﻐﻟا ﻊﻴﺑ ﻦﻋو ةﺎﺼﳊا ﻊﻴﺑ ﻦﻋ ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ﷲ لﻮﺳر ﻰ� : لﺎﻗ ﻪﻨﻋ ﷲ ﻰﺿر ةﺮﻳﺮﻫ ﱙا ﻦﻋ 
 
“ Diriwayaatkan dari Abu Hurairah r.a. : Rasulullah SAW. Melarang jual beli 
dengan cara melempar kerikil kepada barang yang dibelinya dan melarang 
menjual barang yang tidak jelas rupa dan sifatnya (bai’ al  gharar).  
 Dalil tentang jual beli yang dilarang dikarenakan adanya cacat dalam syarat 
sahnya jual beli, sebagaimana diterangkan dalam Hadits Nabi SAW. Sebagai 
berikut : 
كﺪﻨﻋ ﺲﻴﻟﺎﻣ ﻊﻴﺑ ﻻو ﻦﻤﻀﻳ ﱂﺎﻣ ﺢﺑر ﻻو ﻊﻴﺑ ﰱ نﺎﻃﺮﺷ ﻻو ﻊﻴﺑو ﻒﻠﺳ ﻞﳛ ﻻ 
“ Tidak dihalalkan meminjamkan dan menjual dengan dua syarat dalam satu 
transaksi jual beli, keuntungan yang belum dapat dijamin, dan menjual sesuatu 
yang bukan milikmu” 
 
Selain dalil-dalil Al-Quran dan hadits terdapat juga kaiidah ushul fiqh dan 
kaidah fiqh yang mendasari transaksi jual beli yang sesuai dengan syara’. 
Seperti kaidah ushul fiqh dibawah ini : 


































Akad Tabarru’ dan Akad Tija>rah 
“ Pada dasarnya semua aktifitas muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang 
melarangnya “ 
Mayoritas ulama’ fiqh sepakat bahwa hukum asal dalam traansaksi adalah 
mubah (diperbolehkan), kecuali terdapat dalil shahih dan jelas yang 
melarangnya.3 Prinsip ini berbeda dengan prinsip ibadah, hukum asal ibadah 
adalah dilarang hingga ada dalil shahih yang membolehkannya atau 
mensyariatkannya.  
Dengan berpegang pada kaidah ushul fiqh diatas maka sesungguhnya 
setiap muslim diberi kebebasan untuk melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi. 
Diantara bentuk muamalah adalah aktivitas ekonomi, seperti jual beli, hutang 
piutang, sewa, dan transaksi-transaksi lainnya. Jadi transaksi tersebut 
hukumnya adalah mubah / boleh selama tidak merupakan bentuk aktivitas yang 
dilarang atau tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang. Dalam kajian 
ekonomi islam hal-hal yang dilarang dalam transaksi ekonomi biasa disingkat 




1. Akad tabarru’ adalah akad melakukan kebaikan yang mengharapkan balasan 
dari Allah SWT semata. Ada tiga bentuk umum akad tabarru’ yaitu 
meminjamkan uang (Lending Money), jasa (Lending Yourself dan memberi 
sesuatu (Giving Something).  
2. Akad tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for profit 
transaction. Termasuk dalam akad ini adalah jual beli (bai’, salam, dan 
istisna’), dan akad sewa menyewa (ijarah dan IMBT), musyarakah, 
mudharabah, mukhabarah, muzaraa`h dan musaqah. 
3. Setiap akad baru yang muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum 
Islam, maka akad tersebut dapat diterima kecuali ada implikasi dalil Al Quran 





3 Abdul Hamid Hakim, As-Sulam, jilid II (Jakarta : Sa’adiyah Putra, 2007), 66 
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Akad Tabarru’ dan Akad Tija>rah 
Latihan  
1. Apa yang dimaksud dengan akad tabarru’?  
2. Apa yang dimaksud akad tija>rah? 
3. Apa yang menjadi obyek di dalam akad tabarru’? 
4. Apa landasan hukum akad tabaru `dan tija>rah? 












































Bank syariah berfungsi sebagai penghimpun dana dari nasabah dan 
penyalur dana bagi kegiatan sector riil. Tabungan mudharabah bertujuan 
menghimpun dana nasabah dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan 
mudharabah. Pada bagian ini, tabungan mudharabah menjadi fokus 
perkuliahan. Pembahasan mencakup pengertian tabungan mudharabah, 
permasalahan tabungan mudharabah dalam lembaga keuangan syariah, 
Landasan hukum tabungan mudharabah dalam praktik perbankan syariah,  dan 
ditutup dengan Nalar istimbat hukum dari dalil-dalil yang dipaparkan.  Paket 
ini merupakan pengantar untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa-
mahasiswi dalam memahami produk perbankan syariah berupa tabungan 
mudharabah. 
Cakupan di atas disajikan oleh penampilan sebuah contoh permasalahan 
yang muncul pada produk perbankan syariah berupa tabungan mudharabah baik 
yang artificial (seperti dicontohkan langsung oleh dosen) ataupun yang faktual 
(seperti cuplikan atau gambar-gambar interaktif). Di luar contoh tersebut, akan 
dipertimbangkan selama relevan dan mendukung tema tabungan mudharabah  
ini.  
Langkah tersebut diupayakan untuk menggali ide-ide dan potensi kreatif 
mahasiswa-mahasiswi dalam memahami tabungan mudharabah yang lebih 
efektif. Dari sini, peta pengetahuan dan kemampuan memahami materi mereka 
akan diketahui untuk kemudian dilakukan diskusi dan membuat mindmap hasil 
diiskusi kelompok. Penggunaaan multi media dalam perkuliahan juga 
diharapkan untuk mengoptimalisasi pencapaian kompetensi dasar dan indikator 
yang telah ditargetkan. Selain multi media paket ini membutuhkan media 










































Rencana Pelaksanaan Perkuliahan  
Kompetensi Dasar  
Mampu memecahkan masalah hukum Islam dalam praktik TABUNGAN 
dengan skema akad MUDHARABAH. 
 
Indikator   
Pada akhir perkuliahan mahasiswa-mahasiswi diharapkan mampu:   
1. Mahasiswa mampu mendeskripsikan problem hukum Islam dalam praktik 
tabungan dengan skema aqad mudharabah di lembaga keuangan syariah 
2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dalil syara’ dan kaidah ushul yang 
dapat digunakan sebagai landasan instinbath. 
3. Mahasiswa mampu merangkai nalar istinbath dalam memecahkan masalah 
hukum tabungan dengan skema akad mudharabah. 
  
Waktu   
3x50 menit  
 
Materi Pokok  
Tabungan Mudharabah 
1. Pengertian tabungan mudharabah. 
2. Permasalahan tabungan mudharabah dalam lembaga keuangan syariah.  
3. Landasan hukum tabungan mudharabah dalam praktik perbankan syariah. 
4. Nalar istinbath. 
 
Langkah-langkah Perkuliahan  
Kegiatan Awal (15 menit) 
1. Menjelaskan kompetensi dasar 
2. Menjelaskan indikator 
3. Penjelasan langkah kegiatan perkuliahan paket ini 






































Kegiatan Inti (105 menit) 
1. Mahasiswa dibagai dalam 4 kelompok 
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema: 
Kelompok  1: Pengertian tabungan mudharabah. 
Kelompok  2: Permasalahan tabungan mudharabah dalam lembaga 
keuangan syariah. 
Kelompok  3: Landasan hukum tabungan mudharabah dalam praktik 
perbankan syariah. 
Kelompok  4: Nalar istinbath. 
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok 
4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan 
klarifikasi 
5. Praktik komunikasi verbal dan non verbal 
6. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan 
sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi 
 
Kegiatan Penutup (15 menit) 
1. Menyimpulkan hasil perkuliahan 
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat 
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 
 
Kegiatan Tindak Lanjut (15 menit) 
1. Memberi tugas latihan 
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya. 
Lembar Kegiatan Mahasiswa  
Membuat mindmap tentang tabungan mudharabah, dalil-dalil tabungan 
mudharabah, permasalahan tabungan mudharabah dalam lembaga keuangan 
syariah dan nalar istinbath hukum dari dalil-dalil yang disampaikan. 
 
Tujuan 
Mahasiswa dapat memahami dan membuat mindmap tabungan 
mudharabah, dalil-dalil tabungan mudharabah dan permasalahan tabungan 
mudharabah dalam lembaga keuangan syariah serta mampu membuat nalar 






































Bahan dan alat 
Lembar kegiatan,  lembar penilaian, kartu nilai, kertas plano, boardmarker 
dan solatip.  
 
Langkah-langkah kegiatan  
1. Setiap kelompok memilih koordinator kelompok dan penulis konsep. 
2. Mendiskusikan setiap materi yang telah ditentukan pada setiap 
kelompok. 
3. Hasil diskusi setiap kelompok ditulis dalam bentuk mindmaping.  
4. Bagi kelompok yang pesrentasi menempelkan hasil diskusi kelompok 
di papa tulis kelas.  
5. Koordinator kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok 
masing-masing. 
6. Presentasi kelompok secara bergantian, setiak kelompok 5 menit. 
7. Setiap kelompok memberikan tanggapan dari presentasi kelompok 
lain. 
8. Jumlahkan nilai masing-masing kelompok, dan tentukan pemenangnya. 
 
Tabel 5.1: Daftar Nilai Diskusi kelas. 
 
KELOMPOK NILAI JUMLAH 
I      
II      
III      
IV      
 
Keterangan Nilai: 















































Pengertian Tabungan Mudharabah 
Yang dimaksud dengan tabungan mudharabah adalah tabungan yang 
dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Mudharabah mempunyai dua bentuk, 
yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah, yang perbedaan 
utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang 
diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, 
bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah 
bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana). Bank syariah dalam 
kapasitasnya sebagai mudharib, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai 
macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta 
mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. 
Namun, di sisi lain, Bank Syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali 
amanah (trustee), yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta 
beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat 
kesalahan atau kelalaiannya. 
Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, Bank Syariah akan 
membagihasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah 
disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola 
dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap penuh terhadap kerugian 
tersebut. 
Dalam mengelola harta mudharabah, bank menutup biaya operasional 




































Disamping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan 
nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil tabungan mudharabah dibebankan 
langsung ke rekening tabungan mudharabah pada saat perhitungan bagi hasil. 
Ketentuan tentang penghimpunan dana dalam bentuk tabungan, dan 
deposito berdasarkan Mudharabah adalah sebagai berikut:  
a. Nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahib al-mal) dan bank 
bertindak sebagai pengelola dana (mudharib). 
b. Bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan 
dengan prinsip syariah dan mengembangkannya. 
c. Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang serta dinyatakan 
jumlah nominalnya. 
d. Pemberian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan 
dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 
e. Pemberian keuntungan untuk nasabah didasarkan pada saldo terendah 
setiap akhir bulan laporan. 
f. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan 
menggunakan nisbah keuntungan yang menjadsi haknya. 
g. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa 
persetujuan yang bersangkutan. 
 
Permasalahan tabungan mudharabah dalam lembaga keuangan syariah. 
Dalam paket ini akan membahas akad mudharabah antara nasabah 
sebagai penabung dengan bank. Berikut ini uraiannya: 
Aplikasinya dalam perbankan syariah adalah: 
1. Tabungan berjangka yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan 




































sebagainya. Sistem atau teknisnya adalah nasabah penabung memiliki 
ketentuan-ketentuan umum yang ada pada bank seperti syarat-syarat 
pembukaan, penutupan rekening, mengisi formulir, menyertakan fotokopi 
KTP, specimen tanda tangan, dan lain sebagainya. Lalu menyebutkan 
tujuan dia menabung, misal untuk pendidikan anaknya, lalu disepakati 
nominal yang disetor setiap bulannya dan tempo pencairan dana. Pada 
praktiknya, dana akan cair pada saat jatuh tempo plus bagi hasil dari usaha 
mudharabah. Secara kenyataan di lapangan, pihak bank bisa langsung 
memberikan hasil mudharabah secara kredit tiap akhir bulan. 
2. Deposito biasa. Ketentuan teknisnya sama seperti ketentuan umum yang 
berlaku di semua bank. Pada produk ini, pihak penabung bertindak sebagai 
shahibul maal  dan pihak bank sebagai mudharib. Pada praktiknya harus 
ada kesepakatan tenggang waktu antara penyetoran dan penarikan agar 
modal (dana) dapat diputarkan. Sehingga ada istilah deposito 1 bulan, 3 
bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Juga dibicarakan nisbah (persentase) bagi 
hasilnya dan biasanya dana akan cair saat jatuh tempo. Secara kenyataan, 
semua akad pada tabungan berjangka dan deposito tertuang pada formulir 
yang disediakan pihak bank di setiap Customer Service (CS)nya. 
 
Bank Syariah terikat dengan usaha-usaha yang halal. Namun demikian, ada 
beberapa hal yang perlu disoroti pada akad mudharabah antara penabung dan 
bank syariah, di antaranya adalah: 
1. Status ganda perbankan syariah menyalahi ketentuan akad mudharabah 
sesuai syar’i menurut yang dipahami para ulama fikih islam. 
Dalam menjalankan akad mudharabah terhadap para nasabah pihak bank 
melakukan status ganda, pertama bank berlaku sebagai pengelola usaha 
(mudharib) dan kemudian bank dalam waktu sekejap berubah status 




































status ganda bank: bank syariah menghimpun dana dari nasabah pertama 
yang datang menabung dengan akad mudharabah, dalam hal ini bank 
memposisikan nasabah sebagai pemilik modal dan bank syariah sendiri 
mengklaim sebagai pelaku usahanya, ketika uang modal sudah dalam 
penguasaan bank, maka bank tidak menjalankan dengan amanah apa yang 
semestinya dilakukan oleh pihak pelaku usaha dalam akad mudharabah 
namun justru bank kembali mengikat diri lagi dengan perjanjian 
mudharabah kepada pihak lain yakni nasabah kedua. Dalam konteks kedua 
ini bank mengklaim sebagai pemilik modal dan nasabah yang datang kali 
ini adalah pihak pelaku usaha sesungguhnya yang benar-benar 
membutuhkan curahan bantuan modal untuk usahanya.  
2. Bank syariah hakekatnya menjalankan akad utang piutang dan bukan akad 
mudharabah dalam hubungannya dengan nasabah. 
Jika kita cermati lebih mendalam pada status ganda perbankan maka akan 
kita dapati bahwa yang sesungguhnya dilakukan oleh bank syariah 
sesungguhnya saat ini merupakan akad utang piutang dan bukan 
mudharabah, kamuflase pada bentuk akad dan istilah syar’i tidaklah 
merubah hakekat sebenarnya pada susbtansi akad utang piutang dalam 
skenario status ganda bank. Pihak bank yang dalam status pertama 
sebagai pelaku usaha dan menerima modal dari nasabah pertama (di 
asumsikan sebagai kreditur) kemudian tidak amanah untuk menjalankan 
perannya sebagai pelaku usaha sesuai akad mudharabah dimaksud namun 
bank syariah kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada pihak 
nasabah lain (diasumsikan sebagai debitur) yang hendak berlaku sebagai 
pelaku usaha, pada kali ini bank memposisikan diri sebagai pemodal yang 
pada hakekatnya uang modal yang ada pada bank merupakan uang milik 
nasabah pada akad mudharabah pertama. Jadi subtansi dari skenario status 




































dari pihak lain yang dijanjikan akan kembali dananya oleh bank seiring 
waktu berjalan beserta bagi hasilnya (bunga uang). Hal ini berjalan dari 
suatu usaha kosong yang pada hakekatnya tidak pernah bank lakukan 
kecuali hanya menerima dan menyalurkan dana serta mengambil 
keuntungan atasnya (menyerupai pinjaman bank terhadap uang nasabah 
pada bank konvensional yang disertai bunga pinjaman). Aliran uang 
nasabah pertama tadi kemudian di alokasikan oleh bank dalam bentuk 
penyaluran dana kepada pihak lainnya (bank syariah pada hakekatnya 
bukan pemilik uang yang sebenarnya), dimana bank kali ini menuntut 
pengembalian dana seiring waktu berjalan beserta bagi hasilnya (bunga 
uang) atas modal yang hakekatnya bukan milik bank namun milik nasabah 
pertama yang berperan sebagai kreditur, dalam kedua proses tadi 
diisyaratkan adanya keuntungan atasnya, sebagaimana telah kita ketahui 
bahwa pengambilan keuntungan dari utang piutang adalah riba. 
3. Dana Nasabah perbankan syariah pasti aman meski bank merugi. 
Menurut sumber Bank Indonesia dalam situsnya menyatakan bahwa dana 
nasabah yang disimpan di bank syariah tidak akan berkurang atau hilang 
meskipun investasi yang dilakukan bank syariah mengalami kerugian. Di 
samping itu, Tabungan iB (Islamic Banking) dengan skema titipan 
maupun investasi juga dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 
sesuai dengan Undang-Undang No.24 tahun 2004 tentang Lembaga 
Penjamin Simpanan (LPS). Tabungan iB, baik dengan skema titipan 
maupun skema investasi termasuk yang dijamin oleh LPS hingga nilai 
maksimal Rp 2 miliar. Menjadi jelaslah bahwa akad mudharabah yang 
diperaktekan bank syariah merupakan sekedar pelabelan, jika dana 
nasabah pasti aman tak akan merugi sementara jika laba pasti juga terbagi 









































Landasan hukum Tabungan Mudharabah dalam Praktik Perbankan Syariah 
Landasan Syariah 
Dasar hukum dari akad wadiah sudah dikemukakan di atas, sedangkan 
dasar hukum dari akad mudharabah dapat kita jumpai dalam Al-Qur’an, 
Hadits, dan Ijma’ 
1.  Al-Qur’an 
Ketentuan hukum tentang mudharabah dalam Al-Qur’an tertuang 
dalam surat al-Muzzamil ayat 20 : 
........                 
 “…dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia 
Allah SWT..” 
Dari kedua ayat Al-Qur’an di atas pada intinya adalah berisi dorongan 
bagi setiap manusia untuk melakukan perjalanan usaha. Dalam dunia modern 
seperti sekarang ini siapa saja, akan menjadi lebih mudah untuk melakukan 
investasi yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain 
melalui mekanisme tabungan mudharabah ini. 
Firman Allah SWT, antara lain: 
o QS. al-Baqarah [2]: 275: 
                          
                             
“ orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit 




































(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah 
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”  
  
QS. al-Nisa' [4]: 29:  
                              
                      
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 
o QS. al-Ma'idah [5]: 1: 
                               
                  
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu 
binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) 
dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-
Nya. 
2. Hadits-hadits Nabi SAW. : 
Ketentuan hukum dalam hadits dapat kita jumpai dalam hadits yang 
diriwayatkan oleh Thabrani yang artinya: 
“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul 
Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia 
mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah 
yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang 
bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-






































3. Kaidah fiqh: 
ﺎﮭﻤـﯾﺮﺤﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﯿﻟد لﺪﯾ نأ ﻻإ ﺔﺑﺎﺟﻹا تﻼﻣﺎﻌﻤﻟا ﻲﻓ ﻞﺻﻷا 
"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil 
yang mengharamkannya." 
  ُﺔََﺣﺎﺑِﻹا ِءَﺎﯿَْﺷﻷا ﻲِﻓ ُﻞَْﺻﻷا  ِﻢْﯾِﺮَْﺤﺘﻟا َﻰﻠَﻋ ُﻞْﯿِﻟﱠﺪﻟا ﱠُلَﺪﯾ ﻰﱠﺘَﺣ 
Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang 
menunjukkan keharamannya 
ﺮﯿﺴﯿﺘﻟا ﺐﻠﺠﺗ ﺔﻘﺸﻤﻟا 
"Kesulitan dapat mendatangkan kemudahan". 
Hukum muamalah bersifat lebih elastis dan fleksibel dalam menghadapi 
perubahan dan tantangan zaman. hal ini sesuai dengan kaidah hukum syariah 
yang menyatakan: 
ﺔﻨﻜﻣﻷا و  ﺔﻨﻣزﻵا ﺮﯿﻐﺘﺑ ﺮﯿﻐﺘﯾ مﺎﻜﺣﻵا تادﺎﻌﻟا و ل اﻮﺣﻷا و 
Hukum dapat berubah karena perubahan zaman, tempat, keadaan dan adat  
 
Nalar istinbath 
Dalam paket 2 ini, ada 3 hal yang dapaat diistinbathi. Yang pertama 
mengenai tempo pencairan dana, dimana seseorang yang menabung itu 
menyebutkan tujuan dia menabung, misal untuk pendidikan anaknya, lalu 
disepakati nominal yang disetor setiap bulannya dan tempo pencairan dana. 
Pada praktiknya, dana akan cair pada saat jatuh tempo plus bagi hasil dari 
usaha mudharabah. Namun Secara kenyataan di lapangan, pihak bank bisa 
langsung memberikan hasil mudharabah secara kredit tiap akhir bulan. Hal ini 
tentu tidak sesuai dengan Q.S. Al-Ma’idah ayat 1 yang berbunyi : 
                               




































"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu 
binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) 
dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-
Nya." 
Dalam ayat ini di jelaskan bahwa setiap orang-orang yang melakukan suatu 
perjanjian, harus memenuhi akad-akad yang sudah disepakati bersama pada 
awal perjanjian. Dan tidak di perkenankan melanggar akad-akad yang sudah di 
sepakati sejak awal perjanjian atau mengubah isi akad pada saat akad tersebut 
berlangsung (mengubah pada tengah-tengah perjanjian berlangsung). 
Permasalahan yang kedua yaitu Siapa yang menanggung kerugian dana 
simpanan para nasabah? 
Jawabannya adalah sebagai berikut: 
Semua bank, baik konvensional maupun syariah harus terikat dan 
dinaungi oleh sebuah lembaga independen yang resmi yaitu Lembaga Penjamin 
Simpanan (LPS). Setiap bank mengasuransikan seluruh dana simpanan nasabah 
kepada lembaga tersebut, pihak bank yang membayar preminya. Bila terjadi 
kerugian/pailit pada pihak bank, maka LPSlah yang mengganti semua dana 
simpanan dari nasabah penabung paling banyak Rp 2 miliar.  
Bila demikian kenyataan di lapangan yang tidak mungkin dipungkiri 
maka hakikat sesungguhnya adalah bukan akad mudharabah tetapi 
akad pinjaman (qiradh) yang karakteristik intinya adalah harus mengembalikan 
pinjaman, apapun yang terjadi. 
Jadi  akad antara penabung dan bank syariah adalah riba/terlarang 
dengan alasan: 
1) Pinjaman tersebut mengandung unsur bunga, dalam hal ini adalah bagi 




































Hakikatnya adalah penabung memberi pinjaman kepada pihak bank 
dengan syarat bunga dari persentase bagi hasil. Inilah hakikat dari riba 
jahiliyah yang dikecam dalam Islam.  
o QS. al-Baqarah [2]: 275: 
                         
                               
"Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) 
penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan 
mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan 
riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
riba. " 
o Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari A`mr bin A`uf alMuzani, beliau 
bersabda: 
 ﻻإ ﻢﮭطوﺮﺷ ﻰﻠﻋ نﻮﻤﻠﺴﻤﻟاو ﺎﻣاﺮﺣ ﻞﺣأ وأ ﻻﻼﺣ مﺮﺣ ﺎﺤﻠﺻ ﻻإ ﻦﯿﻤﻠﺴﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﺰﺋﺎﺟ ﺢﻠﺼﻟا
ﺎﻣاﺮﺣ ﻞﺣأ وأ ﻻﻼﺣ مﺮﺣﺎطﺮﺷ 
"Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 
haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka 
kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 
haram. "  
Ayat dan hadis di atas jelas menunjukkan bahwa riba itu dilarang. Jadi 
seharusnya akad yang digunakan bukan akad bukan akad mudharabah tetapi 
akad pinjaman (qiradh) yang karakteristik intinya adalah harus mengembalikan 
pinjaman, apapun yang terjadi. 
Dan Jaminan (Colateral) dalam Mudharabah, Investor tidak dapat 
menjamin dari pihak mudharib untuk memastikan kembalinya modal yang 




































mudharabah, hubungan antara investor dan mudharib terikat dalam satu 
gadaian yang saling mempercayakan. Pihak investor melalui modalnya dan 
pihak mudharib melalui mengelola usahanya. Sehingga, ada jaminan (garansi) 
akan menjadi kontrak tidak sah. Jika investor menuntut adanya persyaratan 
jaminan (garansi) beserta ketentuan-ketentuannya kepada mudharib dalam 
terminologi kontrak mudharabah, menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i, 
kontrak tersebut tidak sah. 
 
2) Kerugian ditanggung mudharib (bank) 
Ini menyalahi prinsip mudharabah yang syar’i seperti telah diuraikan 
sebelumnya. Kerugian modal yang terjadi pada usaha mudharabah murni 
ditanggung pemilik modal bukan amil/mudharib. 
Hal ini tentu tidak sesuai dengan ayat berikut: 
o QS. al-Ma'idah [5]: 1: 
                               
                    
"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu 
binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) 
dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-
Nya." 
Ayat di atas menjelaskan jika melakukan perjanjian dan telah 
menyepakati suatu akad hendaknya memenuhi akad tersebut sesuai dengan 
yang di sepakati. 
Namun jika kesalahan dalam perjanjian mudharabah tersebut di 
akibatkan oleh pihak mudharib maka pihak mudharib harus bertanggung jawab 
atas kerugian tersebut, hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh 




































“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib 
jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan 
agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang 
berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang 
bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-
syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullahpun membolehkannya” 
Permasalahan yang ketiga yaitu mengenai status ganda perbankan. 
Menyimak skenario status ganda bank syariah maka diketahui dalam dua akad 
mudharabah yang dilakukan bank syariah tersebut baik akad mudharabah 
dengan nasabah pertama ketika bank memposisikan diri sebagi pelaku usaha 
maupun pada mudharabah dengan nasabah kedua ketika bank kemudian 
memposisikan diri sebagi pemilik modal, maka seandainya bank melakukan 
mudharabah dengan nasabah kedua atas ijin pemilik modal (nasabah pertama) 
maka bank tidak berhak mendapat bagian keuntungan dan menentukan nisbah 
bagi hasil karena statusnya hanya sebagai perantara atau makelar dana saja.  
Para ulama menjelaskan bahwa hasil keuntungan dalam akad 
mudharabah hanya milik pemodal dan pelaku usaha, sedangkan pihak yang 
tidak memiliki modal dan tidak ikut serta dalam pelaksanaan usaha maka 
tidaklah berhak untuk mendapatkan bagian dari hasil keuntungan (bagi hasil). 
Para ulama melarang peraktek mudharabah yang dilakukan bank 
syariah saat ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Nawawi yang di 
kutip dan dibenarkan dalam sejumlah kitab-kitab fikih klasik para ulama 
salaf: Imam an-Nawawi rahimahullah berkata, “Hukum kedua: tidak 
dibenarkan bagi pelaku usaha (mudharib) untuk menyalurkan modal yang ia 
terima kepada pihak ketiga dengan perjanjian mudharabah. Bila ia melakukan 
hal itu atas seizin pemodal, sehingga ia keluar dari akad mudharabah (pertama) 
dan berubah status menjadi perwakilan bagi pemodal pada akad mudharabah 
kedua ini, maka itu dibenarkan. Akan tetapi ia tidak dibenarkan untuk 




































tetap mensyaratkan hal itu, maka akad mudharabah kedua bathil” Ucapan 
senada juga diutarakan oleh Imam Ibnu Qudamah al-Hambali rahimahullah, ia 
berkata, “Tidak dibenarkan bagi pelaku usaha untuk menyalurkan modal (yang 
ia terima) kepada orang lain dalam bentuk mudharabah, demikian penegasan 
Imam Ahmad. Pendapat ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, asy-Syafi’i 
dan aku tidak mengetahui ada ulama’ lain yang menyelisihinya” 
Solusi :  
Dalam kitab-kitab klasik fiqih Islam, hanya dijumpai skema 
mudharabah yang berlaku antara dua pihak saja secara langsung, yakni shahib 
al-mal berhubungan langsung dengan mudharib. Dan inilah sesungguhnya 
praktik mudharabah yang dilakukan oleh nabi dan para sahabat serta umat 
muslim sesudahnya. Dalam kasus ini, yang terjadi adalah investasi langsung 
(direct financing) antara shahib al-mal(sebagai surplus unit) dengan mudharib 
(sebagai deficit unit). Dalam direct financing ini, peran bank sebagai lembaga 
perantara (intermediary) tidak ada. 
Untuk mengatasi hal di atas, maka ulama kontemporer melakukan 
inovasi baru atas skema mudharabah , yakni mudharabah yang melibatkan tiga 
pihak. Tambahan satu pihak ini diperankan oleh bank syariah sebagai lembaga 
perantara yang mempertemukan shahib al-mal dengan mudharib. Jadi, terjadi 
evolusi dari konsep direct financing menjadi indirect financing. 
Dalam skema indirect fianancing, bank menerima dana dari shahib al-
mal dalam bentuk dana pihak ketiga sebagai sumber dananya. Dana-dana 
tersebut dapat berbentuk tabungan atau simpanan deposito 
mudharabah dengan jangka waktu yang bervariasi. Selanjutnya, dana-dana 
yang sudah terkumpul ini disalurkan kembali oleh bank ke dalam bentuk 
pembiayaan-pembiayaan yang menghasilkan (earning assets). Nah, keuntungan 
dari penyaluran pembiayaan inilah yang akan dibagi hasilkan antara bank dan 




































pada Bank Muamalah Indonesia. Salah satu produknya adalah Tabungan 
Mudharabah. 
Berdasarkan keterangan di atas dapat kita lihat bahwa hukum 
muamalah itu bersifat lebih elastis dan fleksibel dalam menghadapi perubahan 
dan tantangan zaman. hal ini sesuai dengan kaidah hukum syariah yang 
menyatakan: 
ﺔﻨﻜﻣﻷا و  ﺔﻨﻣزﻵا ﺮﯿﻐﺘﺑ ﺮﯿﻐﺘﯾ مﺎﻜﺣﻵا تادﺎﻌﻟا و ل اﻮﺣﻷا و 




1. Tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad 
mudharabah. Mudharabah mempunyai dua bentuk, yakni mudharabah 
mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Bank syariah bertindak sebagai 
mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul 
mal (pemilik dana).   
2. Bank Syariah akan memberi hasil pengelolaan dana mudharabah kepada 
pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan 
dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank 
tidak bertanggung jawab terhadap penuh terhadap kerugian tersebut. 
 
Soal latihan: 
1. Apa yang dimaksud dengan tabungan mudharabah itu? 
2. Jelaskan landasan hukum mudharabah menurut kaidah fiqh! 
3. Jelaskan  manfaat tabungan mudharabah! 
















































































Bank syariah berfungsi sebagai penghimpun dana dari nasabah dan 
penyalur dana bagi kegiatar sector riil. Kegiatan-kegiatan inventasi bank islam 
oleh parateoritis perbankan islam mesti didasarkan pada dua konsep hukum, 
mudharabah dan musyarakah atu yang dikenla dengan istilah profit and loss 
sharing. Pada bagian ini, pembiayaan mudharabah menjadi fokus perkuliahan. 
Pembahasan mencakup pengertian pembiayaan mudharabah, permasalahan 
pembiayaan mudharabah dalam lembaga keuangan syariah, Landasan hukum 
pembiayaan mudharabah dalam praktik perbankan syariah,  dan ditutup dengan 
Nalar istimbat hukum darai dalil-dalil yang dipaparkan.  Paket ini merupakan 
pengantar untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa-mahasiswi dalam 
memahami produk perbankan syariah berupa pembiayaan mudharabah. 
Cakupan di atas disajikan oleh penampilan sebuah contoh permasalahn 
yang muncul pada produk perbankan syariah berupa pembiayaan mudharabah 
baik yang artificial (seperti dicontohkan langsung oleh dosen) ataupun yang 
faktual (seperti cuplikan atau gambar-gambar interaktif). Di luar contoh 
tersebut, akan dipertimbangkan selama relevan dan mendukung tema 
pembiayaan mudharabah  ini.  
Langkah tersebut diupayakan untuk menggali ide-ide dan potensi kreatif 
mahasiswa-mahasiswi dalam memahami pembiayaan mudharabah yang lebih 
efektif. Dari sini, peta pengetahuan dan kemampuan memahami materi mereka 
akan diketahui untuk kemudian dilakukan diskusi dan membuat mindmap hasil 
diiskusi kelompok. Penggunaaan multi media dalam perkuliahan juga 
diharapkan untuk mengoptimalisasi pencapaian kompetensi dasar dan indikator 
yang telah ditargetkan. Selain multi media paket ini membutuhkan media 








































Rencana Pelaksanaan Perkuliahan  
Kompetensi Dasar  
Mampu memecahkan masalah hukum Islam dalam praktik 
PEMBIAYAAN MUDHARABAH.. 
 
Indikator   
Pada akhir perkuliahan mahasiswa-mahasiswi diharapkan mampu:   
1. Mahasiswa mampu mendeskripsikan problem hukum Islam dalam praktik 
Pembiayaan Mudharabah di lembaga keuangan syariah 
2. Mampu mengidentifikasi dalil syara’ dan kaidah ushul yang dapat 
digunakan sebagai landasan instinbath. 
3. Mahasiswa mampu merangkai nalar istinbath dalam memecahkan masalah 
hukum pembiayaan mudharabah. 
  
Waktu   
3x50 menit  
 
Materi Pokok  
Pembiayaan Mudharabah 
1. Pengertian pembiayaan mudharabah. 
2. Permasalahan pembiayaan mudharabah dalam lembaga keuangan syariah.  
3. Landasan hukum pembiayaan mudharabah dalam praktik perbankan 
syariah. 
4. Nalar istinbath. 
 
Langkah-langkah Perkuliahan  
Kegiatan Awal (15 menit) 
1. Menjelaskan kompetensi dasar 
2. Menjelaskan indikator 
3. Penjelasan langkah kegiatan perkuliahan paket ini 







































Kegiatan Inti (105 menit) 
1. Mahasiswa dibagai dalam 4 kelompok 
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema: 
Kelompok  1: Pengertian pembiayaan mudharabah. 
Kelompok  2: Permasalahan pembiayaan mudharabah dalam lembaga 
keuangan syariah. 
Kelompok  3: Landasan hukum pembiayaan mudharabah dalam praktik 
perbankan syariah. 
Kelompok  4: Nalar istinbath. 
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok 
4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan 
klarifikasi 
5. Praktik komunikasi verbal dan non verbal 
6. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan 
sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi 
 
Kegiatan Penutup (15 menit) 
1. Menyimpulkan hasil perkuliahan 
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat 
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 
 
Kegiatan Tindak Lanjut (15 menit) 
1. Memberi tugas latihan 
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya. 
Lembar Kegiatan Mahasiswa  
Membuat mindmap tentang pembiayaan mudharabah, dalil-dalil 
pembiayaan mudharabah, hal-hal yang dilarang dalam pembiayaan mudharabah 
dan nalar istinbath hukum dari dalil-dalil yang disampaikan. 
 
Tujuan 
Mahasiswa dapat memahami dan membuat mindmap pembiayaan 
mudharabah, dalil-dalil pembiayaan mudharabah dan mengidentifikasi hal-hal 
yang dilarang dalam pembiayaan mudharabah serta mampu membuat nalar 



































Bahan dan alat 
Lembar kegiatan,  lembar penilaian, kartu nilai, kertas plano, boardmarker 
dan solatip.  
 
Langkah-langkah kegiatan  
1. Setiap kelompok memilih koordinator kelompok dan penulis konsep. 
2. Mendiskusikan setiap materi yang telah ditentukan pada setiap 
kelompok. 
3. Hasil diskusi setiap kelompok ditulis dalam bentuk mindmaping.  
4. Bagi kelompok yang pesrentasi menempelkan hasil diskusi kelompok di 
papa tulis kelas.  
5. Koordinator kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok 
masing-masing. 
6. Presentasi kelompok secara bergantian, setiak kelompok 5 menit. 
7. Setiap kelompok memberikan tanggapan dari presentasi kelompok lain. 
8. Jumlahkan nilai masing-masing kelompok, dan tentukan pemenangnya. 
 
Tabel 5.1: Daftar Nilai Diskusi kelas. 
 
KELOMPOK NILAI JUMLAH 
I      
II      
III      
IV      
 
Keterangan Nilai: 















































Pengertian Pembiayaan Mudharabah  
Mudharabah bersal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. 
Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang 
mukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.1 
Secara singkat mudharabah atau penanaman modal adalah penyerahan 
modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan presentase 
keuntungan. 2  Pembiayaan mudharabah merupakan akad pembiayaan antara 
bank syariah sebagai shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib untuk 
melaksanakan kegiatan usaha, di mana bank syariah memberikan modal 100% 
dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha pembiayaan mudharabah akan 
dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisabah bagi hasil yang telah 
disepakati pada saat akad. Dalam pembiayaan mudharabah, terdapat dua pihak 
yang melaksanakan perjanjian kerja sama yaitu :3 
a. Bank syariah. 
Bank yang menyediakan dana untuk pembiayaan proyek atau usaha yang 
memerlukan pembiayaan. Bank syariah menyediakan dana 100% disebut 
dengan shahibul maal. 
b. Nasabah/pengusaha. 
Nasabah yang memerlukan modal dan menjalankan proyek yang dibiayaai 
oleh bak syariah. Nasabah pengelola usaha yang dibiayai 100% oleh bank 
syariah dalam akad mudharabah disebut dengan mudharib. 
1 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 
95. 
2 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), 60. 
3 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), 169. 
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Bank syariah memberikan pembiayaan mudharabah kepada nasabah 
atas dasar kepercayaan. Bank syariah percaya penuh kepada nasabah untuk 
menjalankan usaha. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi 
pembiayaan mudharabah, karena dalam pembiayaan mudharabah bank syariah 
tidak ikut campur dalam menjalankan proyek usaha nasabah yang telah diberi 
modal 100%. Bank syariah hanya dapat memberikan saran tertentu kepada 
mudharib dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh hasil usaha yang 
optimal.  
Karena kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi 
pembiayaan mudharabah, maka mudharabah dalam istilah bahasa Inggris 
disebut trust financing. Sedangkan shahib al-mal yang merupkan investor dalam 
perjanjian itu, disebut beneficialownership atau sleeping parner. Sedangkan 
mudharib disebut managing trustee atau labour partner.4 
Dari berbagai pustaka yang menerangkan tentang mudharabah, 
kandungan atau syarat-syarat dari pembiayaan mudharabah adalah sebagai 
berikut : 
1. Perjanjian mudharabah dapat dibuat secara formal atau informal, secara 
tertulis ataupun lisan.  
2. Perjanjian mudharabah dapat pula dilangsungkan diantara beberapa shahib 
al-mal dan beberapa mudharib.5 
3. Pada hakikatnya kewajiban utama shahibul mal ialah menyerahkan odal 
mudharabah kepada mudharaib. Bila hal itu tidak dilakukan, maka 
perjanjian mudharabah tidak sah.6 
 
4 Nabil A. Saleh, Unlawfu Gain and Legitimate Profit in Islamic Law ; Riba, gharar, and Islamic 
Banking, (Cambrde : Cambridge University Press, 1986),103 
5 M. Umer Chapra, Toward a Just Monetary System. (London : The Islamic Foundation, 1985), 
248 
6 Nabil A. Saleh, Unlawfu Gain and Legitimate Profit in Islamic Law ; Riba, gharar, and 
Islamic Banking, 106 
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Permasalahan pembiayaan mudharabah dalam lembaga keuangan 
syariah. 
 
Jika kita menengok praktek pembiayaan mudharabah di lapangan, maka 
akan jarang ditemui akad pembiayaan mudharabah murni karena akadnya 
adalah pembiayaan mudharabah yang dimodifikasi dengan pembiayaan 
musyarakah karena modalnya berasal dari dua pihak, Bank Syariah dan 
nasabah. Walaupun dalam hal manajemen, Bank Syariah tidak ikut campur. Hal 
ini terjadi karena Bank Syariah hanya mau memberikan pembiayaan kepada 
usaha yang telah berjalan selama kurun waktu tertentu.  
Kedua, pembagian return pembiayaan ternyata tidak berdasarkan sistem 
bagi hasil dan rugi (profit and loss sharing) tetapi menggunakan sistem bagi 
pendapatan (revenue sharing). Sistem ini dipilih karena Bank Syariah belum 
sepenuhnya berani berbagi risiko atau kerugian (loss /risk sharing) modal secara 
penuh. Terakhir, mengenai keuntungan yang harus diberikan nasabah ternyata 
telah dikira-kira (ditetapkan di muka) oleh Bank Syariah karena nasabah tidak 
mampu membuat laporan keuangan untuk menghitung laba atau rugi usahanya. 
 
 
Landasan hukum pembiayaan mudharabah dalam praktik perbankan 
syariah 
Secara umum landasan dasar syariah pembiayan mudharabah lebih 
mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat 
Al Qu’ran dan hadits-hadits berikut : 
 
1. Al-Qu’ran QS. al-Muzzammil: 20 



































“.... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian 
karunia Allah.......”.  
 
 
Qs. an-Nisa': 29 
                            
                     
“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu”. 
 
2. Hadits  
Dari Abu Hurairah r.a. Rasulallah SAW. Bersabda : “ Sesungguhnya Allah 
SWT. Berfriman : Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama 
salah satunya tidak menghianati lainnya”. (H.R. Dawud dalam kitab Al-
Buyu’ dan Al-Hakim )7  
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Syyidina Abbas bin Abdul Muthalib 
jika memberikan dan kemitra usahanya secara mudharabah ia 
mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni 
lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah. 
Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung 
jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat  tersebut kepada 
Rasulallah SAW dan Rasulallah pun memperbolehkannya. (HR. Thabrani)8  
7 Ismail, Perbankan Syaria,. 170. 
8 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, (Jakarta : Zihrul Hakim), 55 
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3. Kaidah Fiqh 
ﻼﻀﻓ ﺮﺜﻜﻟ نﺎﻛ ﻼﻌﻓ ﺮﺜﻛا نﺎﻛ ﺎﻣ 
“ Apa yang lebih banyak perbuatannya, tentu lebih banyak keutamaannya “  
Bila dikaitkan dengan pembiayaan mudharabah maka terlihat jika pemilik 
modal memberikan porsi modalnya lebih banyak maka keuntungannya juga 
akan lebih banyak, akan tetapi ketika pemilik modal hanya memberikan harta 
yang diberikan sedikit maka hasilnya juga akan sedikit. Yang mana kaidah ini 
berdasarkan Sabda Nabi Muhammad SAW kepada Aisyah ra. : 
(ﻢﻠﺴﻣ هاور) ﻚﺒﺼﻧ رﺪﻗ ﻰﻠﻋ كﺮﺟا 
“Pahalamu adalah berdasar kadar usahamu” 
Sesuai dengan hadits yang menjadi dasar kaidah, maka dengan sendirinya 
yang dimaksud dengan kaidah adalah perbuatan kebaikan dalam hal ini 
pembiayaan mudharabah dalam hal kebaikan, maka semakin banyak maka 




Dalam paket 3 ini terdapat beberapa hal yang tidak sesuai antara aturan 
yang ada dan kenyataan dalam lapang, maka dari itu pelu adanya istinbath yang 
menjelaskanya, permasalah tersebut ada 3 macam,  yaitu : 
Permaslahan pertama tentang praktek pembiayaan mudharabah, jika kita 
menengok praktek pembiayaan mudharabah di lapangan, maka akan jarang 
ditemui akad pembiayaan mudharabah murni karena akadnya adalah 
pembiayaan mudharabah yang dimodifikasi dengan pembiayaan musyarakah 
karena modalnya berasal dari dua pihak, Bank Syariah dan nasabah. Walaupun 
9 Abdul Mudjib,Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh,(Jakarta : Kalam Mulia, 1999),79 
9 
 

































dalam hal manajemen, Bank Syariah tidak ikut campur. Hal ini terjadi karena 
Bank Syariah hanya mau memberikan pembiayaan kepada usaha yang telah 
berjalan selama kurun waktu tertentu. Karena syeh Muhammad Nawawi bin 
Umar al-Jawi menjelaskan bahwa : Qirod (Mudharabah) adalah pemberian harta 
malik (shahibul mal) kepada amil/Mudharib untuk dikembangkan 
(perdagangkan) dan labanya dibagi berdua (Pemilik Modal dan pekerja). 
Sedangkan musyarakah menurut syeh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi 
menjelaskan bahwa : 10 
 ﺎھﺮﯿﻏ ﻰﻓ وأ لاﻮﻣﻻا ﻰﻓ ءاﻮﺳ ﻻ مأ ﺪﻘﻌﺑ نﺎﻛ ءاﻮﺳ (طﻼﺘﺧﻻا ﺔﻐﻟ ﻰھو ﺔﻛﺮﺸﻟا)11 
Dari gambaran syeh Muhammad Nawawi sangat jelas bila ada 
percampuran modal atau harta (amwal) maka dinamakan musrayakah, 
sedangkang mudharabah hanya sekilas percampuran pekerjaan dengan modal 
atau modal (Shahibul sebagai pemilik modal, mudharib sebagai orang yang 
mendapatkan modal untuk dikembangkan). 
Bila kenyataan dilapangan seperti yang dibahas maka sudah nyata bahwa 
akad yang digunakan dalam pembiayaan mudharabah belum murni, akan tetapi 
masih ada percampuran akad antara mudharabah dengan musyarakah. Karena 
dikatakan mudharabah murni maka mudharabah meuapakan akad bagi hasil 
ketika pemilik modal (shahibul mal) menyediakan modal (100%) kepada 
pengusaha sebagai pengelola (mudharib).12  
Kedua, pembagian return pembiayaan ternyata tidak berdasarkan sistem 
bagi hasil dan rugi (profit and loss sharing) tetapi menggunakan sistem bagi 
pendapatan (revenue sharing). Sistem ini dipilih karena Bank Syariah belum 
sepenuhnya berani berbagi risiko atau kerugian (loss /risk sharing) modal secara 
penuh.  
10Muhammad Nawawi, Tawsyih ‘ala Ibnu Qosim, (Surabaya : al-Hidayah, tt), 163  
11 Muhammad Nawawi, Tawsyih ‘ala Ibnu Qosim, 151 
12 Ascara, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), 60 
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Sistem profit and loss sharing dalam pelaksanaannya merupakan bentuk 
dari perjanjian kerjasama antara pemodal (shahibul mal) dan pengelola modal 
(mudharib) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara 
keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat 
keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal 
perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung 
bersama sesuai porsi masing-masing. Kerugian bagi pemodal tidak 
mendapatkan kembali modalnya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi 
pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja 
yang telah dilakukannya. 
Revenue sharing, secara bahasa revenue berarti uang masuk, pendapatan, 
atau income. Dalam istilah perbankan revenue sharing berarti proses bagi 
pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional 
yang ditanggung oleh bank, biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah 
pendapatan atas investasi dana, dana tidak termasuk fee atau komisi atau jasa-
jasa yang diberikan oleh bank karena pendapatan tersebut pertama harus 
dialokasikan untuk mendukung biaya operasional bank.  
Disatu sisi pelaksanaan revenue sharing ini bertentangan dengan prinsip 
bagi hasil itu sendiri, karena dalam prinsip bagi hasil tentunya investor 
bertanggung jawab atas dana yang diamanatkannya, bahkan jika terjadi 
kerugian dalam usaha maka shohibul mall menanggung kerugiannya. 
Dalam mekanisme ini, berarti mengandung unsur peralihan mekanisme 
bagi hasil dari profit and loss sharing menjadi revenue sharing, perubahan dari 
penanggunan risiko menjadi tidak menanggung resiko, walaupun di dalam 
mekanisme ini tidak diketahui berapa besar jumlah keuntungan yang akan 
diperoleh.  
Ketika dalam kenyataan pengelolan seperti yang disampaikan maka 



































yaitu profit and loss sharing, menurut Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. 
mengatakan : Teknik-teknik yang dikembangkan dalam perbankan islam baik 
dalam pengarahan dana dari bank itu maupun dalam pemberian fasilitas 
pembiayaan oleh bank itu bagi para nasabahnya adalah teknik finansial yang 
tidk berdasarkan bunga (interest free), tetapi didasakan pada profit and loss 
sharing (PLS).13 
Terakhir, mengenai keuntungan yang harus diberikan nasabah ternyata 
telah dikira-kira (ditetapkan di muka) oleh Bank Syariah karena nasabah tidak 
mampu membuat laporan keuangan untuk menghitung laba atau rugi usahanya. 
Para ulama menjelaskan bahwa tidak diperbolehkannya menentukan 
bagian dari keuntungan akad mudharabah bagi shahibul mal dan mudharaib 
dalam bentuk pasti, karena prinsip utama akad ini adalah profit and loss 
sharing. Menurut syeh Ziunuddin bin Abdul Aziz yang diterjemahkan oleh Drs. 
H. Aliy As’ad menjelaskan : Disyaratkan pula hak keuntungan itu diketahui 
bagiannya, misalnya setengah bagian atau sepertiganya. Apabila disyaratkan 
bahwa salah satu pihak mendaatkan bagian keuntungan Rp. 10 maka 
mudharabah menjadi fasid (batal).14 
Dari uraian tersebut sangatlah jelas ketiak pembagian keuntungan 
ditentukan dengan jumlah pendapatan (jumlah pasti) tidak berdasarkan 
prosentase keuntungan maka akad mudharabahnya batal. Maka ketika 
penentuan pembagian keuntungan harus menggunakan prosentase tidak dengan 
menentukan dengan jumlah keuntungan.  
Rangkuman 
1. Pembiayaan mudharabah merupakan akad pembiayaan antara bank syariah 
sebagai shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib untuk melaksanakan 
kegiatan usaha, di mana bank syariah memberikan modal 100% dan nasabah 
13 Sutan Remi Sjahdeini, Perbankan Islam, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1999), 25 
14 Aliy As’ad, Terjemah Fathul Muin, (Kudus : Menara Kudus, 1979), 274-275 
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menjalankan usahanya. Hasil usaha pembiayaan mudharabah akan dibagi 
antara bank syariah dan nasabah dengan nisabah bagi hasil yang telah 
disepakati pada saat akad. 
2. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan 
mudharabah, karena dalam pembiayaan mudharabah bank syariah tidak ikut 
campur dalam menjalankan proyek usaha nasabah yang telah diberi modal 
100%. 
3. Dalam prakteknya banyak akad pembiayaan mudharabah murni dimodifikasi 
dengan pembiayaan musyarakah karena modalnya berasal dari dua pihak, 
Bank Syariah dan nasabah. Walaupun dalam hal manajemen, Bank Syariah 
tidak ikut campur 
   
Soal latihan: 
1. Jelaskan  pengertian pembiayaan mudharabah itu? 
2. Sebutkan syarat-syarat dari pembiayaan mudharabah? 
3. Jelaskan landasan hukumnya menurut kaidah fiqh! 
4. Jelaskan secara singkat mudharabah atau penanaman modal! 












































Dalam bank syariah terdapat dasar–dasar prinsip yang memiliki 
konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan 
hukum syariah. Prinsip – prinsip dasar perbankan syariah yang harus di penuhi 
dan perhatikan yaitu : Akad dan aspek legalitas, Struktur organisasi, Bisnis dan 
Usaha yang di biayai, dan Mekanisme pembiayaan. Sedangkan dalam usaha 
terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan 
musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak 
atau lebih untuk suatu usaha tertentu.  
Pada bagian ini, pembiayaan musyarakah menjadi fokus perkuliahan. 
Pembahasan mencakup pengertian pembiayaan musyarakah, permasalahan 
pembiayaan musyarakah dalam lembaga keuangan syariah, Landasan hukum 
pembiayaan musyarakah dalam praktik perbankan syariah,  dan ditutup dengan 
Nalar istimbat hukum darai dalil-dalil yang dipaparkan.  Paket ini merupakan 
pengantar untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa-mahasiswi dalam 
memahami produk perbankan syariah berupa pembiayaan musyarakah. 
Cakupan di atas disajikan oleh penampilan sebuah contoh permasalahan 
yang muncul pada produk perbankan syariah berupa pembiayaan musyarakah 
baik yang artificial (seperti dicontohkan langsung oleh dosen) ataupun yang 
faktual (seperti cuplikan atau gambar-gambar interaktif). Di luar contoh 
tersebut, akan dipertimbangkan selama relevan dan mendukung tema 
pembiayaan musyarakah  ini.  
Langkah tersebut diupayakan untuk menggali ide-ide dan potensi kreatif 
mahasiswa-mahasiswi dalam memahami pembiayaan musyarakah yang lebih 
efektif. Dari sini, peta pengetahuan dan kemampuan memahami materi mereka 
akan diketahui untuk kemudian dilakukan diskusi dan membuat mindmap hasil 
diiskusi kelompok. Penggunaaan multi media dalam perkuliahan juga 
diharapkan untuk mengoptimalisasi pencapaian kompetensi dasar dan indikator 
yang telah ditargetkan. Selain multi media paket ini membutuhkan media 




































Rencana Pelaksanaan Perkuliahan  
Kompetensi Dasar  
Mampu memecahkan masalah hukum Islam dalam praktek 
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH. 
 
Indikator   
Pada akhir perkuliahan mahasiswa-mahasiswi diharapkan mampu:   
1. Mahasiswa mampu mendeskripsikan problem hukum Islam dalam praktik 
Pembiayaan Musyarakah di lembaga keuangan syariah 
2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dalil syara’ dan kaidah ushul yang 
dapat digunakan sebagai landasan instinbath. 
3. Mahasiswa mampu merangkai nalar istinbath dalam memecahkan masalah 
hukum pembiayaan musyarakah. 
 
Waktu   
3x50 menit  
 
Materi Pokok  
Pembiayaan musyarakah 
1. Pengertian pembiayaan musyarakah. 
2. Permasalahan pembiayaan musyarakah dalam lembaga keuangan syariah.  
3. Landasan hukum pembiayaan musyarakah dalam praktik perbankan 
syariah. 
4. Nalar istinbath. 
 
Langkah-langkah Perkuliahan  
Kegiatan Awal (15 menit) 
1. Menjelaskan kompetensi dasar 
2. Menjelaskan indikator 
3. Penjelasan langkah kegiatan perkuliahan paket ini 







































Kegiatan Inti (70 menit) 
1. Mahasiswa dibagai dalam 4 kelompok 
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema: 
Kelompok  1: Pengertian pembiayaan musyarakah. 
Kelompok  2: Permasalahan pembiayaan musyarakah dalam lembaga 
keuangan syariah. 
Kelompok  3: Landasan hukum pembiayaan musyarakah dalam praktik 
perbankan syariah. 
Kelompok  4: Nalar istinbath. 
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok 
4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan 
klarifikasi 
5. Praktik komunikasi verbal dan non verbal 
6. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan 
sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi 
 
Kegiatan Penutup (10 menit) 
1. Menyimpulkan hasil perkuliahan 
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat 
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 
 
Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit) 
1. Memberi tugas latihan 
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya. 
Lembar Kegiatan Mahasiswa  
Membuat mindmap tentang pembiayaan musyarakah, dalil-dalil 
pembiayaan musyarakah, hal-hal yang dilarang dalam pembiayaan musyarakah 
dan nalar istinbath hukum dari dalil-dalil yang disampaikan. 
 
Tujuan 
Mahasiswa dapat memahami dan membuat mindmap pembiayaan 
musyarakah, dalil-dalil pembiayaan musyarakah dan mengidentifikasi hal-hal 
yang dilarang dalam pembiayaan musyarakah serta mampu membuat nalar 




































Bahan dan alat 
Lembar kegiatan,  lembar penilaian, kartu nilai, kertas plano, boardmarker 
dan solatip.  
 
Langkah-langkah kegiatan  
1. Setiap kelompok memilih koordinator kelompok dan penulis konsep. 
2. Mendiskusikan setiap materi yang telah ditentukan pada setiap 
kelompok. 
3. Hasil diskusi setiap kelompok ditulis dalam bentuk mindmaping.  
4. Bagi kelompok yang pesrentasi menempelkan hasil diskusi kelompok di 
papa tulis kelas.  
5. Koordinator kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok 
masing-masing. 
6. Presentasi kelompok secara bergantian, setiak kelompok 5 menit. 
7. Setiap kelompok memberikan tanggapan dari presentasi kelompok lain. 
8. Jumlahkan nilai masing-masing kelompok, dan tentukan pemenangnya. 
 
Tabel 5.1: Daftar Nilai Diskusi kelas. 
 
KELOMPOK NILAI JUMLAH 
I      
II      
III      
IV      
 
Keterangan Nilai: 











































Uraian Materi  
PEMBIYAAN MUSYARAKAH 
  
Pengertian Pembiayaan Musyarakah 
Dalam prinsip syariah terdapat empat bagi hasil yaitu : al-musyarakah, 
al-mudharabah, al-muzara’ah dan al musaqah. Tetapi, yang prinsip yang dapat 
dilaksanakan pada lembaga keuangan syariah dewasa ini hanya al-musyarakah 
dan al-mudharabah saja. Karena al-muzara’ah dan musaqah pada prinsip bagi 
hasil yang awalnya hanya berkaitan pada bidang pertanian saja. Sulit untuk 
menerapkan al-muzara’ah dan musaqah pada lembaga keuangan. Oleh karena 
itu, hanya al-musyarakah dan al-mudharabah yang bisa diterapkan pada 
lembaga keuangan syariah. 
Al- Musyarakah adalah akad kerjasama diantara para pemilik modal yang 
mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam 
musyarakah mitra dan bank sama – sama menyediakan modal untuk membiayai 
usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra 
dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah di sepakati 
secara bertahap atau sekaligus kepada Bank. Bagian keuntungan dan kerugian 
dibagi menurut besar kecil saham mereka.1  
Dalam ketentuan pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 
7/46/PBI/2005 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Musyarakah” adalah : 
“Penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal 
mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan 
nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung 
semua pihak dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing”.2 
1 Aliy As’ad, Terjemah Fathul Mu’in, (Kuidus, Menara Kudus, 1979), 282 
2 Rahmadi Usman, Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia, (Bandung, Citra Aditya 
Bakti, 2009), 222 
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Musyarakah pada umumnya merupakan perjanjian yang berjalan terus 
sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi. Mekipun demikian, 
perjanjian musyaraakah dapat diakhiri dengan atau tanpa menutup usaha. 
Apabila usaha ditutup atau dilikuidasi, maka masing-masing mitra usaha 
mendapat hasil likuidasi asset sesuatu nisbah penyertaannya. Apabila usaha 
terus berjalan, maka mitra usaha yang ingin mengakhiri perjanjian dapat 
menjual sahamnya kemitra usaha yang lain dengan harga yang disepakati 
bersama.3 
Dalam pembiayaan musyarakah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 
dalam analisis pembiayaan di Bank Syari’ah, yaitu sebagai berikut : 
Pendekatan Analisis Pembiayaan4 
Ada beberapa pendekatan analisa pembiayaan yang dapat diterapkan oleh 
para pengelola bank syariah dalam kaitannya dengan pembiayaan aayaang akan 
dilakukan, yaitu : 
1. Pendekatan jaminan, artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu 
memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh nasabah. 
2. Pendekatan karakter, artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh 
terkait dengan karakter nasabah. 
3. Pendekatan studi kelayakan, artinya bank memperhatikan kelayakan usaha 
yang dijalankan oleh nasabah.  
Sedangkan dalam refrensi lain juga diterangkan mengenai prinsip  
analisis pembiayaaan yang mana didasarkan pada rumusan C5, yaitu :5 
1. Charakter artinya sifat atau karakter nasabah. 
2. Capacity artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha. 
3. Capital artinya besarnya modal yang diperlukan. 
3 Ascara, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta :  Raja Grafindo, 2011 cet. 3 ), 52 
4 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2002), 260 
5 Anonimous, Pedoman Pengelolaan Bank Syariah, (Jakarta: LPPBS, 1993), 58 
6 
 


































4. Colateral artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan nasabah. 
5. Coundition artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak. 
Musyarakah (syirkah atau syarikah atau serikat atau kongsi) adalah 
bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana dua orang atau lebih 
menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi bisa sama 
atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra, dan 
kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Transaksi Musyarakah 
dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan 
nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan memadukan seluruh 
sumber daya.6 
Berikut adalah beberapa contoh pengaplikasian konsep al-musyarakah di 
dalam perbankan, yaitu : 
1. Pembiayaan Proyek 
Al-musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiyaan proyek dimana 
nasabah dan bank sama sama menyediakan dana untuk membiayai proyek 
tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut 
bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. 
2. Modal Ventura 
Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi 
dalam kepemilikan perusahaan, al-musyarakah diterapkan dalam skema 
modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu 
dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya. 
Baik secara singkat maupun bertahap. 
3. Musyarakah Mutanaqishah 
Nasabah dan bank berkongsi dalam pengadaan suatu barang (biasanya 
rumah atau kendaraan), misalnya 30% dari nasabah dan 70% dari bank. 
Untuk memiliki barang tersebut, nasabah harus membayar kepada bank 
6 Antonio, M. Syafi’i, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta : Gema Insani, 2001) 
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sebesar porsi yang dimiliki bank. Karena pembayarannya dilakukan secara 
angsuran, penurunan porsi kepemilikan bank pun berkurang secara 
proporsional sesuai dengan besarnya angsuran. Barang yang telah dibeli 
secara kongsi tadi baru akan menjadi milik nasabah setelah porsi nasabah 
menjadi 100% dan porsi bank 0%. 
 
Permasalahan pembiayaan musyarakah dalam lembaga keuangan syariah.  
Musyarakah pada umumnya merupakan perjanjian yang berjalan terus 
sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi. Mekipun demikian, 
perjanjian musyaraakah dapat diakhiri dengan atau tanpa menutup usaha. 
Untuk kepastian pembayaran kembali modal pembiayan dan 
laba/keuntungan yang akan diperoleh bank, maka Bank Syariah menetapkan 
diperlukan adanya jaminan, yang dapat berupa: sertifikat tanah, rekening giro 
wadiah atau tabungan mudharabah atas nama nasabah, surat-surat berharga dan 
surat-surat penting lainnya. 
Sehingga dalam pembiayaan musyarakah terdapat penyimpangan seperti 
adanya jaminan dalam pembiayaan proyek al-musyarakah ini, menyimpang 
dengan pendapat ke empat mazhab fiqih, yang mengatakan/ berpendirian bahwa 
si mitra adalah orang yang dipercaya. Sehingga tidak diperbolehkannya 
mensyaratkan adanya jaminan bagi nasabah. 
 
Landasan hukum pembiayaan musyarakah dalam Praktik Perbankan 
Syariah 
1. Al-Qur’an Surat Shad ayat 24: 
اﻮُﻠِﻤَﻋَو اْﻮُـﻨَﻣآ َﻦْﻳِﺬﱠﻟا ﱠﻻِإ ،ٍﺾْﻌَـﺑ ﻰَﻠَﻋ ْﻢُﻬُﻀْﻌَـﺑ ْﻲِﻐْﺒَـَﻴﻟ ِءَﺎﻄَُﻠْﳋا َﻦِﻣ ًاْﲑِﺛَآ ﱠنِإَو 
"…Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu 




































yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka 
ini…." 
2. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf: 
“Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang 
bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. 
Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu 
Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah). 
3. Kaidah Fiqh. 
ﺎﻬﳝﺮﲢ ﻰﻠﻋ ﻞﻴﻟﺪﻟا لﺪﻳ ﱴﺣ ﺔﺣﺑﺎﻻا ءﺎﻴﺷﻷا ﰱ ﻞﺻﻻا 
“Hukum sesuatu pada asalnya adalah boleh sehingga ada dalil yang 
mengharamkannya”7 
ﺎﻬﳝﺮﲢ ﻰﻠﻋ ﻞﻴﻟد لﺪﻳ نا ﻻا ﺔﺣﺑﺎﻻا ﺔﻠﻣﺎﻌﳌا ﰱ ﻞﺻﻻا 
“Hukum asal semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang 
mengharamkannya” 
Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, 
pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama 
(mudharabah dan Musyarakah), perwakilan, dan lain-lain. Kecuali yang tegas-
tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudaratan, tipuan, judi, dan riba.  
Ketika dalam pembiayaan musyarakah tidak ada pelanggaran atau 
wanprestasi maka tetap sah (tidak dilarang), dan juga bila dalam akad 
pembiayaan musyarakah tidak ada hal atau perkara yang melanggar syariat 
maka tidak ada hal yang membatalkan. Akan tetapi ketika dalam pembiayaan 
7 Jalal al-Din Abd al_rahman Ibn Abi Bakr al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nadzair fi Qawaid wa 
Furu’ Fiqh al-Syafiiyyat, (Beirut : Dar al-Kitab al-Arabi, 1987), 133 
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musyarakah terdapat perkara yang melanggar syariat maka pembiayaan tersebut 
dilarang. 
ﻪﻨﻣ ﺪﻟﻮﺘﻳ ﺎﲟ ﻰﺿر ﺊﺸﻟﺑﺎ ﻰﺿﺮﻟا8 
“Rela dengan sesuatu berarti rela dengan apa yang timbul dari sesuatu itu” 
Unsur utama dalam muamalah adalah saling percaya, sehingga bagi 
pemilik modal harus ada sikap saling percaya dan bisa dipercaya. Dalam 
musyarakah mitra dan bank sama – sama menyediakan modal untuk membiayai 
usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. 
Dalam pembiayaan musyarakah terdapat istilah berupa profit and lost 
sharing, sehingga dalam pembiayaan musyarakah ketika ada suatu hal yang 
timbul dari pembiayaan tersebut maka menjadi tanggungan berdua. Karena 
diawal sudah ada kesepakatan dan saling percaya sehingga segala sesuatu yang 
timbul sudah secara otomatis disepakati atau ditanggung kedua belah pihak.   
 
Nalar Istinbath 
Adanya jaminan dalam pembiayaan proyek al-musyarakah ini, 
menyimpang dengan pendapat ke empat mazhab fiqih, yang mengatakan/ 
berpendirian bahwa si mitra adalah orang yang dipercaya. 
Berdasarkan pada konsep ‘percaya’ ini, mitra yang satu tidak dapat 
menuntut jaminan dari pihak yang lain. Menurut faqih Mazhab Hanbali, 
Sarakhsi, “masing-masing mereka (para mitra) adalah orang yang dipercaya atas 
apa yang diamanatkan kepadanya. Sebuah ketentuan dalam kontrak yang 
(menyatakan) bahwa seorang yang dipercaya memberikan jaminan (dlaman) 
akan dianggap tidak ada dan batal.9  
8 Abdul Hamid Hakim, as-Sulam, (Jakarta, Sa’adiyah Putra), 64 
9 Abdullah Saeed, Menyoal Bank Syariah Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-
Revivalis, diterjemahkan Oleh Arif Maftuhin, Paramadina.  (Jakarta, ttp.  2004) 91 
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Penyimpangan ini juga dilakukan oleh bank-bank Islam diluar negeri, 
yang mensyaratkan kepada nasabahnya atau mitranya untuk memberikan 
jaminan untuk mengamankan kepentingan bank dalam musyarakah. Seperti 
yang tertuang dalam kontrak musyarakah pada Faisal Islamic Bank of Egypt: 
Pihak pertama (bank) memiliki hak untuk menuntut dari pihak kedua (mitra) 
penyerahan jaminan tambahan yang dapat diterimaoleh pihak pertama (dalam 
kasus pihak pertama memandang bahwa jaminan yang telah diberikan belum 
cukup). Ini dilakukan dalam jangka waktu satu minggu untuk diperhatikan oleh 
pihak kedua tanpa boleh adanya keberatan atau penundaan.10 
 
Rangkuman 
1. Al- Musyarakah adalah akad kerjasama diantara para pemilik modal yang 
mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Mitra dan 
bank sama – sama menyediakan modal untuk membiayai usaha tertentu. 
Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan 
dibagikan menurut proporsi modal. 
2. Beberapa contoh pengaplikasian konsep al-musyarakah di dalam perbankan, 
yaitu Pembiayaan Proyek, Modal Ventura, Musyarakah Mutanaqishah dll 
3. Untuk kepastian pembayaran kembali modal pembiayaan dan 
laba/keuntungan yang akan diperoleh bank, Bank Syariah menetapkan 
diperlukan adanya jaminan, yang dapat berupa: sertifikat tanah, rekening 
giro wadiah atau tabungan mudharabah atas nama nasabah, surat-surat 
berharga dan surat-surat penting lainnya. 
 
Soal latihan: 
1. Apa landasan awal pembiayaan musyarakah ini ada dalam bank 
Syariah? 
10 Abdullah Saeed, Menyoal Bank Syariah Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-
Revivalis, diterjemahkan Oleh Arif Maftuhin, Paramadina.  (Jakarta, ttp.  2004) 98 
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2. Dalam prakteknya bank syariah saat ini, masih banyak bank yang masih 
meminta jaminan, apa landasanya? 
3. Jika memang ada jaminan, lalu kalau usaha nasabah itu devisit, apakah 
pihak bank akan melakukan sita jaminan? 
4. Apa saja penyimpangan dan kesalahan bank dalam menerapkan 
pembiayaan musyarakah? 
5. Jika nasabah meninggal dunia, siapa yang berkewajiban meneruskan 















































Bank syariah berfungsi sebagai penghimpun dana dari nasabah dan 
penyalur dana bagi kegiatar sector riil. Pembiayaan multijasa bertujuan 
menghimpun dana nasabah dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan 
mudharabah. Pada bagian ini, pembiayaan multijasa menjadi fokus perkuliahan. 
Pembahasan mencakup pengertian pembiayaan multijasa, permasalahan 
pembiayaan multijasa dalam lembaga keuangan syariah, Landasan hukum 
pembiayaan multijasa dalam praktik perbankan syariah,  dan ditutup dengan 
Nalar istimbat hukum darai dalil-dalil yang dipaparkan.  Paket ini merupakan 
pengantar untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa-mahasiswi dalam 
memahami produk perbankan syariah berupa pembiayaan multijasa. 
Cakupan di atas disajikan oleh penampilan sebuah contoh permasalahn 
yang muncul pada produk perbankan syariah berupa pembiayaan multijasa baik 
yang artificial (seperti dicontohkan langsung oleh dosen) ataupun yang faktual 
(seperti cuplikan atau gambar-gambar interaktif). Di luar contoh tersebut, akan 
dipertimbangkan selama relevan dan mendukung tema pembiayaan multijasa  
ini.  
Langkah tersebut diupayakan untuk menggali ide-ide dan potensi kreatif 
mahasiswa-mahasiswi dalam memahami pembiayaan multijasa yang lebih 
efektif. Dari sini, peta pengetahuan dan kemampuan memahami materi mereka 
akan diketahui untuk kemudian dilakukan diskusi dan membuat mindmap hasil 
diiskusi kelompok. Penggunaaan multi media dalam perkuliahan juga 
diharapkan untuk mengoptimalisasi pencapaian kompetensi dasar dan indikator 
yang telah ditargetkan. Selain multi media paket ini membutuhkan media 










































Rencana Pelaksanaan Perkuliahan  
Kompetensi Dasar  
Mampu memecahkan masalah hukum Islam dalam praktik 
PEMBIAYAAN MULTIJASA. 
 
Indikator   
Pada akhir perkuliahan mahasiswa-mahasiswi diharapkan mampu:   
1. Mahasiswa mampu mendeskripsikan problem hukum Islam dalam praktik 
Pembiayaan Multijasa di lembaga keuangan syariah 
2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dalil syara’ dan kaidah ushul yang 
dapat digunakan sebagai landasan instinbath. 
3. Mahasiswa mampu merangkai nalar istinbath dalam memecahkan masalah 
hukum pembiayaan multijasa. 
  
Waktu   
3x50 menit  
 
Materi Pokok  
Pembiayaan multijasa 
1. Pengertian pembiayaan multijasa. 
2. Permasalahan pembiayaan multijasa dalam lembaga keuangan syariah.  
3. Landasan hukum pembiayaan multijasa dalam praktik perbankan syariah. 
4. Nalar istimbath. 
 
Langkah-langkah Perkuliahan  
Kegiatan Awal (15 menit) 
1. Menjelaskan kompetensi dasar 
2. Menjelaskan indikator 
3. Penjelasan langkah kegiatan perkuliahan paket ini 
4. Brainstorming dengan memberikan gambaran tentang pembiayaan 
multijasa. 
 
Kegiatan Inti (70 menit) 




































2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema: 
Kelompok  1: Pengertian pembiayaan multijasa. 
Kelompok  2: Permasalahan pembiayaan multijasa dalam lembaga 
keuangan syariah. 
Kelompok  3: Landasan hukum pembiayaan multijasa dalam praktik 
perbankan syariah. 
Kelompok  4: Nalar istimbath. 
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok 
4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan 
klarifikasi 
5. Praktik komunikasi verbal dan non verbal 
6. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan 
sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi 
 
Kegiatan Penutup (10 menit) 
1. Menyimpulkan hasil perkuliahan 
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat 
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 
 
Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit) 
1. Memberi tugas latihan 
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya. 
Lembar Kegiatan Mahasiswa  
Membuat mindmap tentang pembiayaan multijasa, dalil-dalil pembiayaan 
multijasa, permasalahan pembiayaan multijasa dalam lembaga keuangan syariah 
dan nalar istimbath hukum dari dalil-dalil yang disampaikan. 
 
Tujuan 
Mahasiswa dapat memahami dan membuat mindmap pembiayaan 
multijasa, dalil-dalil pembiayaan multijasa dan permasalahan pembiayaan 
multijasa dalam lembaga keuangan syariah serta mampu membuat nalar 






































Bahan dan alat 
Lembar kegiatan,  lembar penilaian, kartu nilai, kertas plano, boardmarker 
dan solatip.  
 
Langkah-langkah kegiatan  
1. Setiap kelompok memilih koordinator kelompok dan penulis konsep. 
2. Mendiskusikan setiap materi yang telah ditentukan pada setiap 
kelompok. 
3. Hasil diskusi setiap kelompok ditulis dalam bentuk mindmaping.  
4. Bagi kelompok yang pesrentasi menempelkan hasil diskusi kelompok di 
papa tulis kelas.  
5. Koordinator kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok 
masing-masing. 
6. Presentasi kelompok secara bergantian, setiak kelompok 5 menit. 
7. Setiap kelompok memberikan tanggapan dari presentasi kelompok lain. 
8. Jumlahkan nilai masing-masing kelompok, dan tentukan pemenangnya. 
 
Tabel 5.1: Daftar Nilai Diskusi kelas. 
 
KELOMPOK NILAI JUMLAH 
I      
II      
III      
IV      
 
Keterangan Nilai: 











































Uraian Materi  
PEMBIAYAAN MULTIJASA 
  
Pengertian Pembiayaan multijasa 
Pembiayaan multijasa dalam lembaga keuangan syariah (LKS)  merupakan 
salah satu pembiayaan yang sangat penting, hal ini terkait dengan fungsi dari 
ekonomi syariah adalah menggerakkan sektor riil yang ada di masyarakat. 
Dengan pembiayaan multijasa yang diterjemahkan dalam akad, memudahkan 
bagi LKS untuk memberikan macam pembiayaan kepada pelaku usaha 
khususnya adalah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang 
selama ini bergerak dalam bidang multijasa. 
Berangkat dari kebutuhan dasar itulah, Dewan Syariah Nasional – Majelis 
Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa DSN 44/DSN-
MUI/VIII/2004. Dalam Fatwa DSN tersebut, dijelaskan mengenai pengertian 
dan ketentuan umum tentang pembiayaan multijasa, dalam ketentuannya 
pembiayaan, multijasa dalam pelaksanaannya harus menggunakan akad ijarah 
atau kafalah. Dalam pembiayaan ijarah dimaksud, bank syariah memperoleh fee 
dari imbalan jasa (ujrah) sesuai dengan kesepakatan awal, yang dinyatakan 
dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase. Sedangkan dalam akad 
kafalah, berdasarkan fatwa DSN- MUI NO: 11/DSN-MUI/IV/2000 adalah 
dalam rangka menjalankan usahanya, seseorang sering  memerlukan 
penjaminan dari pihak lain, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung 
(kafiil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau 
yang  ditanggung (makfuul ‘anhu, ashil). 
Pembiayaan Multijasa adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat 
dipersamakan dengan itu berupa transaksi multijasa dengan menggunakan akad 
ijarah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah 
pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi 
hutang/kewajibannya sesuai dengan akad. 
Fitur dan mekanisme Pembiayaan Multijasa atas dasar akad Ijarah adalah : 
1. Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi 
Ijarah   dengan nasabah; 
2. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek 




































3. Pengembalian atas penyediaan dana bank tidak dapat dilakukan dalam 
bentuk piutang maupun dalam bentuk 
 Kemudian jika terjadi perselisihan, jika salah satu pihak tidak menunaikan 
kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka 
penyelesaiaannya  dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak 
tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 
 
Produk Multijasa di Bank Syariah  
1. Multijasa iB Hasanah (BNI Syariah)  adalah fasilitas pembiayaan 
konsumtif yang diberikan kepada  masyarakat untuk  kebutuhan jasa 
dengan agunan berupa fixed asset atau kendaraan bermotor selama  jasa 
dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku 
serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam. 
2. Pembiayaan Multi Jasa (PMJ) PaS (Panin Syariah) 
Pembiayaan Multijasa adalah produk pembiayaan yang memberikan 
penyaluran dana dalam bentuk penggunaan untuk barang siap pakai 
maupun kebutuhan serbaguna yang bersifat jasa/manfaat yang dibutuhkan 
oleh nasabah dengan akad murabahah atau ijarah. 
3. Multi Jasa iB (Bank Mega Syariah) 
Pembiayaan Paket Jasa Umroh dan Pendiikan Sesuai Syariah 
Multi Jasa iB dari Bank Mega Syariah adalah fasilitas pembiayaan dengan 
menggunakan konsep syariah ijarah dengan angsuran sewa sesuai 
kemampuan nasabah yang telah disepakati sejak awal sampai akhir masa 
pembiayaan sehingga memberikan ketenangan dan kepastian jumlah 
pembayaran (angsuran) sewa bagi nasabah. 
4. Pembiayaan Multijasa  Bank Jabar Banten Syariah 
Merupakan Fasilitas Pembiayaan yang diberikan Bank kepada Nasabah 
untuk membiayai kebutuhan nasabah dalam rangka memperoleh manfaat 
atas suatu jasa. Pembiayaan Multijasa digunakan untuk tujuan Biaya 
perjalanan Ibadah Haji, Biaya perjalanan Ibadah Umrah, Biaya Kesehatan, 








































Permasalahan Pembiyaan Multijasa dalam lembaga keuangan syariah. 
Seorang pensiunan terkena penyakit dan datang ke rumah sakit untuk 
berobat. Setelah diberi resep, ia mengambil obat kemudian membayarnya, 
beserta semua biaya jasa lain dari rumah sakit itu. Karena biayanya besar, ia 
membayarnya dengan pinjaman dari tetangga. Lalu kuitansi pembayaran itu ia 
simpan. Esoknya ia datang ke bank syariah dan meminta pembiayaan untuk 
mengganti pinjaman tetangganya, sedangkan ia sendiri akan membayar kepada 
bank secara cicilan sampai lunas. Karena pembiayaan itu dari bank, tentu saja 
bank tidak bisa memberikannya secara gratis, alias minta tambahan. Maka fee 
pun dihitung dan ditambahkan kepada nilai nominal pembayaran jasa itu.  
Bank memasukkan jasa pengambilalihan hutang ini ke dalam produk Ijarah 
Multijasa. Artinya Ijarah (akad sewa/jasa) yang diterapkan untuk keperluan apa 
saja, sepanjang termasuk kategori jasa. Dalam kasus pensiunan di atas, jasa 
yang dibeli adalah pelayanan kesehatan di rumah sakit. Masalahnya, perjanjian 
ijarah dilakukan setelah adanya pembayaran oleh nasabah sehingga pembayaran 
oleh bank lebih menyerupai dana talangan ketimbang pembiayaan sewa. Yang 
namanya dana talangan, tentu akad yang digunakan adalah Qadh (pinjaman) 
dan perjanjian pinjaman atau qardh secara syariah tidak boleh mensyaratkan 
tambahan dalam pengembalian.  
Bagaimana sebenarnya melaksanakan produk Ijarah Multijasa itu? Secara 
historis, produk Ijarah Multijasa muncul karena adanya permintaan dari bank 
untuk mengembangkan produk pembiayaan pada tiga macam keperluan: 
pembiayaan untuk upacara perkawinan, pembiayaan untuk wisata ibadah 
(umrah) dan pembiayaan untuk tudi tingkat lanjut. Dalam perkembangannya, ia 
bermutasi menjadi produk yang meliputi berbagai produk pembiayaan yang 
melayani  semua  jasa. Bahkan di daerah, produk ini juga digunakan untuk 
pembiayaan pengurusan TKI yang akan berangkat keluar negeri. Produk yang 
lahir dari Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/ VIII/2004 tentang Pembiayaan 
Multijasa itu kini berkembang biak menjadi produk pembiayaan multiguna 
untuk jenis jasa. 
Selain itu praktek pembiayaan dengan akad ijarah pada pembiayaan 
multijasa berbeda dengan yang terdapat pada kitab Fiqh. Jika dalam kitab Fiqh 
diterangkan bahwa ijarah adalah sewa menyewa barang untuk diambil 




































nasabah, akan tetapi memberikan dana talangan untuk biaya pendidikan, 
kesehatan, dan renovasi rumah.  
 
Landasan hukum Pembiayaan Multijasa dalam Praktik Perbankan 
Syariah 
Pembiayaan multijasa didasarkan pada beberapa dalil syara’, 
diantaranya adalah : 
1. Al-Qura’an Surat al-Baqarah ayat  233: 
                                        
                  
“ Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa 
bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 
bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa 
yang kamu kerjakan.” 
 
Surat al-Midah ayat 2 : 
                                  
      
“ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” 
 
Surat al-Maidah Ayat 1 : 
                               




































“ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu 
binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) 
dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-
Nya.” 
 
2. Kaidah Ushul Fiqh. 
اﺎﮭﻤـﯾﺮﺤﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﯿﻟد لﺪﯾ نأ ﻻإ ﺔﺑﺎﺟﻹا تﻼﻣﺎﻌﻤﻟا ﻲﻓ ﻞﺻﻷ 
"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil 
yang mengharamkannya." 
“Menghindarkan mafsadat (kerusakan/bahaya) harus didahulukan atas 
mendatangkan kemaslahatan.” 
Hal ini dengan prinsip bahwa perhatian syara’ terhadap larangan lebih besar 
daripada perhatian terhadap apa-apa yang diperintah.  
 
Nalar istinbath 
Dalam permasalahan yang dipaparkan diatas Bagaimana sebenarnya 
melaksanakan produk Ijarah Multijasa itu? Secara historis, produk Ijarah 
Multijasa muncul karena adanya permintaan dari bank untuk mengembangkan 
produk pembiayaan pada tiga macam keperluan: pembiayaan untuk upacara 
perkawinan, pembiayaan untuk wisata ibadah (umrah) dan pembiayaan untuk 
tudi tingkat lanjut. Dalam perkembangannya, ia bermutasi menjadi produk yang 
meliputi berbagai produk pembiayaan yang melayani  semua  jasa. Bahkan di 
daerah, produk ini juga digunakan untuk pembiayaan pengurusan TKI yang 
akan berangkat keluar negeri. Produk yang lahir dari Fatwa DSN-MUI No. 
44/DSN-MUI/ VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa itu kini berkembang 
biak menjadi produk pembiayaan multiguna untuk jenis jasa. 
Idealnya sebuah produk multijasa dilaksanakan seperti pembiayaan Ijarah, 
dimana bank membeli/menyewa aset dan menyewakannya kepada nasabah, lalu 
nasabah menyewanya secara cicilan. Itulah fungsi sebenarnya dari intermediary 




































sehingga bank takut untuk membayar langsung kepada penyedia aset/ obyek 
sewa. Lalu Ijarah Multijasa ini dilaksanakan seperti Murabahah, dimana bank 
mewakilkan kepada nasabah untuk menyewa aset yang diinginkannya atas 
nama bank, kemudian bank menyewakannya pada nasabah dengan harga yang 
lebih tinggi. Sampai disini, para pengawas dan DPS masih mentolelir, 
sepanjang ada tanda bukti pembayaran nasabah kepada pihak ketiga/penyedia 
aset. Lha kalau tidak ada bukti pembayaran, disbursement atau pencairan 
pembiayaan ijarah itu untuk apa?  
Atau, tiba-tiba ada bukti pembayaran sebelum ada perjanjian pembiayaan 
Ijarah, lalu ditagihkan kepada bank, pembayaran itu atas perintah siapa? Kalau 
mau dilaksanakan juga, maka akad yang paling dekat dengan prakter terakhir ini 
mungkin adalah hiwalah alias pemindahan hutang. Masalahnya, perjanjian 
hiwalah termasuk dalam kategori perjanjian sosial alias uqud tabarru' dimana 
pihak pelaksananya, yang dalam kitab fiqih, tidak bicara soal keuntungan. 
Karenanya sampai saat ini para ulama di Indonesia lebih banyak diam soal 
hiwalah bil ujrah karena tidak ada preseden fiqihnya. Bahkan ada yang ngotot, 
ujrah atas hutang yang dipindahkan sama dengan riba. Nah lho... 
Produk bank syariah memang banyak, beragam, dan mudah dilaksanakan, 
karena seirama dan sejalan dengan transaksi di sektor riil. Tapi ia memiliki 
karakter, prosedur dan  teknik yang harus diikuti dengan disiplin. Jika tidak, 
maka ia tidak lebih sekedar produk di perbankan konvensional dengan nama 
Arab. Ia akan kosong dari falsafah keuangan Islam yang saling menguntungkan, 
aman dan tidak cenderung inflatoir alias berpotensi menciptakan gelembung 
uang seperti yang terjadi di dunia keuangan konvensional. Kalau nama akadnya 
saja yang dipakai sementara substansinya mengikuti tradisi keuangan 
konvensional, ia akan kehilangan ruh  alias elanvital yang dapat menjaga sistem 
ketahanan ekonomi di habitatnya.  
Mungkin satu-satunya kiat menjalankan Ijarah Multijasa dengan benar dan 
aman dari sisi syariah, maupun risk management, adalah mendorong bank untuk 
menciptakan kerjasama sebanyak-banyaknya dengan penyedia jasa, seperti 
sekolah, rumah sakit, agen perjalanan (untuk umroh) dan lain-lain, meskipun 
sebagian ulama masih berkeberatan dengan pembelian jasa pendidikan  seperti 
sekolah. Bagaimanapun, jika mengikuti pendapat yang lebih bebas dari Imam 
Abu Hanifah, tentu semua jasa dibolehkan selama halal dan thayyib. Jika 




































perbankan syariah dengan sekolah, rumah sakit, klinik, agen perjalanan dan 
sebagainya akan kuat. Dengan demikian stabilitas sistem keuangan dalam skala 
mikro akan terbangun.  
Sebagian bank syariah merasa emoh melakukan kerjasama dengan 
lembaga-lembaga ini dengan alasan kesulitan prosedur dan banyaknya jumlah 
penyedia jasa. Tapi anehnya mereka oke-oke aja apabila bekerjasama dengan 
restoran, mall, toko garmen, retailer dan lembaga-lembaga konsumtif lainnya. 
Misi bank syariah sebagai lembaga komersial memang sangat terasa disini, 
lebih kuat ketimbang misi pembangunan masyarakat. Padahal dunia Islam 
sepakat bahwa fungsi komersial bank syariah harus seimbang dengan misi 
pengembangan masyarakatnya. Itulah salah satu hal yang membuatnya berbeda 
dengan bank biasa. 
Sedangkan pada permasalahan kedua adalah praktek pembiayaan dengan 
akad ijarah pada pembiayaan multijasa berbeda dengan yang terdapat pada kitab 
Fiqh. Jika dalam kitab Fiqh diterangkan bahwa ijarah adalah sewa menyewa 
barang untuk diambil manfaatnya, pada pembiayaan multijasa tidak 
menyewakan barang kepada nasabah, akan tetapi memberikan dana talangan 
untuk biaya pendidikan, kesehatan, dan renovasi rumah. 
Dalam pembiayaan multi jasa dengan akad ijarah yang digunakan untuk 
merenofasi rumah misalnya, dana yang diberikan Bank Syariah kepada nasabah 
itu bukan digunakan untuk membeli material, akan tetapi digunakan untuk 
membayar tukang. Sedangkan dalam pembiayaan pendidikan, pembiayaan 
multi jasa yang diserahkan kepada nasabah itu diharapkan benar benar 
digunakan dalam pendidikan, bukan untuk hal hal lainnya. 
Walaupun tidak sama dengan fiqh, menurut hemat penulis, hal ini sah 
karena demi kemaslahatan bersama. Selain itu, praktek pembiayaan yang 
diterapkan oleh Bank Syariah telah sesuai dengan Syariah atas dasar fatwa DSN 
yang menyatakan bahwa obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang 
dan/atau jasa. 
Adapun pembiayaan ijarah hampir sama dengan leasing, hanya pada 
pembiayaan dengan Ijarah menerapkan prinsip syari’ah. Pembiayaan 
berdasarkan prinsip syari’ah berupa penyediaan uang atau tagihan yang 
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan antara Bank Syariah dengan 
nasabah, yang mewajibkan nasabah mengembalikan uang atau tagihan tersebut 




































Pada ijarah, bank hanya wajib menyediakan asset yang disewakan, baik 
asset itu miliknya atau bukan miliknya. Yang penting adalah bank mempunyai 
hak pemanfaatan atas asset yang kemudian disewakannya. Fatwa DSN tentang 
ijarah ini kemudian diadopsi kedalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 
(PSAK) 59 yang menjelaskan bahwa bank dapat bertindak sebagai pemilik 
obyek sewa, dan bank dapat bank dapat bertindak sebagai penyewa yang 
kemudian menyewakan kembali. 
Namun tidak seluruh fatwa DSN diadopsi oleh PSAK 59, misalnya fatwa 
DSN mengatur bahwa obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang 
dan/atau jasa, sedangkan dalam PSAK 59 hanya mengkoomodir obyek ijarah 
yang berupa manfaat dari barang saja. Dalam Bank Syariah, obyek Ijarah Multi 
Jasa adalah manfaat dari penggunaan jasa, yakni jasa pendidikan, jasa 
kesehatan, dan jasa renovasi rumah. 
 
Rangkuman  
1. Pembiayaan multijasa dalam lembaga keuangan syariah (LKS)  merupakan 
salah satu pembiayaan yang sangat penting, hal ini terkait dengan fungsi 
dari ekonomi syariah adalah menggerakkan sektor riil yang ada di 
masyarakat khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 
2. Pembiayaan, multijasa dalam pelaksanaannya harus menggunakan akad 
ijarah atau kafalah. Dalam pembiayaan ijarah dimaksud, bank syariah 
memperoleh fee dari imbalan jasa (ujrah) sesuai dengan kesepakatan awal, 
yang dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase. 
Sedangkan dalam akad kafalah adalah dalam rangka menjalankan usahanya, 
seseorang sering  memerlukan penjaminan dari pihak lain, yaitu jaminan 
yang diberikan oleh penanggung (kafiil) kepada pihak ketiga untuk 
memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang  ditanggung. 
 
Soal Latihan : 
 
1. Apa yang dimaksud dengan Pembiayaan Multijasa 




































3. Bagaimana mekanisme Pembiayaan Multijasa? 
4. Sebutkan contoh Pembiayaan Multijasa 










































Bank syariah berfungsi sebagai penghimpun dana dari nasabah dan 
penyalur dana bagi kegiatan sector riil. Pembiayaan qardh maupun qardhul 
hasan merupakan satu-satunya pinjaman yang diterapkan dalam perbankan 
syariah, karena bunga dilarang dalam Islam maka pinjaman qardh maupun 
qardhul hasan m1erupakan pijaman tanpa bunga. Pada bagian ini, pembiayaan 
qardh menjadi fokus perkuliahan. Pembahasan mencakup pengertian 
pembiayaan qardh, permasalahan pembiayaan qardh dalam lembaga keuangan 
syariah, Landasan hukum pembiayaan qardh dalam praktik perbankan syariah,  
dan ditutup dengan Nalar istinbath hukum dari dalil-dalil yang dipaparkan.  
Paket ini merupakan pengantar untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa-
mahasiswi dalam memahami produk perbankan syariah berupa pembiayaan 
qardh. 
Cakupan di atas disajikan oleh penampilan sebuah contoh permasalahn 
yang muncul pada produk perbankan syariah berupa pembiayaan qardh baik 
yang artificial (seperti dicontohkan langsung oleh dosen) ataupun yang faktual 
(seperti cuplikan atau gambar-gambar interaktif). Di luar contoh tersebut, akan 
dipertimbangkan selama relevan dan mendukung tema pembiayaan qardh  ini.  
Langkah tersebut diupayakan untuk menggali ide-ide dan potensi kreatif 
mahasiswa-mahasiswi dalam memahami pembiayaan qardh yang lebih efektif. 
Dari sini, peta pengetahuan dan kemampuan memahami materi mereka akan 
diketahui untuk kemudian dilakukan diskusi dan membuat mindmap hasil 
diiskusi kelompok. Penggunaaan multi media dalam perkuliahan juga 
diharapkan untuk mengoptimalisasi pencapaian kompetensi dasar dan indikator 
yang telah ditargetkan. Selain multi media paket ini membutuhkan media 




1 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), 46 
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Rencana Pelaksanaan Perkuliahan  
Kompetensi Dasar  
Mampu memecahkan masalah hukum Islam dalam praktik 
PEMBIAYAAN QARDH. 
 
Indikator   
Pada akhir perkuliahan mahasiswa-mahasiswi diharapkan mampu:   
1. Mahasiswa mampu mendeskripsikan problem hukum Islam dalam praktik 
Pembiayaan Qardh di lembaga keuangan syariah 
2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dalil syara’ dan kaidah ushul yang 
dapat digunakan sebagai landasan instinbath. 
3. Mahasiswa mampu merangkai nalar istinbath dalam memecahkan masalah 
hukum pembiayaan qardh. 
  
Waktu   
3x50 menit  
 
Materi Pokok  
Pembiayaan Qardh 
1. Pengertian pembiayaan qardh. 
2. Permasalahan pembiayaan qardh dalam lembaga keuangan syariah.  
3. Landasan hukum pembiayaan qardh dalam praktik perbankan syariah. 
4. Nalar istinbathh. 
 
Langkah-langkah Perkuliahan  
Kegiatan Awal (15 menit) 
1. Menjelaskan kompetensi dasar 
2. Menjelaskan indikator 
3. Penjelasan langkah kegiatan perkuliahan paket ini 
4. Brainstorming dengan memberikan gambaran tentang pembiayaan 
qardh. 
 
Kegiatan Inti (70 menit) 



































2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema: 
Kelompok  1: Pengertian pembiayaan qardh. 
Kelompok  2: Permasalahan pembiayaan qardh dalam lembaga 
keuangan syariah. 
Kelompok  3: Landasan hukum pembiayaan qardh dalam praktik 
perbankan syariah. 
Kelompok  4: Nalar istinbath. 
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok 
4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan 
klarifikasi 
5. Praktik komunikasi verbal dan non verbal 
6. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan 
sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi 
 
Kegiatan Penutup (10 menit) 
1. Menyimpulkan hasil perkuliahan 
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat 
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 
 
Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit) 
1. Memberi tugas latihan 
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya. 
Lembar Kegiatan Mahasiswa  
Membuat mindmap tentang pembiayaan qardh, dalil-dalil pembiayaan 
qardh, Permasalahan pembiayaan qardh dalam lembaga keuangan syariah, dan 
nalar istinbathh hukum dari dalil-dalil yang disampaikan. 
 
Tujuan 
Mahasiswa dapat memahami dan membuat mindmap pembiayaan 
qardh, dalil-dalil pembiayaan qardh dan permasalahan pembiayaan qardh dalam 
lembaga keuangan syariah serta mampu membuat nalar istinbathh hukum dari 





































Bahan dan alat 
Lembar kegiatan,  lembar penilaian, kartu nilai, kertas plano, 
boardmarker dan solatip.  
 
Langkah-langkah kegiatan  
1. Setiap kelompok memilih koordinator kelompok dan penulis konsep. 
2. Mendiskusikan setiap materi yang telah ditentukan pada setiap 
kelompok. 
3. Hasil diskusi setiap kelompok ditulis dalam bentuk mindmaping.  
4. Bagi kelompok yang pesrentasi menempelkan hasil diskusi kelompok di 
papa tulis kelas.  
5. Koordinator kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok 
masing-masing. 
6. Presentasi kelompok secara bergantian, setiak kelompok 5 menit. 
7. Setiap kelompok memberikan tanggapan dari presentasi kelompok lain. 
8. Jumlahkan nilai masing-masing kelompok, dan tentukan pemenangnya. 
 
Tabel 5.1: Daftar Nilai Diskusi kelas. 
 
KELOMPOK NILAI JUMLAH 
I      
II      
III      
IV      
 
Keterangan Nilai: 










































Uraian Materi  
PEMBIAYAAN QARDH 
  
Pengertian Pembiayaan Qardh 
Secara etimologi, qarada-yaqridu berarti memotong. Dikatakan 
demikian karena harta tersebut benar-benar dipotong apabila diberikan kepada 
peminjam. Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih 
atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan 
imbalan.2 Sedangkan menurut Bank Indonesia Qardh adalah akad pinjaman dari 
bank (muqridh) kepada pihak tertentu (muqtaridh) yang wajib dikembalikan 
dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.  
Adapun rukun qardh ada 4 yakni:3 
1. Pihak yang meminjam (muqtaridh) 
2. Pihak yang memberikan pinjaman (muqridh) 
3. Dana (qardh) 
4. Ijab qabul (shighat) 
Sedangkan syarat dari qardh yang harus terpenuhi dalam transaksi yaitu : 
1. Kerelaan kedua belah pihak, dan 
2. Dana digunakan untuk sesuatu yang manfaat dan halal. 
Pinjaman qard biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai 
fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami over draft. Fasilitas ini 
2  Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari teori ke praktik, ( Jakarta: Gema Insani, 2001) 
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dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, utuk memudahkan 
nasabah transaksi.4 
Prinsip-prinsip yang melandasi operasional akad Qardh  meliputi : 
1. Prinsip ta’awun (tolong menolong), yaitu prinsip saling membantu sesama 
dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerjasama ekonomi 
dan bisnis. Hal ini sesuai dengan anjuran Al Qur’an : “ Dan tolong 
menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa serta janganlah 
bertolong menolong dalam berbuat keji dan permusuhan”.    ( QS. Al-
Maidah:2). 
2. Prinsip menghindari iktinaz (penimbunan uang), yaitu menahan uang 
supaya tidak berputar, sehingga tidak memberikan manfaat kepada 
masyarakat umum. Hal ini jelas terlarang, karena dapat menyebabkan 
terhentinya perekonomian. 
3. Prinsip pelarangan riba, yakni menghindarkan setiap transaksi ekonomi 
dan bisnisnya dari unsur ribawi dengan menggantikannya melalui 
mekanisme kerja sama (mudharabah) dan jual beli ( al-buyu).  
Qardh sendiri adalah akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan 
dana tersebut wajib dikembalikan kepada lembaga keuangan syariah. Pinjaman 
tersebut bisa digunakan untuk tujuan komersial maupun sosial. Dalam akad 
pembiayaan qardh Hanya nasabah yang dianggap layak yang dapat diberi 
pinjaman ini. Kegiatan yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan atau 
pinjaman ini ialah nasabah yang terdesak dalam melakukan kewajiban-
kewajiban non usaha atau pengusaha yang menginginkan usahanya bangkit 
kembali yang oleh karena ketidak mampuannya untuk melunasi kewajiban 
usahanya.5 
 
4 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), 48 
5 Muhammad, Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, (Yogyakarta: UII 
Press, 2000), 69 
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Permasalahan pembiayaan qardh dalam lembaga keuangan syariah. 
Pinjaman qardh biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya 
sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami overdraft. 
Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk 
memudahkan nasabah bertransaksi. Aplikasi qardh dalam perbankan ada empat 
hal: 
1. Sebagai pinjaman talangan haji 
2. Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah 
3. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil 
4. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank 
Pada paket 6 ini permasalah yang akan diangkat adalah dana talangan 
haji yang menjadi salah satu produk yang dikeluarkan oleh pernakan syariah. 
Yang mana pada waktu sekarang banyak masyarakat yang menggunakan 
produk ini (dana talangan haji).  
Sebagaimana yang ditulis dalam website bank Syariah Mandiri, bahwa 
Pembiayaan talangan haji adalah pinjaman (Qardh) dari bank Syariah kepada 
nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (seat) haji 
pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Dana talangan ini 
dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah. Nasabah kemudian wajib 
mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. 
Atas jasa peminjaman dana talangan ini, bank Syariah memperoleh imbalan 
(fee/ujrah) yang besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan. 
Darai uraian yang disampaikan perbankan syariah terdapat kejanggalan 
yang perlu diangkat, disini dijelaskan bahwa ketikan nasabah menggunakan 
akad pembiayaan dana talangan maka dana talangan ini dijamin dengan deposit 
yang dimiliki nasabah. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang 



































sekaligus bisa membantu mendaftarkan nasabah untuk daftar haji dan 
mengambil fee dengan menggunakan akad ijarah (jasa). 
Ketika bank meminjamkan dana talangan haji pihak bank 
diperkenankan untuk mengambil fee dalam membantu mendaftarkan nasabah 
untuk daftar haji dan mengambil fee dengan menggunakan akad ijarah (jasa), 
disini sangat bertentangan dengan definisi utama pembiayaan qardh (pemberian 
harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan 
kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan). Sehingga ketika bank 
syariah memberikan dana talangan haji dan mengambil fee maka terdapat dua 
akad (multi akad). Akad yang pertama yaitu pembiayaan qard yang orientasinya 
berupa akad tabarrau’ yang semata-mata mencarai balasan pahala dari Allah 
SWT dan akad yang kedua berupa akad ijarah yang orientasinya  for profit 
transaction (keuntungan komersional).  
 
Landasan hukum pembiayaan mudharabah dalam praktik perbankan 
syariah 
Dalil Syara’ dan Kaidah Ushul yang menjadi dasar utama dalam Akad 
Pembiayaan Qardh adalah sebagai berikut : 
1. Al-Qur’an 
Q.S Al-Hadid (11) : 
 ٌﻢْﯾِﺮَﻛ ٌﺮَْﺟأ ُﮫَﻟَو َُﮫﻟ َُﮫﻔِﻋﺎَُﻀﯿَﻓ ًﺎﻨَﺴَﺣ ﺎًﺿْﺮَﻗ َﷲ ُضِﺮْﻘﯾ ىِﺬﱠﻟا َاذ ْﻦﻣ 
 ”Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, 
Maka  Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan 
dia akan memperoleh pahala yang banyak”.6 
 
6 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Perbankan Syariah, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2003), 27 
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Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk 
meminjam kepada Allah artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. 
Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk 
meminjamkan kepada sesama manusia, sebagai bagian dari kehidupan 
bermasyarakat ( civil society). 
2. Hadits 
 ُضِﺮُْﻘﯾ ٍﻢِﻠْﺴُﻣ ْﻦِﻣ ﺎَﻣ َلَﺎﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ﱠﻲِﺒﱠﻨﻟا ﱠَنأ ٍدُْﻮﻌْﺴَﻣ ِﻦْﺑا ِﻦَﻋ
ﺎًﻤِﻠْﺴُﻣ   ًة ﱠﺮَﻣ ﺎَﮭَِﺘَﻗﺪَﺼَﻛ نﺎَﻛ ﱠﻻِإ ِﻦَْﯿﺗ ﱠﺮَﻣ ﺎًﺿَْﺮﻗ 
“Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi saw. Berkata, ”bukan seorang 
muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali 
yang satunya adalah (senilai) shadaqah.”  
Diriwayaykan dari Annas bin Malik berkata, Rasulallah SAW. bersabda : “ 
Aku melihat pada waktu malam diisra’kan, pada pintu surga tertulis : 
shadaqah dibalas 10 kali lipat dan qardh 18 kali. Aku bertanya : Wahai 
Jibril mengapa qardh lebih utama dari pada shadaqah ? Ia menjawab : 
karena peminta-minta sesuatu ia punya dan sedangkan peminjam tidak 
akan meminjam kecuali keperluan”. (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi). 
Dari hadist ini juga menunjukkan bahwa nabi menggambar seharusnya 
seorang muslim saling pinjam meminjam dengan muslim lainya. Karena 
sangat besarnya pahala yang didapat oleh orang yang mau meminjamkan 
kepada orang lain.   
3. Kaidah Ushul 



































 “Hukum asal segala sesuatu adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil 
yang mengharamkannya”.7 
Seperti dalam kaidah diatas bahwa akad pembiayaan qardh hukum asalnya 
adalah boleh sampai nanti jika ada dalil yang mengharamkan akad qardh 
dalam perkembanganya. Dan pada pembiayaan qardh dalam bank syari’ah 
masih belum ada dalil yang mengharamkan. 
 َا ﱠﺘﻟ ِﺑﺎ ُﻊ  َﺳ ِﻗﺎ ٌﻂ  ِﺑ ُﺴ ُﻘ ْﻮ ِط  ْﻟا َﻤ ْﺘ ُﺒ ْﻮ ِع  
“ Pengikut menjadi gugur dengan gugurnya yang diikuti”8 
Sehingga apabila ada akad yang mengkuti pembiyaan qardh dan ternyata 
akad qardh sendiri tidak sah maka akad yang mengikutinyapun menjadi 
tidak sah atau batal. 
 
Nalar Istinbath 
Dalam paket 6 ini terdapat permasalah yang perlu dijawab dan 
diistinbathi, ketika bank meminjamkan dana talangan haji pihak bank 
diperkenankan untuk mengambil fee dalam membantu mendaftarkan nasabah 
untuk daftar haji dan mengambil fee dengan menggunakan akad ijarah (jasa), 
disini sangat bertentangan dengan definisi utama pembiayaan qardh (pemberian 
harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan 
kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan). Sehingga ketika bank 
syariah memberikan dana talangan haji dan mengambil fee maka terdapat dua 
akad (multi akad). Akad yang pertama yaitu pembiayaan qard yang orientasinya 
berupa akad tabarrau’ yang semata-mata mencarai balasan pahala dari Allah 
SWT dan akad yang kedua berupa akad ijarah yang orientasinya  for profit 
transaction (keuntungan komersional).   
7 Jail Mubarok, Kidah Fiqh “Sejarah dan Kaidah Asasi, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002), 
135 
8 Abdul Mujib, Kaidah-kaidah Imu Fiqh, (Jakarta : Kalam Mulia, 1999), 58 
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Aplikasi multiakad adalah akad pembiayaan talangan haji, yang 
menggabungkan akad qardh (utang piutang) dengan akad ijarah (jasa 
pengurusan pendaftaran haji untuk nasabah). Terdapat khilafiyah (perbeda 
pendapat) di kalangan ulama mengenai boleh tidaknya multiakad.  
Pertama, pendapat yang membolehkan. Ini adalah pendapat Imam Asy-
hab dari mazhab Maliki juga pendapat Imam Ibnu Taimiyah dari mazhab 
Hambali9, dan pendapat Imam At Tasuli. 
Dalil pendapat pertama ini antara lain kaidah fiqih yang berbunyi : 
ﺎﮭﻤﯾﺮﺤﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﯿﻟد لﺪﯾ نأ ﻻإ ﺔﺣﺎﺑﻹا تﻼﻣﺎﻌﻤﻟا ﻲﻓ ﻞﺻﻷا 
“Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan 
keharamannya.” 
Berdasarkan kaidah ini, penggabungan dua akad atau lebih dibolehkan 
karena tidak dalil yang melarangnya. Adapun nash-nash yang secara zhahir 
melarang penggabungan dua akad, tidak dipahami sebagai larangan mutlak, 
melainkan larangan karena disertai unsur keharaman, seperti gharar 
(ketidakpastian), riba, dan sebagainya.  
Kedua, pendapat yang mengharamkannya. Ini adalah pendapat jumhur 
(mayoritas) ulama. Ini adalah pendapat ulama mazhab Hanafi  dan pendapat 
ulama mazhab Syafi’i. Pendapat ini juga merupakan satu versi pendapat 
(riwayat) ulama mazhab Maliki, dan satu versi pendapat (riwayat) dari dua 
pendapat dalam mazhab Hambali. 
Dalil pendapat kedua ini adalah hadis-hadis yang melarang dua syarat 
atau dua akad. Antara lain adalah hadis Hakim bin Hizam RA, dia berkata : 
 ﷲ لﻮﺳر ﻲﻧﺎﮭﻧ- ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ– : ﻊﯿﺒﻟا ﻲﻓ لﺎﺼﺧ ﻊﺑرأ ﻦﻋ  ﻒﻠﺳ ﻦﻋ
،كﺪﻨﻋ ﺲﯿﻟ ﺎﻣ ﻊﯿﺑو ،ﻊﯿﺑ ﻲﻓ ﻦﯿطﺮﺷو ،ﻊﯿﺑو  ﻦﻤﻀﺗ ﻢﻟ ﺎﻣ ﺢﺑرو  
9  Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah, Majmu' al-Fatawa (Kumpulan Fatwa Ibnu 
Taimiyyah), (Pustaka Azzam, tt), 132 
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”Nabi SAW telah melarangku dari empat macam jual beli, yaitu (1) 
menggabungkan salaf (jual beli salam/pesan) dan jual beli, (2) dua syarat 
dalam satu jual beli, (3) menjual apa yang tidak ada di sisimu, (4) mengambil 
laba dari apa yang kamu tak menjamin (kerugiannya)” (HR Thabrani). 
Dalil lainnya adalah hadis  bahwa : 
ﺔﻌﯿﺑ ﻲﻓ ﻦﯿﺘﻌﯿﺑ ﻦﻋ ﻰﮭﻧ 
“Nabi SAW telah melarang adanya dua jual beli dalam satu jual beli.” (HR 
Tirmidzi) 
Juga hadis  Ibnu Mas’ud RA bahwa : 
ةﺪﺣاو ﺔﻘﻔﺻ ﻲﻓ ﻦﯿﺘﻘﻔﺻ ﻦﻋ ﻰﮭﻧ  
“Nabi SAW telah melarang dua kesepakatan (akad) dalam satu kesepakatan 
(akad).” (HR Ahmad, hadis sahih) 
Hadis-hadis di atas telah menunjukkan adanya larangan penggabungan 
(ijtima’)  lebih dari satu akad ke dalam satu akad.  
Dari dua pendapat di atas, pendapat yang kuat (rajih) menurut kami 
adalah pendapat kedua, yaitu pendapat yang mengharamkan multiakad. Alasan 
adalah sebagai berikut : Pertama, telah terdapat dalil-dalil hadis yang dengan 
jelas melarang penggabungan dua akad atau lebih ke dalam satu akad. Di 
antaranya adalah hadis Ibnu Mas’ud RA bahwa : 
 ةﺪﺣاو ﺔﻘﻔﺻ ﻲﻓ ﻦﯿﺘﻘﻔﺻ ﻦﻋ ﻰﮭﻧ 
”Nabi SAW telah melarang dua kesepakatan (akad) dalam satu kesepakatan 
(akad).” (HR Ahmad, hadis sahih) 
Imam Taqiyuddin An Nabhani, menjelaskan bahwa yang dimaksud dua 
kesepakatan dalam satu kesepakatan (shafqataini fi shafqah wahidah) dalam 



































menggabungkan dua akad jual beli menjadi satu akad, atau akad qardh digabung 
dengan akad ijarah.  
Kaidah fiqih al-ashlu fil muamalat al-ibahah juga bertentangan dengan 
nash syara’ sehingga tidak boleh diamalkan. Nash syara’ yang dimaksud adalah 
hadits-hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwa para sahabat selalu bertanya 
lebih dahulu kepada Rasulullah SAW dalam muamalah mereka. Kalau benar 
hukum asal muamalah itu boleh, tentu para shahabat akan langsung beramal dan 
tak perlu bertanya kepada Rasulullah SAW. 
Sebagai contoh, perhatikan hadits yang menunjukkan sahabat bertanya 
kepada Rasulullah SAW dalam masalah muamalah sebagai berikut  : 
Pendapat yang menyatakan bahwa penggabungan akad (multiakad) 
hanya haram jika disertai unsur keharaman, tidak dapat diterima. Sebab dalil-
dalil yang melarang penggabungan akad bersifat mutlak. Artinya, baik disertai 
unsur keharaman maupun tidak, penggabungan akad itu tetap haram. Perhatikan 
misalnya hadis Ibnu Mas’ud RA : 
ة ﺪﺣاو ﺔﻘﻔﺻ ﻲﻓ ﻦﯿﺘﻘﻔﺻ ﻦﻋ ﻰﮭﻧ 
”Nabi SAW telah melarang dua kesepakatan (akad) dalam satu kesepakatan 
(akad).” (HR Ahmad, hadis sahih). 
Nash di atas mengungkapkan lafal shafqataini fi shaqah wahidah (dua 
kesepakatan dalam satu kesepakatan) secara mutlak, yakni tanpa disertai 
batasan atau sifat tertentu, misalnya kesepakatan yang disertai hal-hal yang 
haram. Jadi yang dilarang adalah penggabungan akad, secara mutlak. Tanpa 
melihat lagi apakah penggabungan akad ini disertai keharaman atau tidak. 
 
Rangkuman  
1. Qardh adalah akad pinjaman dari bank (muqridh) kepada pihak tertentu 



































pinjaman. Dalam qardh disyaratakan ada kerelaan kedua belah pihak dan dana 
digunakan untuk sesuatu yang manfaat dan halal. 
2. Aplikasi qardh dalam perbankan ada empat hal: sebagai pinjaman talangan 
haji, sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, sebagai pinjaman 
kepada pengusaha kecil, dan sebagai pinjaman kepada pengurus bank. 
 
Soal Latihan : 
1. Apa yang dimaksud dengan Pembiayaan Qardh? 
2. Jelaskan Syarat dan rukun pembiayaan qardh ! 
3. Mengapa pembiayaan qardh diperlukan ? 
4. Apakah pembiayaan qard selalu diterapkan disetiap bank syariah? 













































Kehadiran lembaga pegadaian di Indonesia bukanlah hal yang asing 
lagi. Bahkan lembaga ini menjadi sangat populer dikalangan masyarakat, ketika 
menjelang lebaran tiba. Sudah merupakan tradisi bagi pemudik untuk 
menggadaikan barang berharga mereka menjelang bulan syawal. Pada bagian 
ini, gadai syariah menjadi fokus perkuliahan. Pembahasan mencakup pengertian 
gadai syariah, permasalahan gadai syariah dalam lembaga keuangan syariah, 
landasan hukum gadai syariah dalam praktik perbankan syariah,  dan ditutup 
dengan Nalar istimbat hukum dari dalil-dalil yang dipaparkan. Paket ini 
merupakan pengantar untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa-mahasiswi 
dalam memahami produk perbankan syariah berupa gadai syariah. 
Cakupan di atas disajikan oleh penampilan sebuah contoh permasalahn 
yang muncul pada produk perbankan syariah berupa gadai syariah baik yang 
artificial (seperti dicontohkan langsung oleh dosen) ataupun yang faktual 
(seperti cuplikan atau gambar-gambar interaktif). Di luar contoh tersebut, akan 
dipertimbangkan selama relevan dan mendukung tema gadai syariah  ini.  
Langkah tersebut diupayakan untuk menggali ide-ide dan potensi kreatif 
mahasiswa-mahasiswi dalam memahami gadai syariah yang lebih efektif. Dari 
sini, peta pengetahuan dan kemampuan memahami materi mereka akan 
diketahui untuk kemudian dilakukan diskusi dan membuat mindmap hasil 
diiskusi kelompok. Penggunaaan multi media dalam perkuliahan juga 
diharapkan untuk mengoptimalisasi pencapaian kompetensi dasar dan indikator 
yang telah ditargetkan. Selain multi media paket ini membutuhkan media 










































Rencana Pelaksanaan Perkuliahan  
Kompetensi Dasar  
Mampu memecahkan masalah hukum Islam dalam praktik GADAI 
SYARIAH. 
 
Indikator   
Pada akhir perkuliahan mahasiswa-mahasiswi diharapkan mampu:   
1. Mahasiswa mampu mendeskripsikan problem hukum Islam dalam praktik 
Gadai Syariah di lembaga keuangan/pegadaian syariah 
2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dalil syara’ dan kaidah ushul yang 
dapat digunakan sebagai landasan instinbath. 
3. Mahasiswa mampu merangkai nalar istinbath dalam memecahkan masalah 
hukum gadai syariah. 
 
Waktu   
2x50 menit  
 
Materi Pokok  
1. Menjelaskan kompetensi dasar 
2. Menjelaskan indikator 
3. Penjelasan langkah kegiatan perkuliahan paket ini 
4. Brainstorming dengan memberikan gambaran tentang gadai syariah. 
 
 
Kegiatan Inti (70 menit) 
1. Mahasiswa dibagai dalam 4 kelompok 
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema: 
Kelompok  1: Pengertian gadai syariah. 
Kelompok  2: Permasalahan gadai syariah dalam lembaga keuangan 
syariah. 
Kelompok  3: Landasan hukum gadai syariah dalam praktik perbankan 
syariah. 
Kelompok  4: Nalar istimbath. 




































4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan 
klarifikasi 
5. Praktik komunikasi verbal dan non verbal 
6. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan 
sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi 
 
Kegiatan Penutup (10 menit) 
1. Menyimpulkan hasil perkuliahan 
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat 
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 
 
Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit) 
1. Memberi tugas latihan 
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya. 
Lembar Kegiatan Mahasiswa  
Membuat mindmap tentang gadai syariah, dalil-dalil gadai syariah, hal-hal 




Mahasiswa dapat memahami dan membuat mindmap gadai syariah, dalil-
dalil gadai syariah dan Permasalahan gadai syariah dalam lembaga keuangan 
syariah serta mampu membuat nalar istimbath hukum dari dalil-dalil yang 
disampaikan. 
Bahan dan alat 
Lembar kegiatan,  lembar penilaian, kartu nilai, kertas plano, boardmarker 
dan solatip.  
 
Langkah-langkah kegiatan  
1. Setiap kelompok memilih koordinator kelompok dan penulis konsep. 
2. Mendiskusikan setiap materi yang telah ditentukan pada setiap 
kelompok. 




































4. Bagi kelompok yang pesrentasi menempelkan hasil diskusi kelompok di 
papa tulis kelas.  
5. Koordinator kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok 
masing-masing. 
6. Presentasi kelompok secara bergantian, setiak kelompok 5 menit. 
7. Setiap kelompok memberikan tanggapan dari presentasi kelompok lain. 
8. Jumlahkan nilai masing-masing kelompok, dan tentukan pemenangnya. 
 
Tabel 5.1: Daftar Nilai Diskusi kelas. 
 
KELOMPOK NILAI JUMLAH 
I      
II      
III      
IV      
 
Keterangan Nilai: 



















































Uraian Materi  
GADAI SYARIAH 
  
Pengertian Gadai syariah 
Menurut bahasa rahn adalah tetap, kekal, dan jaminan.1 Sering juga disebut 
dengan al-halsu yang berarti penahan. Orang sering mengatakan “ni’matun 
rahinah”, artinya karunia yang tetap dan lestari. 2  Definisi ar-Rahn adalah 
menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman 
yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. 
Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat 
mengambil kembali seluruh atau sebagaian piutangnya. Secara sederhana dapat 
dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.3 
Menurut istilah syara’, gadai atau rahn didefinisikan oleh Sayid Sabiq yang 
mengutip pendapat Hanafiyah sebagai berikut : 
 ﻚﻟذ ﺬﺧأ ﻦﻜﻤﯾ ﺚﯿﺤﺑ ,ٍﻦﯾﺪﺑ ًﺔﻘﯿﺛو عﺮﺸﻟا ﺮﻈﻧ ﻲﻓ ًّﺔﯿﻟﺎﻣ ٌﺔﻤﯿﻗ ﺎﮭﻟ ٍﻦﯿﻋ ﻞﻌﺟ ﮫﻧﺄﺑ
ﻠﺗ ﻦﻣ ﮫﻀﻌﺑ ﺬﺧأ وأ ,ﻦّﯾﺪﻟاﻦﯿﻌﻟا ﻚ 
Artinya : Sesungguhnya rahn (gadai) adalah menjadikan benda yang memiliki 
nilai harta dalam pandangan syara’ sebagai jaminan untuk hutang, dengan 
ketentuan dimungkinkan untuk mengambil semua hutang, atau mengambil 
sebagiannya dari benda (jaminan) tersebut.4 
Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama fiqih. Ulama Mazhab 
Maliki mendefinikan rahn sebagai harta yang oleh pemiliknya dijadikan 
jaminan utang yang bersifat mengikat. Ulama mazhab hanafi mendefinisikan 
rahn dengan menjadikan sesuatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) 
yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak atau piutang tersebut, baik 
seluruhnya maupun sebagaiannya. Sedangkan ulama Mazhab Syafi’i dan 
Mazhab Hanbali mendefinisikan rahn dalam arti akad, yaitu menjadikan materi 
1 Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam. Ensiklopedi Hukum Islam - Jilid 5. (Jakarta: PT. 
Ichtiar Baru Van Houve,1997), 1480. 
2  Abdul Manan. Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama. 
(Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), 232. 
3 Muhammad Syafi’i Antonio. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik. (Jakarta : Gema Insani, 
2001), 128 
4 Sayid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, (Beirut: 1981), 187 
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atau barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila 
orang yang berhutang tidak bisa membayar utang itu. 
Secara umum rahn dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab 
apa yang diberikan oleh penggadai (rahn) kepada penerima gadai (murtahin) 
tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan murtahin kepada rahn adalah 
utang, bukan penukar atas barang yang digadaikannya. 
Rahn juga termasuk akad yang ainiyah yaitu dikatakan sempurna sesudah 
menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti hibah, pinjam-meminjam, 
titipan dan qirad. Semua termasuk akad tabarru (derma) yang dikatakan 
sempurna setelah memegang (al qabdu). 
Rahn di tangan al-murtahin (pemberi utang/kreditur) hanya berfungsi 
sebagai jaminan utang dari ar-rahin (orang yang berhutang/debitur). Barang 
jaminan itu dapat dijual atau dihargai apabila dalam waktu yang disetujui oleh 
kedua belah pihak utang tidak dapat dilunasi oleh debitur. Oleh sebab itu, hak 
kreditur terhadap barang jaminan hanya apabila kreditur tidak melunasi 
utangnya.  
 
Syarat-Syarat dan Rukun Gadai syariah 
Dalam rahn (gadai) disyaratkan beberapa syarat berikut : 
1. Persyaratan Aqid 
Kedua orang yang akan akad harus memenuhi kriteria al-ahliyah. 
Menurut ulama Syafi’iyah ahliyah adalah orang yang telah sah untuk 
jual-beli, yakni berakal dan mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan harus 
baligh. Dengan demikian, anak kecil yang sudah muamayyiz, dan orang 
yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan rahn. 
Menurut ulama selain Hanafiyah ahliyah dalam rahn seperti pengertian 
ahliyah dalam jual-beli dan derma. Rahn tidak boleh dilakukan oleh 
orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belim baligh. Begitu 




































dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan mudarat dan meyakini bahwa 
pemegangnya yang dapat dipercaya.5 
2. Syarat Shighat 
Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa shighat dalam rahn tidak boleh 
memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena rahn jual-
beli, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan rahn tetap sah. 
Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, syarat dalam rahn ada yang 
sahih dan yang rusak. Uraiannya adalah sebagai berikut:6 
Ulama Syafi’yah berpendapat bahwa syarat rahn ada tiga : 
a. Syarat sahih, seperti mensyaratkan agar murtahin cepat membayar 
sehingga jaminan tidak disita 
b. Mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, sepeti mensyaratkan 
agar hewan yang dijadikan jaminannya diberi makanan tertentu. 
Syarat seperti it batal, tetapi akadnya sah. 
c. Syarat yang merusak akad, seperti mensyaratkan sesuatu yang akan 
merugikan urtahin. 
Sedangkan Rahn (gadai) atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki 
beberapa rukun,  antara lain :7 
1. Akad ijab dan kabul, seperti seseorang berkata “aku gadaikan mejaku ini 
dengan dengan harga Rp 10.000,-“ dan yang satu lagi menjawab “aku 
terima gadai mejam seharga Rp 10.000,- atau bisa pula dilakukan selain 
dengan kata-kat, seperti dengan surat, isyarat, atau yang lainnya. 
2. Aqid, yaitu yang menggadaikan (rahin) dan yang menerima gadai 
(murtahin). Adapun syarat bagi yang berakad adalah ahli tasharuf, yaitu 
5  Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung : Pustaka Setia, 2001),162 
6  Ibid.163 
7  Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, cet 5, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 107-108 
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mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-
persoalan yang berkaitan dengan gadai. 
3. Barang yang dijadikan jaminan (borg), syarat pada benda yang dijadikan 
jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sbelum janji utang harus 
dibayar. 
4. Ada utang, disyaratkan keadaan utang telah tetap. 
 
Permasalahan gadai syariah dalam lembaga keuangan syariah 
 
Akad secara terminologi berarti “Pertalian atau perikatan antara ijab & 
qabul sesuai dengan kehendak syariah yang menetapkan adanya akibat hukum 
pada objek perikatan.” Semua akad dalam Syariah memiliki rukun dan 
syaratnya masing-masing. Rukun dan syarat akad tersebut wajib dinyatakan 
secara jelas dalam dokumen akad yang akan ditandatangani oleh para pihak. 
Sedangkan dalam pegadaian syariah terdapat beberapa permasalahan dalam 
akadnya, diantaranya adalah :   
1. Penggabungan Akad Qardh dan Akad Rahn.      
Terdapat beberapa Bank Syariah yang telah menggabungkan Akad Rahn 
dan Akad Qardh (nama, dokumen) dalam Gadai Emas iB, misalnya dengan 
menggunakan nama Akad Pinjaman Dengan Gadai (Rahn) dan/atau Akad 
Qardh Dalam Rangka Rahn. 
2. Akad Sewa Tempat (Ijarah)    
Terdapat beberapa Bank Syariah yang menggunakan nama Akad Sewa 
Tempat (Ijarah) sebagai dasar hukum untuk memungut biaya penitipan dan 
pemeliharaan dari Gadai Emas iB. Lebih lanjut, dalam dokumen Akad 
Sewa Tempat (Ijarah) hanya terdapat klausul jasa penitipan barang emas 










































Landasan hukum gadai syariah dalam Praktik Perbankan Syariah 
Rahn disyariatkan berdasarkan Al-Qur’an, Al-Hadist, dan Kaidah Fiqh : 
1. Al-Qur’an  
Sebagai referensi atau landasan hukum pinjam-meminjam dengan jaminan 
adalah firman Allah SWT berikut : QS. Al-Baqarah ayat 283 
 ٌﺔَﺿ ُﻮﺒْﻘ ﱠﻣ ٌنﺎَھِﺮَﻓ ًﺎﺒِﺗﺎَْﻛاو ُﺪَِﺠﺗ ْﻢَﻟَو ٍَﺮﻔَﺳ ﻰَﻠَﻋ ُْﻢﺘْﻨُﻛ ْنِاَو
  ﻰﻠﺻ
 ِْنَﺈﻓ ْﻢُﻜُﻀْﻌَﺑ َﻦَِﻣأ َِﺈﻓ
...,َُﮫﺘﻨََﻣأ َﻦُِﻤﺗُْؤا ىِﺬﱠﻟا ِّدَُﺆﯿَْﻠﻓ ﺎًﻀْﻌَﺑ ْﻢُﻜُﻀَْﻌﺑ َﻦَِﻣأ 
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bemuamalah tidak secara tunai) sedang 
kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)...”  
 Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan “barang tanggungan yang 
dipegang (oleh yang berpiutang)”. Dalam dunia finansial, barang 




 ِﮫَْﯿﻠَﻋ ﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ﱠﻲِﺒﱠﻨﻟا ﱠَنأ ﺎَﮭْﻨَﻋ ﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ﱠﻲِﺒﱠﻨﻟا ﱠَنأ ﺎَﮭْﻨَﻋ ﷲ ﻲِﺿَر َﺔَﺸَِﺋﺎﻋ ْﻦَﻋ
ﺎًﻣ َﺎﻌَط ىََﺮﺘْﺷا َﻢﱠﻠَﺳَو 
 ٍﺪْﯾِﺪَﺣ ْﻦِﻣﺎًﻋْرِد َُﮫﻨَھَرَو ٍﻞَﺟأ َﻰِﻟإ ٍّيِدﻮَُﮭﯾ ْﻦِﻣ 
“Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang 
Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi.” (HR. Bukhari)9 
 
8  Syafi’i Antonio. Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik Cet.1, (Jakarta : Gema Insani, 
2001), 129 
9  Ibid. 
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 ُﻦْھ ﱠﺮﻟا َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِﷲ ُلْﻮُﺳَر َلَﺎﻗ َلَﺎﻗ ُﮫْﻨَﻋ ُﷲ ﻲِﺿَر َةَﺮْﯾَﺮُھ ْﻲَِﺑأ ْﻦَﻋ
 َﻨِﺑ ُبَﺮُْﺸﯾ ِّرﱠﺪﻟا َُﻦَﺒﻟَو ًﺎﻧﻮُھْﺮَﻣ َنﺎَﻛ َاذِإ ِﮫِﺘََﻘَﻔﻨِﺑ ُﺐَﻛُْﺮﯾ ﻰَﻠَﻋَو ًﺎﻧﻮُھْﺮَﻣ َنﺎَﻛ َاذِإ ِﮫِﺘََﻘﻔ
 َُﺔَﻘﻔﱠﻨﻟا ُبَﺮَْﺸﯾَو ُﺐَﻛَْﺮﯾ ي ِّﺬﻟا 
Abi Hurairah ra.a. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda “Apabila ada 
ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima 
gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaganya). Apabila ternak 
itu digadaikan, air susunya yang deras boleh diminum (oleh yang 
menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaganya). 
Kepada orang yang naik dan minum, ia harus mengeluarkan biaya 
(perawatannya).” (HR. Jamaah kecuali Muslim dan Nasa’i, Bukhari)10 
 
3. Kaidah Fiqh  
ﻞﺻﻷا ﻲﻓ تﻼﻣﺎﻌﻤﻟا ﺔﺑﺎﺟﻹا ﻻإ نأ لﺪﯾ ﻞﯿﻟد ﻰﻠﻋ ﺎﮭﻤﯾﺮﺤﺗ 
"Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada 
dalil yang mengharamkannya."11 
 .نﻻﻮﻗ ,ﺔﯾرﺎﻌﻟا ﺐﻧﺎﺟ وا نﺎﻤﻀﻟا ﺐﻧﺎﺟ ﺎﮭﯿﻓ ﺐﻠﻐﻤﻟا ﻞھ ﻦھﺮﻠﻟ رﺎﻌﺘﺴﻤﻟا ﻦﯿﻌﻟا 
“  Barang yang dipinjam untuk gadai, apakah yang lebih umum pada 
barang itu berlaku segi dolman (jaminan) ataukah segi pinjaman” 
Ada dua pendapat : 
Sesudah barang pinjaman untuk jaminan gadai dipegang oleh 
pemberi gadai, apakah orang yang mempunyai barang meminta kembali 
barang tersebut ? 
Kalau barang tersebut dianggap sebagai barang pinjaman maka 
boleh atau dapat diminta kembali, tetapi kalau sebagai barang jaminan 
maka tidak dapat diminta kembali, inilah pendapat yang lebih sah.12  
10 Ibid, 
11 Fatwa MUI,No:26 /DSN-MUI/III/2002, Tentang Gadai   
10 
 




































  Menurut Penulis, penggabungan akad telah mengakibatkan ketidak 
jelasan terhadap seluruh rukun akad. Nama akad tersebut dapat berarti bahwa 
Bank Syariah dan Nasabah terikat dalam transaksi hutang piutang 
(pinjaman  uang) beserta seluruh rukun dan syaratnya, atau bisa juga berarti 
keduanya terikat dalam transaksi rahn beserta seluruh rukun dan 
syaratnya.  Selain itu, jika ditinjau dari konteks penerapan multi akad, nama 
akad yang digunakan oleh Bank Syariah tersebut telah menggabungkan Akad 
Qardh dan Akad Rahn yang semestinya tetap dilaksanakan secara terpisah dan 
berdiri sendiri, mengingat kedua akad tersebut memiliki akibat hukum yang 
berbeda.  
Dalam konsep multi akad dinyatakan bahwa satu akibat hukum yang 
muncul dari beberapa akad baik secara gabungan maupun timbal balik tidak 
dimaksudkan untuk melebur akad-akad yang ada menjadi satu akad baru yang 
berdiri sendiri. Misalnya, al-’uqud al-Mutaqabilah yaitu multi akad dalam 
bentuk akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad 
bergantung pada akad lainnya melalui hubungan timbal balik. Sebagai contoh, 
Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (selanjutnya disebut ”IMBT”). Akibat hukum dari 
IMBT adalah terjadinya perpindahan objek sewa kepada musta’jir di akhir 
periode akad melalui opsi akad hibah dan/atau opsi akad ba’i (dalam hal ini 
akad hibah). IMBT dibangun dengan menggunakan 2 akad dasar yaitu akad 
ijarah dan akad hibah. Kesempurnaan IMBT bergantung pada kedua akad 
tersebut yang saling melengkapi. Tanpa akad hibah, IMBT berubah menjadi 
akad ijarah murni. Sedangkan, tanpa akad ijarah, IMBT yang bersifat komersial 
berubah menjadi akad hibah (pemberian harta) yang bersifat tabarru’. 
      Berdasarkan analisa di atas, maka penggabungan Akad Rahn dan Akad 
Qardh dengan menggunakan nama Akad Pinjaman Dengan Gadai (Rahn) dan 
atau Akad Qardh Dalam Rangka Rahn dalam produk Gadai Emas adalah keliru 
dan tidak sesuai dengan Syariah yang mengharuskan adanya kejelasan dalam 
maksud akad. 
12  Abdul Mujib, Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh “Al-Qowaid’idul Fiqhiyyah”, (Jakarta : 
Kalam Mulia, 1999), 107 
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       Seharusnya Bank Syariah tidak melakukan penggabungan Akad Rahn 
dan Akad Qardh, namun dapat diambil 2 opsi yaitu ; i) memisahkan akad qard 
dan akad rahn menjadi bagi yang berdiri sendiri sebagaimana yang dilakukan 
Bank Syariah Kombinasi Kedua pada paragraf Akad Gadai Emas iB di atas, ii) 
membuat nama akad lain pada perjanjian Gadai Emas iB yang di dalamnya 
mencakup klausul akad rahn, akad qardh dan akad ijarah sebagaimana yang 
dilakukan Bank Syariah Kombinasi Ketiga pada paragraf Akad Gadai Emas iB 
di atas. iii) cukup dengan menggunakan nama Akad rahn.                               
      Khusus untuk opsi ketiga, yaitu cukup akad rahn saja. Penggunaan 
akad rahn telah mengakomodir qardh (baca : hutang/piutang) yang terdapat 
dalam salah satu rukun Rahn yaitu marhun bih. Menurut Hanafiyah, marhun bih 
merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada pemberi utang, meliputi 
hutang uang dan/atau hutang barang. Selain itu, disepakatinya Akad Rahn akan 
memunculkan hak yang akan diterima pengadai (rahin) baik itu hak dalam 
bentuk pemberian hutang uang (qardh) maupun hutang barang. Akad rahn bisa 
terjadi dalam 3 kondisi, yaitu i) Rahn bisa terjadi bersamaan dengan terjadinya 
hutang. Misalnya, pada saat seseorang menjual barang dengan harga (tempo) 
kemudian barang rahn diserahkan. Hal ini dibolehkan oleh semua mazhab, ii) 
Rahn bisa terjadi setelah utang. Ini dibolehkan karena utangnya sudah jelas dan 
tetap dan iii) Rahn bisa terjadi sebelum utang. Dalam konteks Gadai Emas iB, 
maka kondisi terjadinya rahn dalam produk ini yang sangat tepat adalah pada 
kondisi ketiga, yaitu Rahn bisa terjadi sebelum utang. Tidak akan mungkin 
nasabah menggadaikan emas miliknya jika tidak memiliki maksud tertentu, 
dalam hal ini adalah maksud untuk mendapatkan pembiayaan dari Bank 
Syariah. 
Dalam permasalahan yang kedua Bank Syariah telah melakukan kesalahan 
dengan menggunakan nama Akad Sewa Tempat (Ijarah) dan pencantuman 
klausul sewa tempat (pentipan) emas. Nama Akad Sewa Tempat (Ijarah) tidak 
bisa memberikan alasan kuat bagi Bank (murtahin) untuk meminta ongkos / 
nafqah kepada Nasabah (rahin) Gadai Emas. Dalam kaitannya dengan produk 
perbankan, nama tersebut juga tidak dapat menjelaskan diferensiasi antara 
Produk Gadai Emas syariah dengan Produk Save Deposit Box (SDB) syariah 
yang sama-sama menyediakan tempat penyimpanan barang. Penyediaan tempat 
penyimpanan atas marhun, secara inheren sudah merupakan kewajiban Bank 




































penyimpanan) marhun sebagaimana ia menyimpan hartanya sendiri. Nama 
tersebut juga secara langsung telah menghilangkan salah satu kewajiban utama 
Bank Syariah terhadap marhun yaitu tugas pemeliharaan marhun, mengingat 
marhun layaknya amanah yang harus dijaga, seperti halnya wadiah. 
      Bank Syariah perlu melakukan perubahan terhadap callname akad dan 
klausul akad yang akan digunakan untuk melakukan pungutan biaya penitipan 
dan pemeliharaan pada Gadai Emas. Bank Syariah dapat menggunakan 
callname Akad Ijarah saja. Dalam Akad Ijarah tersebut wajib dibuat klausul jasa 
yang diberikan Bank Syariah kepada nasabah gadai termasuk namun tidak 
terbatas pada: i) Jasa Penitipan dan/atau Penyimpanan yang diwujudkan dengan 
upaya Bank Syariah menyediakan media atau tempat yang baik untuk 
menyimpan marhun emas, ii) Jasa Pemeliharaan diwujudkan dengan upaya 
Bank Syariah dalam melakukan penatausahaan (peng-administrasian) marhun 
emas, pengamanan dan tanggungjawab penggantian marhun emas dari 
kerusakan dan atau kehilangan, pemeriksaan harian atas kondisi fisik marhun 
emas serta jasa pemeliharaan lainnya, dan iii) Jasa Administrasi diwujudkan 
melalui penatausahaan proses Gadai Emas dari awal hingga akhir yang meliputi 
: proses permohonan, proses analisa, proses pencairan pembiayaan, proses 
penyelesaian pembiayaan. 
Sebelumnya, Akad Sewa Tempat (Ijarah) & Jasa yang dilakukan : Jasa 
Sewa Tempat Penyimpanan Marhun  
Dirubah menjadi, Akad Ijarah & Jasa yang dilakukan : Jasa Penyimpanan 
Marhun, Jasa Pemeliharaan Marhun serta Jasa Administrasi Gadai Emas. 
Pencantuman jasa-jasa tersebut dalam Akad Ijarah (Gadai Emas) 
merupakan bukti nyata dari jasa yang diberikan bank sebagai murtahin kepada 
nasabah sebagai rahin sehingga atas jasa-jasa dimaksud bank berhak secara 
hukum memungut biaya penitipan dan pemeliharaan. Merujuk pada Ketentuan 
Umum angka 3 Fatwa DSN MUI nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, 
dinyatakan bahwa biaya dan pemeliharaan penyimpanan marhun oleh murtahin 
tetap menjadi kewajiban rahin. Dalam fatwa berbeda, yaitu Fatwa DSN MUI 
nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas angka 2 dinyatakan bahwa 








































1. ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai 
jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara umum rahn dikategorikan 
sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan oleh penggadai 
(rahn) kepada penerima gadai (murtahin) tidak ditukar dengan sesuatu. 
Yang diberikan murtahin kepada rahn adalah utang, bukan penukar atas 
barang yang digadaikannya 
2. Rahn di tangan al-murtahin (pemberi utang/kreditur) hanya berfungsi 
sebagai jaminan utang dari ar-rahin (orang yang berhutang/debitur). Barang 
jaminan itu dapat dijual atau dihargai apabila dalam waktu yang disetujui 
oleh kedua belah pihak utang tidak dapat dilunasi oleh debitur. Oleh sebab 
itu, hak kreditur terhadap barang jaminan hanya apabila kreditur tidak 
melunasi utangnya.  
Soal latihan: 
1. Jelaskan syarat dan rukun gadai syariah ! 
2. Bagaimana keputusan bank jika nasabah tidak bisa membayar 
pinjamannya? 
3. Bagaimana hukum lelang dalam perspektif syariah? 
4. Jika barang yang dijadikan jaminan tersebut mengalami kerusakan, 
apakah pihak bank berkewajiban menggantinya? 











































Usaha asuransi merupakan suatu mekanisme yang memberikan 
perlindungan pada tertanggung apabila terjadi resiko dimasa mendatang.  
Apabila risiko tersebut benar-benar terjadi, pihak tertanggung akan 
mendapatkan ganti rugi sebesar nilai yang diperjanjikan antara penanggung dan 
tertanggung. Pada bagian ini, asuransi syariah menjadi fokus perkuliahan. 
Pembahasan mencakup pengertian asuransi syariah, permasalahan asuransi 
syariah dalam lembaga keuangan syariah, Landasan hukum asuransi syariah  
dalam praktik perbankan syariah,  dan ditutup dengan Nalar istimbat hukum 
darai dalil-dalil yang dipaparkan.  Paket ini merupakan pengantar untuk 
meningkatkan kemampuan mahasiswa-mahasiswi dalam memahami produk 
perbankan syariah berupa asuransi syariah.  
Cakupan di atas disajikan oleh penampilan sebuah contoh permasalahn 
yang muncul pada produk perbankan syariah berupa asuransi syariah baik yang 
artificial (seperti dicontohkan langsung oleh dosen) ataupun yang faktual 
(seperti cuplikan atau gambar-gambar interaktif). Di luar contoh tersebut, akan 
dipertimbangkan selama relevan dan mendukung tema asuransi syariah ini.  
Langkah tersebut diupayakan untuk menggali ide-ide dan potensi kreatif 
mahasiswa-mahasiswi dalam memahami asuransi syariah yang lebih efektif. 
Dari sini, peta pengetahuan dan kemampuan memahami materi mereka akan 
diketahui untuk kemudian dilakukan diskusi dan membuat mindmap hasil 
diiskusi kelompok. Penggunaaan multi media dalam perkuliahan juga 
diharapkan untuk mengoptimalisasi pencapaian kompetensi dasar dan indikator 
yang telah ditargetkan. Selain multi media paket ini membutuhkan media 








































Rencana Pelaksanaan Perkuliahan  
Kompetensi Dasar  
Mampu memecahkan masalah hukum Islam dalam praktik ASURANSI. 
 
Indikator   
Pada akhir perkuliahan mahasiswa-mahasiswi diharapkan mampu:   
1. Mahasiswa mampu mendeskripsikan problem hukum Islam dalam praktik 
Asuransi di lembaga asuransi syariah 
2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dalil syara’ dan kaidah ushul yang 
dapat digunakan sebagai landasan instinbath. 
3. Mahasiswa mampu merangkai nalar istinbath dalam memecahkan masalah 
hukum asuransi. 
  
Waktu   
3x50 menit  
 
Materi Pokok  
Asuransi Syariah 
1. Pengertian asuransi syariah. 
2. Permasalahan asuransi syariah dalam lembaga keuangan syariah.  
3. Landasan hukum asuransi syariah dalam praktik perbankan syariah. 
4. Nalar istimbath. 
 
Langkah-langkah Perkuliahan  
Kegiatan Awal (15 menit) 
1. Menjelaskan kompetensi dasar 
2. Menjelaskan indikator 
3. Penjelasan langkah kegiatan perkuliahan paket ini 
4. Brainstorming dengan memberikan gambaran tentang asuransi syariah. 
 
Kegiatan Inti (70 menit) 
1. Mahasiswa dibagai dalam 4 kelompok 
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema: 



































Kelompok  2: Permasalahan asuransi syariah dalam lembaga keuangan 
syariah. 
Kelompok  3: Landasan hukum asuransi syariah dalam praktik 
perbankan syariah. 
Kelompok  4: Nalar istimbath. 
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok 
4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan 
klarifikasi 
5. Praktik komunikasi verbal dan non verbal 
6. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan 
sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi 
 
Kegiatan Penutup (10 menit) 
1. Menyimpulkan hasil perkuliahan 
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat 
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 
 
Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit) 
1. Memberi tugas latihan 
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya. 
Lembar Kegiatan Mahasiswa  
Membuat mindmap tentang asuransi syariah, dalil-dalil tabungan 
mudharabah, hal-hal yang dilarang dalam asuransi syariah dan nalar istimbath 
hukum dari dalil-dalil yang disampaikan. 
 
Tujuan 
Mahasiswa dapat memahami dan membuat mindmap asuransi syariah, 
dalil-dalil asuransi syariahdan mengidentifikasi hal-hal yang dilarang dalam 
asuransi syariahserta mampu membuat nalar istimbath hukum dari dalil-dalil 
yang disampaikan. 
Bahan dan alat 
Lembar kegiatan,  lembar penilaian, kartu nilai, kertas plano, boardmarker 




































Langkah-langkah kegiatan  
1. Setiap kelompok memilih koordinator kelompok dan penulis konsep. 
2. Mendiskusikan setiap materi yang telah ditentukan pada setiap 
kelompok. 
3. Hasil diskusi setiap kelompok ditulis dalam bentuk mindmaping.  
4. Bagi kelompok yang pesrentasi menempelkan hasil diskusi kelompok di 
papa tulis kelas.  
5. Koordinator kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok 
masing-masing. 
6. Presentasi kelompok secara bergantian, setiak kelompok 5 menit. 
7. Setiap kelompok memberikan tanggapan dari presentasi kelompok lain. 
8. Jumlahkan nilai masing-masing kelompok, dan tentukan pemenangnya. 
 
Tabel 5.1: Daftar Nilai Diskusi kelas. 
KELOMPOK NILAI JUMLAH 
I      
II      
III      
IV      
 
Keterangan Nilai: 














































Uraian Materi  
ASURANSI SYARIAH 
  
Pengertian Asuransi Syariah 
Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris insurance1, yang dalam bahasa 
Indonesia telah menjadi bahasa popular dan diadopsi dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia dengan padanan kata “pertanggungan”. 2  Radiks Purba 
mendefinisikan asuransi sebagai “ suatu persetujuan, dimana penanggung 
mengikatkan diri kepada tertanggung dengan mendapat premi untuk mengganti 
kerugian karena kehilangan, kerugian atau tidak diperolehnya keuntungan yang 
diharapkan yang dapat diderita karena peristiwa yang tidak diinginkan lebih 
dahulu ”.3 
Islam memandang “ pertanggungan ” sebagai suatu fenomena sosial yang 
dibentuk atas dasar saling tolong menolong dan rasa kemanusian. Hal ini sesuai 
dengan pilihan kata yang dipakai oleh Mohd. Ma’sum Billah untuk mengartikan 
“ penanggungan ” dengan kata *C’AD, yang mempunyai arti “ shared 
responsibility, shared guarantee, responsibility, assurance or surety ” (saling 
bertanggung jawab, saling menjamin, saling menanggung).4  
Berdasarkan Dewan Syariah Nasional [DNS] dan Majelis Ulama Indonesia 
[MUI], Asuransi Syariah adalah sebuah lembaga usaha yang saling melindungi 
dan tolong menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk 
aset dan/atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi 
risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. 
1 John M. Echol dan Hasan Syadilly, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta : Gramedia, 1990), 326. 
2 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), 63 
3  Radiks Purba, Memahami Asuransi di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1992). 
40 
4  Mohd. Ma’sum Billah, Principles and Practices of Takafful and Insurance Compared, (Kuala 
Lumpur : IIUM Pres, 2001), 17 
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Dalam hal ini peserta mendonasikan sebagian atau seluruh 
kontribusi/premi yang mereka bayar untuk digunakan membayar klaim atas 
musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Jadi, jika dalam asuransi 
konvensional terjadi transfer of risk [memindahkan risiko] dari peserta ke 
perusahaan, dalam asuransi syariah mekanisme pertanggungannya adalah 
sharing of risk atau saling menanggung risiko; di mana perusahaan hanya 
sebagai pemegang amanah dalam mengelola dan menginvestasikan dana dari 
kontribusi peserta, bukan sebagai penanggung. 
Sedangkan dalam praktik asuransi syariah setidaknya terdapat sekurang-
kurangnya 3 akad yang dipakai, yaitu : 
Pertama, asuransi didasarkan pada akad tabarru’, yaitu akad yang 
didasarkan atas pemberian dan pertolongan dari satu pihak kepada pihak yang 
lain. 5  Secara spesifik akad yang digunakan adalah akad hibah yang mana 
diantara sesama pemegang polis (peserta asuransi) peserta memberikan hibah 
yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. 
Kedua, akad mudharabah / musyaarakah, dimana peserta bertindak sebagi 
shohibul mal sedang perusahaan bertindak sebagai mudharib. Akadnya berupa 
mudharabah bila perusahaan asuransi tidak sharing modal, jika perusahaan 
asuransi  ikut sharing modal berarti akadnya musyaraakah. 
Ketiga, akad ijarah (wakalah bil ujrah), yaitu akad wakalah dari peserta 
kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan memperoleh 
imbalan (ujrah/fee). Akad wakalah bil ujrah terdapat pada asurasi yang 
mengandung unsur tabungan (saving) maupun unsur tabarru’ atau tidak 
mengandung unsur tabunga (non saving).6 
 
5 Mustafa Ahmad Az-Zarqa, Al-Madkhal Al-Diqh Al-‘am, Juz I, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1968), 
312-313 
6 Andri Soemitro, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (tt), 265-266  
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Permasalahan asuransi dalam lembaga keuangan syariah. 
Asuransi syariah sebagaimana dijabarkan faktanyaa diatas, terdapat 
kajanggalan-kejanggalaan yang perlu dicermati, diantaranya adalah : 
1. Terjadi penggabungaan dua akad menjadi satu akad (multi akad). Padahal 
multi akad telah dilaraang dalam syariah. Diriwayatka oleh Ibnu Mas’ud 
ra. bahwa Nabi SAW. telah melarang dua kesepakatan dalam satu 
kesepakatan. (HR. Ahmad). Yang dimaksud “dua kesepakatan dalam satu 
kesepakatan (shafqataini fi shafqah wahidah)” adalah adanya dua akad 
dalam satu akad (wujudu ‘aqdaini fi aqdin wahidin).7 Fakta menunjukkan 
bahwa pada asuransi syariah tanpa saving, terjadi penggabungan akad 
hibah dengan akad ijarah. Sementara pada asuransi syariah dengan saving, 
terjadi penggabungan akad hibah, akad ijarah, dan akad mudharabah.  
2. Tidak sesuai dengan akad dhaman (jaminan / pertanggungan) dalam Islam. 
Terdapat ketidak sesuaian sebagai berikut : Dari segi karakter akad. 
Karakter akad dhaman adalah akad tabarru’ (bertujuan kebajikan / tolong 
menolong), bukan akad tijarah (bertujuan komersial). Sedangkan asuransi 
Syariah hakikatnya bukan akad tabarru’, tapi akad tijarah, karena peserta 
mengharap mendapat klaim (dana pertanggungan) dan keuntungan dalam 
mudharabah. 
3. Akad hibah (tabarru’) dalam Asuransi Syariah tidak sesuai dengan 
pengertian hibah itu sendiri. Sebab hibah dalam pengertian syar’i adalah 
pemberian kepemilikan tanpa kompensasi / pengganti (tamliik bilaa 
‘iwadh).8 Sementara dalam Asuransi Syariah, peserta asuransi memberikan 
dana hibah, tapi mengharap mendapat kompensasi (‘iwadh / ta’widh), 
bukannya tidak mengharap. Jadi sebenarnya tidaklah tepat Asuransi 
7 Taqiyuddin Nabhani, Al Syakhshiyah Al Islamiyah, Juz II hlm. 308. 
8 Imam Syaukani, Nailul Authar, (Beirut : Dar Ibn Hazm, 2000), 1169 
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Syariah dikatakan sebagai akad hibah, tapi harus jujur disebut sebagai akad 
investasi yang mengharapkan keuntungan. 
 
Landasan hukum Asuransi dalam praktik perbankan syariah. 
Dianatara dalil-dalil yang mempunyai muatan nilai-nilai yang ada dalam praktik 
asuransi syariah adalah sebagai berikut : 
 
1. Al-Quran 
Salah satu ayat Al-Quran yang menjadi landasan asuransi syariah adalah surat 
Al-Maidah ayat 2 : 
                                  
     
“ dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. 
 
QS. Luqman ayat 34. 
                                  
                      
“ Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari 
Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada 
dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa 
yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui 
di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 
Mengenal”.9 
9 AM. Hasan Ali, Asuransi Dalam Perspektif hukum Islam, (Jakarta : Prenada Media, 2004), 105-110 
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2.  Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW. 
 مﻮﯾ بﺮﻛ ﮫﻨﻋ ﷲ ﺲﻔﻧ ﺎﯿﻧﺪﻟا بﺮﻛ ﻦﻣﺆﻣ ﻦﻋ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ : لﺎﻗ .م.ص ﻰﺒﻨﻟا ﻦﻋ ﷲ ﻰﺿر ةﺮﯾﺮھ ﻲﺑا ﻦﻋ
) ةﺮﺧﻻاو ﺎﯿﻧﺪﻟا ﻰﻓ ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﺮﺴﯾ ﺮﺴﻌﻣ ﻰﻠﻋ ﺮﺴﯾ ﻦﻣو ﺔﻣﺎﯿﻘﻟاﻢﻠﺴﻤﻟا هاور( 
“ Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. Nabi Muhammad bersabda : 
Barangsiapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seseorang mukmin, 
maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barang 
siapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah SWT akan 
mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat. (HR. Muslim).10 
 
3. Kaidah Ushul fiqh : 
ﺎﮭﻤﯾﺮﺤﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﯿﻟد لﺪﯾ نأ ﻻإ ﺔﺑﺎﺟﻹا تﻼﻣﺎﻌﻤﻟا ﻲﻓ ﻞﺻﻷا 
“Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil 
yang mengharamkannya.” 
 ْﺪِﺳَﺎﻔَﻤْﻟا ُأَْرد  ُﻣ َﻘ ﱠﺪ ٌم  َﻋ َﻠ َﺟ ﻰ ْﻠ ِﺐ  ْﻟا َﻤ َﺼ ِﻟﺎ ْﺢ 
“ Mencegah kerusakan lebih diutamakan dari mencari kebaikan “ 
رﺮﻀﻟا نﺎﻜﻣﻹا رﺪﻘﺑ ﻊﻓﺪﯾ 




Dalam permasalahan diatas dapat diistinbathi, yakni pada permasalahan 
pertama :  
Terjadi penggabungaan dua akad menjadi satu akad (multi akad). Padahal 
multi akad telah dilaraang dalam syariah. Diriwayatka oleh Ibnu Mas’ud ra. 
bahwa Nabi SAW. telah melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan. 
(HR. Ahmad). Yang dimaksud “dua kesepakatan dalam satu kesepakatan 
(shafqataini fi shafqah wahidah)” adalah adanya dua akad dalam satu akad 
10 Sahih Muslim, Kitab Al-Birr, (tt) hadits no. 59 
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(wujudu ‘aqdaini fi aqdin wahidin).11 Fakta menunjukkan bahwa pada asuransi 
syariah tanpa saving, terjadi penggabungan akad hibah dengan akad ijarah. 
Sementara pada asuransi syariah dengan saving, terjadi penggabungan akad 
hibah, akad ijarah, dan akad mudharabah. 
Ketika memandang sekilas dari permasalahan diatas sangatlah jelas bahwa 
terdapat perbedaan mendasar dalam kedua akad tersebut, akad pertama pihak 
yang menjadi nasabah asuransi menghibahkan hartanya didasari dengan 
semangat tolong-menolong (ta’awun) antara anggota (nasabah). Yang kedua 
adanya akad ijarah yang dibebankan pada nasabah ketika menitipkan hartanyaa 
pada peruahaan asuransi, akad ijarah sangatlah jelas merupakan bagian dari 
akad tijarah yang tujuan utamanya mendapatkan keuntungan komersial (for 
profit orientid). Sehingga ketika kedua akad tersebut digabungkan maka sangat 
bertolak belakang.  
Harus difahami, bahwa larangan multi akad hanya terbatas dalam dua 
kasus saja sesuai dengan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW yang terkait 
dengan itu. Multi akad tidak boleh diperluas kepada masalah lain yang tidak 
relevan dan tidak pas konteksnya.  
Memang ada tiga buah hadits Nabi Saw yang menunjukkan larangan 
penggunaan multi akad. Ketiga hadits itu berisi tiga larangan,  pertama 
larangan  bay’ dan salaf, larangan bai’ataini fi bai’atin, dan larangan 
shafqataini fi shafqatin. Ketiga hadits itulah yang selalu dijadikan rujukan 
tentang larangan multi akad. Namun harus dicatat, larangan itu hanya berlaku 
kepada dua kasus, karena maksud hadits kedua dan ketiga sama, walaupun 
redaksinya berbeda.  
Aliudin Za’tary dalam buku Fiqh Muamalah Al-Maliyah  al-Muqaran 
mengatakan “ Tidak ada larangan dalam syariah tentang  penggabungan dua 
akad dalam satu transaksi, baik akad  pertukaran (bisnis) maupun akad tabarru’. 
11 Taqiyuddin Nabhani, Al Syakhshiyah Al Islamiyah, Juz II hlm. 308. 
10 
 

































Hal ini berdasarkan keumuman dalil yang memerintahkan untuk memenuhi 
(wafa) syarat-syarat dan akad-akad” 
Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama 
Syafi’iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multi akad adalah sah dan 
diperbolehkan menurut syariat Islam. Ulama  yang membolehkan beralasan 
bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan 
dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau 
membatalkannya. (Al-‘Imrâni, Al-’uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah, hal. 69). 
Kecuali menggabungkan dua akad yang menimbulkan riba atau menyerupai 
riba, seperti menggabungkan qardh dengan akad yang lain, karena adanya 
larangan hadits menggabungkan jual beli dan  qardh. Demikian pula 
menggabungkan jual beli cicilan dan jual beli cash dalam satu transaksi 
Pendapat ini didasarkan pada beberapa nash yang menunjukkan kebolehan 
multi akad dan akad secara umum. Pertama firman Allah dalam surat al-Mâidah 
ayat 1 yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman penuhilah olehmu 
akad-akad”. (QS. Al-Mâidah : 1) 
                                   
                
“ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu 
binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu.(yang demikian itu) 
dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-
Nya”. 
Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan 
Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Didalam ayat 



































Permasalah yang kedua yaitu tidak sesuai dengan akad dhaman (jaminan / 
pertanggungan) dalam Islam. Terdapat ketidak sesuaian sebagai berikut : Dari 
segi karakter akad. Karakter akad dhaman adalah akad tabarru’ (bertujuan 
kebajikan / tolong menolong), bukan akad tijarah (bertujuan komersial). 
Sedangkan asuransi Syariah hakikatnya bukan akad tabarru’, tapi akad tijarah, 
karena peserta mengharap mendapat klaim (dana pertanggungan) dan 
keuntungan dalam mudharabah. 
Perlu difahami dan dijadikan pijakan utamaa bahwa salah satu dari prinsip 
asuransi syariah adalah ta’awun (tolong menolong), sehingga seseorang yang 
masuk asuransi sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu 
dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan 
mesubah atau kerugian.12 
Pada tataran teknis, para ulama menggunakan pendekatan akad-akad dalam 
Islam yang sesuai dengan karakter asuransi syariah. Lahirlah kemudian 
beberapa akad seperti tabarru\', mudharabah, dan wakalah, sebagai pijakan 
terbangunnya asuransi syariah. Akad tabarru\' digunakan untuk menunjukkan 
hubungan antara sesama peserta, sementara akad mudharabah dan wakalah 
dipakai untuk memperlihatkan hubungan antara peserta dan operator asuransi 
syariah. Sebagai wakil, operator mendapatkan kompensasi berupa fee, 
sementara sebagai mudharib, operator berhak atas bagi hasi sesuai dengan rasio 
keuntungan yang disepakati. 
Selain alasan diatas juga karena Allah SWT menciptakan harta untuk 
diputar dan berpindah-pindah tangan serta dikembangkan. Harta digunakan 
untuk memutar roda ekonomi dan mengembangkan sumber daya manusia untuk 
merealisasikan pembangunan masyarakat insani yang mulia. Penimbunan harta 
mengakibatkan penganguran manfaat harta dan menahannya pada sebagian 
manusia saja. Sehingga ketika harta itu hanya disimpan dalam perusahaan 
12 A.M. Hasan Ali, Asuransi dalam perspektif hukum Islam, (Jakarta : Kencana, 2004 cet. 1), 127 
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asuransi maka manfaat harta tersebut akan hilang dan menyalahi tujuan 
penciptaan harta oleh Allah.  
Dari ulasan diatas sudah dapat merangkap permasalah yang ketiga, karena 
esensi dari permasalah yang ketiga sama dengan permasalah yang kedua yaitu 
antara akad tabarru’ dan akad tijarah. 
 
Soal Latihan : 
1. Apa pengertian asuransi berdasarkan DSN dan MUI? 
2. Apa orientasi utama dalam auransi syariah ? 
3. Jika nasabah ingin menghentikan asuransi, apakah uang bisa di 
ambil semua? 
4. Asuransi syariah dalam prakteknya apakah tidak ada kejanggalan 
dengan teori-teori asuransi syariah? 
5. Apa yang menjadi patokan klaim atas musibah yang dialami 
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Paket 9 




Produk-produk perbankan syariah sangat populer dan banyak diminati 
adalah produk pembiayaannya. Bank-bank syariah berlomba-lomba membuat 
berbagai macam produk pembiayaan salah satunya produk pembiayaan talangan 
haji, produk pembiayaan ini menggunakan prinsip Qardh wal Ijarah. 
Pembahasan mencakup pengertian talangan dana haji/umrah, permasalahan 
talangan dana haji/umrah dalam lembaga keuangan syariah, Landasan hukum 
talangan dana haji/umrah dalam praktik perbankan syariah,  dan ditutup dengan 
Nalar istimbat hukum darai dalil-dalil yang dipaparkan.  Paket ini merupakan 
pengantar untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa-mahasiswi dalam 
memahami produk perbankan syariah berupa talangan dana haji/umrah. 
Cakupan di atas disajikan oleh penampilan sebuah contoh permasalahn 
yang muncul pada produk perbankan syariah berupa talangan dana haji/umrah 
baik yang artificial (seperti dicontohkan langsung oleh dosen) ataupun yang 
faktual (seperti cuplikan atau gambar-gambar interaktif). Di luar contoh 
tersebut, akan dipertimbangkan selama relevan dan mendukung tema talangan 
dana haji/umrah  ini.  
Langkah tersebut diupayakan untuk menggali ide-ide dan potensi kreatif 
mahasiswa-mahasiswi dalam memahami talangan dana haji/umrah yang lebih 
efektif. Dari sini, peta pengetahuan dan kemampuan memahami materi mereka 
akan diketahui untuk kemudian dilakukan diskusi dan membuat mindmap hasil 
diiskusi kelompok. Penggunaaan multi media dalam perkuliahan juga 
diharapkan untuk mengoptimalisasi pencapaian kompetensi dasar dan indikator 
yang telah ditargetkan. Selain multi media paket ini membutuhkan media 
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Rencana Pelaksanaan Perkuliahan  
Kompetensi Dasar  
Mampu memecahkan masalah hukum Islam dalam praktik TALANGAN 
DANA HAJI/UMRAH 
 
Indikator   
Pada akhir perkuliahan mahasiswa-mahasiswi diharapkan mampu:   
1. Mahasiswa mampu mendeskripsikan problem hukum Islam dalam praktik 
Talangan Dana Haji/Umrah di lembaga keuangan syariah 
2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dalil syara’ dan kaidah ushul yang 
dapat digunakan sebagai landasan instinbath. 
3. Mahasiswa mampu merangkai nalar istinbath dalam memecahkan masalah 
hukum talangan dana haji/umrah. 
  
Waktu   
3x50 menit  
 
Materi Pokok  
Talangan dana haji/umrah 
1. Pengertian talangan dana haji/umrah. 
2. Permasalahan talangan dana haji/umrah dalam lembaga keuangan syariah.  
3. Landasan hukum talangan dana haji/umrah dalam praktik perbankan 
syariah. 
4. Nalar istinbath. 
 
Langkah-langkah Perkuliahan  
Kegiatan Awal (15 menit) 
1. Menjelaskan kompetensi dasar 
2. Menjelaskan indikator 
3. Penjelasan langkah kegiatan perkuliahan paket ini 
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Kegiatan Inti (70 menit) 
1. Mahasiswa dibagai dalam 4 kelompok 
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema: 
Kelompok  1: Pengertian talangan dana haji/umrah. 
Kelompok  2: Permasalahan talangan dana haji/umrah dalam lembaga 
keuangan syariah. 
Kelompok  3: Landasan hukum talangan dana haji/umrah dalam praktik 
perbankan syariah. 
Kelompok  4: Nalar istinbath. 
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok 
4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan 
klarifikasi 
5. Praktik komunikasi verbal dan non verbal 
6. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan 
sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi 
 
Kegiatan Penutup (10 menit) 
1. Menyimpulkan hasil perkuliahan 
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat 
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 
 
Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit) 
1. Memberi tugas latihan 
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya. 
Lembar Kegiatan Mahasiswa  
Membuat mindmap tentang talangan dana haji/umrah, dalil-dalil talangan 
dana haji/umrah, permasalahan talangan dana haji/umrah dalam lembaga 
keuangan syariah dan nalar istinbath hukum dari dalil-dalil yang disampaikan. 
 
Tujuan 
Mahasiswa dapat memahami dan membuat mindmap talangan dana 


































Talangan Dana Haji/Umrah 
dana haji/umrah dalam lembaga keuangan syariah serta mampu membuat nalar 
istinbath hukum dari dalil-dalil yang disampaikan. 
Bahan dan alat 
Lembar kegiatan,  lembar penilaian, kartu nilai, kertas plano, boardmarker 
dan solatip.  
 
Langkah-langkah kegiatan  
1. Setiap kelompok memilih koordinator kelompok dan penulis konsep. 
2. Mendiskusikan setiap materi yang telah ditentukan pada setiap 
kelompok. 
3. Hasil diskusi setiap kelompok ditulis dalam bentuk mindmaping.  
4. Bagi kelompok yang pesrentasi menempelkan hasil diskusi kelompok di 
papa tulis kelas.  
5. Koordinator kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok 
masing-masing. 
6. Presentasi kelompok secara bergantian, setiak kelompok 5 menit. 
7. Setiap kelompok memberikan tanggapan dari presentasi kelompok lain. 
8. Jumlahkan nilai masing-masing kelompok, dan tentukan pemenangnya. 
 
Tabel 5.1: Daftar Nilai Diskusi kelas. 
 
KELOMPOK NILAI JUMLAH 
I      
II      
III      
IV      
 
Keterangan Nilai: 
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Uraian Materi  
TALANGAN DANA HAJI 
  
Pengertian Talangan Dana Haji 
Sebelum kita melangkah pada analisis dan pengambilan hukum, maka 
sebaiknya kita mengetahui dana talangan haji itu sendiri. Sebagaimana yang 
ditulis dalam website bank Syariah Mandiri, bahwa Pembiayaan talangan haji 
adalah pinjaman (Qardh) dari bank Syariah kepada nasabah untuk menutupi 
kekurangan dana guna memperoleh kursi (seat) haji pada saat pelunasan BPIH 
(Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Dana talangan ini dijamin dengan deposit yang 
dimiliki nasabah. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang 
dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Atas jasa peminjaman dana talangan 
ini, bank Syariah memperoleh imbalan (fee/ujrah) yang besarnya tak didasarkan 
pada jumlah dana yang dipinjamkan. 
Secara lughawi, haji berarti menyengaja atau menuju dan mengunjungi. 
Kata haji mempunyai arti qashd yaitu tujuan, maksud dan menyengaja. 
Sedangkan menurut istilah syara’, haji ialah menuju ke Baitullah dan tempat-
tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah tertentu pada waktu 
tertentu(az-Zuhaily:2006:2064). Secara rinci as-Sayyid as-Sabiq mendefinisikan 
haji adalah menuju ke Makkah untuk melaksanakan ibadah thawaf, sa’i, wukuf 
di arafah dan semua manasik haji guna mengharapkan ridha Allah swt. (as-
Sabiq: 2001:II: 460) 
Wajibnya ibadah haji merupakan perkara yang benar-benar telah diketahui 
dalam agama Islam ( وﺮﻀﻟﺎﺑ ﻦﯾﺪﻟا ﻦﻣ مﻮﻠﻌﻤﻟاةر ) (Âlu Bassâm, 2002: II: 409) dan 
merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima (ash-Shanâniy, 2006: 189). 
Jika ada diantara umat Islam yang mengingkari wajibnya haji, maka ia 
dihukumi murtad dari agama Islam (as-Sayyid as-Sâbiq, 2001: 460). 
Pihak perbankan mendasarkan produk ini kepada fatwa DSN (Dewan 
Syariah Nasional) MUI Nomor No.  29/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 
2002  tentang pembiayaan pengurusan haji oleh LKS (Lembaga 
Keuangan  Syariah).  Di dalam fatwa tersebut DSN MUI mengemukakan dalil-
dalil umum mengenai kebolehan akad al-qardh dan al-ijārah sebagai akad yang 
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Serta menyertakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 
1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa 
(ujrah) dengan menggunakan prinsip al-Ijarah sesuai Fatwa DSN-MUI 
nomor 9/DSN-MUI/IV/2000. 
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH 
nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qardh sesuai Fatwa DSN-MUI 
nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. 
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan 
dengan pemberian talangan haji. 
4. Besar imbalan jasa al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan 
al-Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah (FATWA DEWAN 
SYARI’AH NASIONAL NO: 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang 
PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI LEMBAGA KEUANGAN 
SYARI’AH) 
Qardh adalah pinjaman uang. Aplikasi qardh dalam perbankan antara lain 
untuk pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman 
haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke haji. Atas jasa 
bank memberikan dana talangan tersebut bank dapat memperoleh fee (ujrah). 
Dalam perbankan syariah, akad qardh biasanya diterapkan sebagai berikut : 
1. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas 
dan bonafiditasnya yang membutukkan dana talangan segera untuk masa 
yang relative pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya 
sejumlah uang yang dipinjamnya itu. 
2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat sedangkan ia tidak 
bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito. 
3. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil, atau 
membantu sector social. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal 
suatu produk khusus yaitu qardhul hasan. 
Sifat qardh tidak memberi keuntungan financial. Karena itu, pendanaan qardh 


































Talangan Dana Haji/Umrah 
1. Qardh yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat 
dan berjangka pendek, seperti talangan danda di atas, dapat diambilkan dari 
modal bank. 
2. Qardh yang diperlukan untuk membantu usaha sangat  kecil dan keperluan 
social, dapat bersumber dari dana zakat, infaq, dan shadaqah, dan juga dari 
pendapatan bank yang dikategorikan seperti jasa nostro di bank 
korespondeng yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing, 
dan sebagainya. 
3. Manfaat yang didapat oleh bank dari transaksi qardh adalah bahwa biaya 
andministrasi utang dibayar oleh nasabah. Manfaat lainnya berupa manfaat 
nonfinansial, yaitu kepercayaan dan loyalitas nasabah kepada bank 
tersebut. Risiko dalam qardh terhitung tinggi karena ia dianggap 
pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan. 
Manfaat akad qardh terhitung sangat banyak sekali diantaranya : 
1. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk 
mendapat talangan jangka pendek. 
2. Qardhul hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda bank syariah 
dengan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, 
disamping misi komersial. 
3. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan 
meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah. 
 
Dibawah ini akan dijelaskan mengenai prinsip dan ketentuan akad al-qard 
dan al-Ijarah : 
Prinsip al-Qard 
Ketentuan Umum al-Qardh 
1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) 
yang memerlukan. 
2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada 
waktu yang telah disepakati bersama. 
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah (FATWA  DEWAN 








































1. Rukun dan Syarat Ijarah:  
a. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah 
pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk 
lain. 
b. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan 
penyewa/pengguna jasa. 
c. Obyek akad ijarah adalah : 
1) Manfaat barang dan sewa; atau 
2) Manfaat jasa dan upah. 
2. Ketentuan Obyek  Ijarah:  
a. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa. 
b. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak 
diharamkan). 
c. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan 
syari’ah. 
d. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk 
menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan 
sengketa. 
e. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka 
waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. 
f. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah 
kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat 
dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah 
dalam ijarah. 
g. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari 


































Talangan Dana Haji/Umrah 
h. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat 
diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak. 
Permasalahan talangan dana haji dalam lembaga keuangan syariah. 
Berdasarkan pengumuman Dewan Pengawas Syariah (DPS) Indonesia 
bahwa semua lembaga keuangan syariah melakukan praktek pembiayaan 
talangan haji kurang sesuai dengan fatwa MUI. Misal pada akad ijarah, di dalam 
fatwa jelas tidak diperkenankan pemungutan ujrah yang dihubungkan dengan 
besaran dan lamanya Dana Talangan Haji digunakan.  
LKS memasarkan produk yang tidak sesuai dengan Fatwa MUI ini dengan 
gamblang ditulis pada leaflet untuk promosi yang bisa dengan mudah diambil 
dan disebarkan untuk masyarakat. Begitupula dengan penerapan akad qardh, ia 
tidak murni menggunakan akad qardh sebab kebanyakan prakteknya bank 
mengharuskan nasabah untuk membayar fee sebagai imbalan bank mengurus 
keperluan haji. 
Seperti contohnya pada Bank Syariah Mandiri, pembiayaan talangan haji 
yang dilakukan menggunakan akad al-qardh wa al-ijarah mengacu pada fatwa 
MUI di atas. Ketentuannya yaitu dengan membayar ujrah dimuka sebesar Rp 
2.000.000. Masa pelunasan maksimal 3 tahun, dengan tambahan waktu 6 bulan 
jika dalam masa 3 tahun tersebut belum bisa melunasi. Pelunasan tidak 
menggunakan system angsuran per bulan, dalam artian tidak ada jumlah tertentu 
yang harus dibayarkan per bulannya. Peminjam diberikan kebebasan membayar 
berapapun, yang penting ketika jatuh tempo sudah lunas. Uang pinjaman yang 
nantinya dikembalikan hanyalah jumlah pokok pinjaman, tanpa ada tambahan. 
 
 
Landasan hukum talangan dana haji dalam Praktik Perbankan Syariah 
1. Al-Qur’an 
Al-Bqarah ayat 245 : 
                       


































Talangan Dana Haji/Umrah 
“ siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik 
(menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat 
gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan 
Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu 
dikembalikan.”1 
 
Al-Maidah ayat 22 
                        
            
“ dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 
dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat 
siksa-Nya.” 
Al-Hadid ayat 113 
 
                       
   
siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka 
Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia 




Dari Ibnu Mas`ud meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda : 
“ bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) 
dua kali kecuali yang satunya adalah ( senilai ) shodaqoh ”. (HR Ibnu 
Majah) 
Dari Anas ra, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda : ” Pada malam 
peristiwa Isra’ aku melihat di pintu surga tertulis ‘shadaqoh (akan diganti) 
1 Al-Quran dan Terjemah, (Jakarta selatan, PT. Hati Emas, 2013), 39 
2Al-Quran dan Terjemah, 106 
3 Al-Quran dan Terjemah, 538 
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Talangan Dana Haji/Umrah 
dengan 10 kali lipat, sedangkan Qardh dengan 18 kali lipat, aku berkata : 
“ Wahai jibril, mengapa Qardh lebih utama dari shadaqoh ? ia menjawab 
:  karena ketika meminta, peminta tersebut memiliki sesuatu, sementara 
ketika berutang, orang tersebut tidak berutang kecuali karena kebutuhan”. 
(HR. Ibnu Majah dan Baihaqi dari Abas bin Malik). 
 
3. Kaidah fiqh mengatakan : 
ﻞﺻﻷا ﻲﻓ تﻼﻣﺎﻌﻤﻟا ﺔﺑﺎﺟﻹا ﻻإ نأ لﺪﯾ ﻞﯿﻟد ﻰﻠﻋ ﺎﮭﻤﯾﺮﺤﺗ 
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada 
dalil yang mengharamkannya.”  
ﺮﯿﺴﯿﺘﻟا ﺐﻠﺠﺗ ﺔﻘﺸﻤﻟا 
“Kesulitan dapat menarik kemudahan”4  
Secara bahasa al masyaqqatberarti at ta’b (kelelahan, kepenatan, keletihan), 
sedangkan arti termenologi kata at taysir adalah as subulat (gampang 
mudah dan ringan), dan al luyunat (lunak, halus dan ramah).5                               
ةروﺮﻀﻟا ﺔﻟﺰـﻨﻣ لﺰـﻨﺗ ﺪﻗ ﺔﺟﺎﺤﻟا ﺔﺻﺎﺧ ما ﺖﻧﺎﻛ ﺔﻣﺎﻋ 
“Keperluan dapat menduduki posisi darurat, baik hajat umum (semua 
orang) ataupun hajat khusus (satu golongan atau peroranga)” 
Jadi dari kaidah ini dapat diambil pengertian, bahwa keringanan itu tidak 
terbatas karena darurat saja, tetapi terdapat karena hajat atau dengan kata 
lain bahwa keringanan itu diperbolehkan karena adanya darurat.6 
       
Nalar Istinbath 
Kalau kita lihat secara sepintas dana talangan haji merupakan akad 
pembiayaan yang dikeluarkan bank syariah yang sangat bagus karena 
berorientasi social, dan juga pembiayaan tersebut untuk beribadah kepada Allah 
SWT. Akan tetapi ketika kita amati secara mendalam maka akan mengandung 
4 Jaih Mubarok, Kaidah Fiqh “Sejarah dan Kaidah Asasi”, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 
2002), 139 
5 Muhammad Sidqi Ibn Ahmad al-Burnu, al-Wajiz fi Ibhah al-Fiqh al-Kuliyyat, (Beirut : 
Mu’assah al-Risalah, 1983), 129 
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permasalahan-permasalahan yang menghilangkan unsur sosial, lebih parahnya 
lagi bisa membatalkan akad itu sendiri. 
Seperti contohnya pada Bank Syariah Mandiri, pembiayaan talangan haji 
yang dilakukan menggunakan akad al-qardh wa al-ijarah mengacu pada fatwa 
MUI di atas. Ketentuannya yaitu dengan membayar ujrah dimuka sebesar Rp. 
2.000.000. Masa pelunasan maksimal 3 tahun, dengan tambahan waktu 6 bulan 
jika dalam masa 3 tahun tersebut belum bisa melunasi. Pelunasan tidak 
menggunakan system angsuran per bulan, dalam artian tidak ada jumlah tertentu 
yang harus dibayarkan per bulannya. Peminjam diberikan kebebasan membayar 
berapapun, yang penting ketika jatuh tempo sudah lunas. Uang pinjaman yang 
nantinya dikembalikan hanyalah jumlah pokok pinjaman, tanpa ada tambahan. 
Padahal Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat 
ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa 
mengharapkan imbalan.7 Sedangkan prinsip-prinsip yang melandasi operasional 
akad Qardh  meliputi : 
1. Prinsip ta’awun (tolong menolong), yaitu prinsip saling membantu sesama 
dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerjasama. 
2. Prinsip menghindari iktinaz (penimbunan uang), yaitu menahan uang 
supaya tidak berputar, sehingga tidak memberikan manfaat kepada 
masyarakat umum.  
3. Prinsip pelarangan riba, yakni menghindarkan setiap transaksi ekonomi 
dan bisnisnya dari unsur ribawi dengan menggantikannya melalui 
mekanisme kerja sama (mudharabah) dan jual beli ( al-buyu).  
Kalau kita lihat dari contoh diatas sudah sangatlah jelas bahwa dana 
talangan haji sudah keluar dari prinsip-prinsip qardh, dan juga disana terdapat 
unsur perjanjian yang menyangkut for profit transaction (Keuntungan 
komersial) yakni ijarah. 
Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama 
Syafi’iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multi akad adalah sah dan 
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diperbolehkan menurut syariat Islam. Ulama yang membolehkan beralasan 
bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan 
dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau 
membatalkannya. Kecuali menggabungkan dua akad yang menimbulkan riba 
atau menyerupai riba, seperti menggabungkan qardh dengan akad yang lain, 
karena adanya larangan hadits me\nggabungkan jual beli dan  qardh. Demikian 
pula menggabungkan jual beli cicilan dan jual beli cash dalam satu transaksi. 
Sedangkan dalam perjalanan yang dijalankan oleh bank syariah 
menggabungkan akad qardh dengan akad ijarah, sehingga termasuk pada 
pengecualian yang disampaikan oleh mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian 
pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi’iyah, dan Hanbali. 
Nazih Hammad dalam buku  al-’Uqûd al-Murakkabah fi al-Fiqh al-
Islâmy menuliskan, ”Hukum  dasar dalam  syara’ adalah bolehnya melakukan 
transaksi  multi akad, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan 
sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika 
ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi 
mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus 
itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu 
mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah 
disepakati. 
Kemudian, jika kita melihat aqad yang digabungkan dalam praktek 
talangan haji adalah aqad tabarru’ yaitu qardh dan aqad tijarah yaitu ijarah. 
Kedua jenis aqad ini memiliki orientasi yang sangat berbeda. Aqad tabarru’ 
merupakan aqad sosial, tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Sementara 
aqad tijarah merupakan aqad komersil, aqad yang digunakan untuk 
mendapatkan keuntungan. Jika keduanya digabungkan maka berpotensi 
menimbulkan riba karena merusak masing-masing tujuan dari kedua aqad 
tersebut. 
Sehingga penggabungan dua aqad dalam dana talangan haji ini, sudah 
masuk dalam wilayah pelarangan hadits Nabi saw, sebagaimana yang telah 
dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah: 
 َِﻷ َنﺎَﻛ ﺎَﻤﱠﻧإ َع ﱡَﺮﺒﱠﺘﻟا َﻚَِﻟذ ﱠَنِﻷ ؛ ٍع ﱡَﺮَﺒﺗَو ٍﺔَﺿَوَﺎﻌُﻣ َﻦَْﯿﺑ َﻊَﻤُْﺠﯾ َﻻ َْنأ ِﺚﯾِﺪَﺤْﻟا َﻰﻨْﻌَﻣ ُعﺎَﻤَِﺠﻓ ِﻞْﺟ
 َﺟ ٍضَﻮِﻌِﺑ َﺲَْﯿﻟ ُﮫﱠَﻧأ َﻰﻠَﻋ َﺎَﻘﻔﱠﺗا َاِذَﺈﻓ ِضَﻮِﻌْﻟا ْﻦِﻣ اًءْﺰُﺟ ُﺮﯿَِﺼَﯿﻓ ؛ ًﺎَﻘﻠْﻄُﻣ ﺎًﻋ ﱡَﺮَﺒﺗ َﻻ ِﺔَﺿَوَﺎﻌُﻤْﻟا َﻦَْﯿﺑ َﺎﻌَﻤ
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 ﱠﺜﻟا َﻚَِﻟذ َِلَﺪﺒِﺑ َضَْﺮﯾ َْﻢﻟ يَِﺮﺘْﺸُﻤْﻟاَو ؛ َِﺔﻌْﻠِّﺴﻠِﻟ ِﺪِﺋا ﱠﺰﻟا ِﻦَﻤﱠﺜﻟِﺎﺑ ﱠﻻإ ِضاَﺮْﻗ ِْﻹﺎِﺑ ِﻒَْﻟْﻷا ِﻞَْﺟِﻷ ﱠﻻإ ِﺪِﺋا ﱠﺰﻟا ِﻦَﻤ
ﺎًﻀْﺤَﻣ ﺎًﺿَْﺮﻗ َاﺬَھ َﻻَو ٍﻒَْﻟﺄِﺑ ًﺎﻌَْﯿﺑ َاﺬَھ ََﻼﻓ ؛ ﺎَﮭَﺿََﺮﺘْﻗا ﻲِﺘﱠﻟا 
“Kesimpulan dari hadits ini menegaskan bahwa : Tidak dibenarkan 
menggabungkan antara aqad komersial dengan aqad sosial. Yang demikian itu 
karena keduanya(orang yang beraqad) menjalin aqad sosial karena adanya 
aqad komersial antara mereka. Dengan demikian aqad sosial itu tidak 
sepenuhnya sosial. bahkan aqad sosial secara tidak langsung menjadi bagian 
dari nilai transaksi dalam aqad komersial.” (Ibnu Taimiyah, 1987 : 39).  
Dari kesimpulan yang ditetapkan oleh ibnu Taimiyah, kita dapat 
mengetahui bahwa yang menjadi Illat larangan Rasulullah menggabungkan dua 
aqad, ialah adanya perbedaan asas aqad tersebut yaitu asas komersial dan asas 
sosial. Hal ini disebabkan karena penggabungan itu menyebabkan motif 
sosialnya tidak murni lagi tapi menjadi mencari keuntungan, dan keuntungan 
itulah yang rentan menjadi riba’, sehingga selama illat ini ada maka hukum 
hadits diatas bisa diterapkan bagi aqad yang lain, semisal penggabungan aqad 
Qardh dan Ijarah dalam praktek talangan haji, hal ini berdasarkan kaidah ushul 
fiqih: 
ﺎﻣﺪﻋو ادﻮﺟو ﮫﺘﻠﻋ ﻊﻣ ر وﺪﯾ ﻢﻜﺤﻟأا 
“Hukum itu berlaku berdasarkan ada tidak adanya illat” 
Rangkuman  
1. Pembiayaan talangan haji adalah pinjaman (Qardh) dari bank Syariah 
kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi 
(seat) haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Dana 
talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah. 
2. Nasabah wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam 
jangka waktu tertentu. Atas jasa peminjaman dana talangan ini, bank 
Syariah memperoleh imbalan (fee/ujrah) yang besarnya tak didasarkan pada 
jumlah dana yang dipinjamkan. 
Soal Latihan : 
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2. bagaimana prosentase bank dalam menghitung imbalan(fee/ujrah) 
terhadap jasa peminjaman dana talangan ini? 
3. Bagaimana mekanisne nasabah dalam pembayaran talangan dana haji? 
4. Jelaskan fatwa DSN tentang talangan dana haji? 
5. Jika di tengah-tengah talangan dana berlangsung, dan sebelum jatuh 
tempo, nasabah tersebut meninggal dunia, apa kebijakan bank 










































Leasing pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1974, yang 
bertujuan untuk membiayai penyediaan barang-barang modal, dengan beberapa 
perjanjian antara pihak perusahaan dengan pihak penerima barang dengan 
sejumlah biaya-biaya yang dikeluarkan atau dibebankan oleh pihak lessee. Pada 
bagian ini, leasing menjadi fokus perkuliahan. Pembahasan mencakup 
pengertian leasing, permasalahan leasing dalam lembaga keuangan syariah, 
Landasan hukum leasing dalam praktik perbankan syariah,  dan ditutup dengan 
Nalar istimbat hukum darai dalil-dalil yang dipaparkan. Paket ini merupakan 
pengantar untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa-mahasiswi dalam 
memahami produk perbankan syariah berupa leasing. 
Cakupan di atas disajikan oleh penampilan sebuah contoh permasalahan 
yang muncul pada produk perbankan syariah berupa leasing baik yang artificial 
(seperti dicontohkan langsung oleh dosen) ataupun yang faktual (seperti 
cuplikan atau gambar-gambar interaktif). Di luar contoh tersebut, akan 
dipertimbangkan selama relevan dan mendukung tema leasing  ini.  
Langkah tersebut diupayakan untuk menggali ide-ide dan potensi kreatif 
mahasiswa-mahasiswi dalam memahami leasing yang lebih efektif. Dari sini, 
peta pengetahuan dan kemampuan memahami materi mereka akan diketahui 
untuk kemudian dilakukan diskusi dan membuat mindmap hasil diiskusi 
kelompok. Penggunaaan multi media dalam perkuliahan juga diharapkan untuk 
mengoptimalisasi pencapaian kompetensi dasar dan indikator yang telah 
ditargetkan. Selain multi media paket ini membutuhkan media berupa kertas 
plano, boardmarker dan solatip. 
 
Rencana Pelaksanaan Perkuliahan  
Kompetensi Dasar  







































Indikator   
Pada akhir perkuliahan mahasiswa-mahasiswi diharapkan mampu:   
1. Mahasiswa mampu mendeskripsikan problem hukum Islam dalam praktik 
Leasing di lembaga bisnis finance 
2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dalil syara’ dan kaidah ushul yang 
dapat digunakan sebagai landasan instinbath. 
3. Mahasiswa mampu merangkai nalar istinbath dalam memecahkan masalah 
hukum leasing. 
  
Waktu   
3x50 menit  
 
Materi Pokok  
Leasing 
1. Pengertian leasing. 
2. Permasalahan leasing dalam lembaga keuangan syariah.  
3. Landasan hukum leasing dalam praktik perbankan syariah. 
4. Nalar istinbath. 
 
Langkah-langkah Perkuliahan  
Kegiatan Awal (15 menit) 
1. Menjelaskan kompetensi dasar 
2. Menjelaskan indikator 
3. Penjelasan langkah kegiatan perkuliahan paket ini 
4. Brainstorming dengan memberikan gambaran tentang leasing. 
 
Kegiatan Inti (70 menit) 
1. Mahasiswa dibagai dalam 4 kelompok 
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema: 
Kelompok  1: Pengertian leasing. 
Kelompok  2: Permasalahan leasing dalam lembaga keuangan syariah. 
Kelompok  3: Landasan hukum leasing dalam praktik perbankan 
syariah. 




































3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok 
4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan 
klarifikasi 
5. Praktik komunikasi verbal dan non verbal 
6. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan 
sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi 
 
Kegiatan Penutup (10 menit) 
1. Menyimpulkan hasil perkuliahan 
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat 
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 
 
Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit) 
1. Memberi tugas latihan 
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya. 
Lembar Kegiatan Mahasiswa  
Membuat mindmap tentang leasing, dalil-dalil leasing, permasalahan 
leasing dalam lembaga keuangan syariah dan nalar istinbath hukum dari dalil-
dalil yang disampaikan. 
 
Tujuan 
Mahasiswa dapat memahami dan membuat mindmap leasing, dalil-dalil 
leasing dan permasalahan leasing dalam lembaga keuangan syariah serta 
mampu membuat nalar istinbath hukum dari dalil-dalil yang disampaikan. 
 
 
Bahan dan alat 
Lembar kegiatan,  lembar penilaian, kartu nilai, kertas plano, boardmarker 
dan solatip.  
 
Langkah-langkah kegiatan  
1. Setiap kelompok memilih koordinator kelompok dan penulis konsep. 





































3. Hasil diskusi setiap kelompok ditulis dalam bentuk mindmaping.  
4. Bagi kelompok yang pesrentasi menempelkan hasil diskusi kelompok di 
papa tulis kelas.  
5. Koordinator kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok 
masing-masing. 
6. Presentasi kelompok secara bergantian, setiak kelompok 5 menit. 
7. Setiap kelompok memberikan tanggapan dari presentasi kelompok lain. 
8. Jumlahkan nilai masing-masing kelompok, dan tentukan pemenangnya. 
 
Tabel 5.1: Daftar Nilai Diskusi kelas. 
 
KELOMPOK NILAI JUMLAH 
I      
II      
III      
IV      
 
Keterangan Nilai: 






















































Pengertian sewa guna usaha menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 
1169/KMK.01/1991 tanggal 21 Nopember 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna 
Usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal 
baik secara guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna 
usaha tanpa hak opsi (operating lease), untuk digunakan oleh lessee selama 
jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. 
Selanjutnya yang dimaksud dengan finance lease adalah kegiatan sewa 
guna usaha dimana lessee pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk 
membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. 
Sebaliknya operating lease tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek 
sewa guna usaha. 
Leasing (sewa guna usaha) pertama dikenal di Amerika Serkat, yaitu 
berasal dari kata lease yang berarti menyewa. Sedangkan dalam ekonomi Islam 
dikenal dengan al-ijarah, berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadhu 
(ganti).1 Al-Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa 
dalam batasan waktu tertentu , melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti 
dengan pemindahan kepemilikan atas barang.2 
Kegiatan Leasing secara remi diperbolehkan beroperasi di indonesia 
setelah keluar surat keputusan bersama antara Menteri Keuangan,Menteri 
Perindustrian dan Menteri Perdagangan Nomor Kep. 122/MK/IV/2/1974, 
Nomor 32/M/SK/2/74 dan Nomor 30/Kpb/I/74 Tanggal 7 Februari 1974 
Tentang Perizinan Usaha Leasing di Indonesia. Wewenang untuk memberikan 
usaha Leasing di keluarkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Surat 
keputusan Nomor 649/MK/IV/5/1974 Tanggal 6 Mei 1974 yang mengatur 
mengenai ketentuan tata cara perizinan dan kegiatan usaha leasing di Indonesia. 
 
 
1  Ibrahim warde,  Islamic Finance : Keuangan Islam Dalam Perekonomian Global. 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009 






































Sedangkan sewa guna usaha syari’ah diatur di dalam : 
1. Peraturan Ketua Badan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Per-
03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip 
Syari’ah. 
2. Peraturan Ketua Badan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Per-
04/BL/2007 tentang Akad-akad Yang Digunakan Dalam Kegiatan 
Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syari’ah. 
3. Surat Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 
Nomor B-323/DSN-MUI/XI/2007 tanggal 29 November 2007 tentang 
Pernyataan DSN-MUI atas Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan 
Lembaga Keuangan. 
Lembaga pembiayaan leasing menurut ketentuan ini dimungkinkan untuk 
melakukan salah satu dari kegiatan  pembiayaan seperti : 
1. Sewa guna usaha (Leasing) 
2. Modal ventura (venture capital) 
3. Anjak Piutang (factoring) 
4. Pembiayaan konsumen (consumer finance) 
5. Kartu Kredit (credit card) 
Pemberian izin untuk melakukan usaha-usaha pembiayaan seperti di atas, 
terlebih dulu harus memperoleh izin dari Menteri Keuangan. 
Sebelum kita mengenal lebih dalam tentang leasing syariah, terlebih dahulu 
kita harus mengenal pihak-pihak yang terlibat pada pembiayaan leasing, 
Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian fasilitas leasing 
adalah sebagai berikut : 
1. Lessor. 
Merupakan perusahaan leasing yang membiayai keinginan para 







































Nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor untuk 
memperoleh barang modal yang diinginkan. 
3. Supplier 
Pedagang yang menyediakan barang yang akan dileasing sesuai perjanjian 
antara lessors dengan lessee dan dalam hal ini supplier juga dapat bertindak 
sebagai lessor. 
4. Asuransi 
Merupakan perusahaan yang akan menanggung resiko terhadap perjanjian 
antara lessor dengan lessee. Dalam hal ini lessee dikenakan biaya asuransi 
dan apabila terjadi sesuatu, maka perusahaan akan menanggung resiko 
sebesar sesuai dengan perjanjian terhadap barang yang dileasingkan.3 
Pelaksanaan pembiayaan melalui leasing merupakan pembiayaan yang 
sangat sederhana dalam prosedur dan pelaksaannya dan oleh karena itu leasing 
yang digunakan sebagai pembayaran alternatif tampak lebih menarik . Sebagai 
suatu alternatif sumber pembiayaan modal bagi perusahaan-perusahaan , maka 
leasing didukung oleh manfaat dan keuntungan-keuntungan sebagai berikut : 
1. Bersifat fleksibel. 
2. Tidak diperlukan adanya jaminan. 
3. Capital saving. 
4. Cepat dalam pelayanan. 
5. Pembayaran angsuran lease diperlukan sebagai biaya operasional. 
6. Sebagai pelindung terhadap inflasi. 
7. Adanya hak opsi bagi lease pada akhir masa leasing. 
8. Adanya kepastian hukum. 
9. Terkadang leasing merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan aktiva 
bagi suatu perusahaan.   
 
3 Gemala Dewi. Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di 
Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) 
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 Dari jenis-jenis leasing yang ada,maka dapat diklasifikasikan kedalam 
beberapa jenis kegiatan leasing syariah/ ijarah : 
1. Ijarah adalah akad sewa menyewa antara pemilik ma’jur (obyek sewa) dan 
musta’jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang 
disewakannya. Ijarah Muntahiyah bittamlik adalah akad sewa menyewa 
antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas 
obyek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik obyek 
sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. 
2. Perpindahan hak milik obyek sewa kepada penyewa dalam ijarah 
muntahiyah bit tamlik dapat dilakukan dengan: 
a.  Hibah 
b.  Penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan 
sisa cicilan sewa 
c.  Penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang 
disepakati pada awal akad 
d. Penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam 
akad. 
3. Pemilik obyek sewa dapat meminta penyewa menyerahkan jaminan atas 
ijarah untuk menghindari risiko kerugian. Jumlah, ukuran, dan jenis obyek 
















































Permasalahan Leasing dalam lembaga keuangan syariah. 
Kegiatan Sewa Guna Usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk 
penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi (finance 
lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease), untuk 
digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran 
secara berkala. 
Selanjutnya yang dimaksud dengan finance lease adalah kegiatan sewa 
guna usaha dimana lessee pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk 
membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. 
Sebaliknya operating lease tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek 
sewa guna usaha. 
Dalam ekonomi Islam dikenal dengan al-ijarah, berasal dari kata al-ajru 
yang berarti al-iwadhu (ganti). Al-Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna 
atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu , melalui pembayaran upah 
sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang. 
Dalam akad leasing ini bank menggunakan akad ijarah (bank menyewakan 
suatu asset yang sebelumnya telah dibeli oleh bank kepada nasabah untuk 
jangka waktu tertentu dengan jumlah sewa yeng telah disetujui di muka). Ketika 
bank menggunakan akad ini menyalahi akad ijarah yang penyewa harus 
mengembalikan barang yang disewa setelah jatuh tempo waktunya.  
 
Landasan hukum Leasing dalam Praktik Perbankan Syariah 
1. Al-qur’an 
QS. Al Baqarah ayat 282 : 
                              
        …………                
          ………. 
“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 




































perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada 
dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya ……… “ 
Ayat ini antara lain berbicara tentang anjuran atau menurut sebagian 
ulama kewajiban menulis utang piutang dan mempersaksikannya 
dihadapan pihak ketiga yang dipercaya (notaris), sambil menekankan 
perlunya menulis utang walau sedikit, disertai dengan jumlah dan 
ketetapan waktunya. Sedangkan yang dimaksud dengan bermuamalah ialah 
seperti berjual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.  
QS. Az Zukruf ayat 32 : 
                               
                          
     
 
 “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhan-Mu? Kami telah 
menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, 
dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain 
beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan yang lain. 
Dan rahmat Tuhan-Mu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”  
QS. Al Baqarah ayat 233 
                                 
                                   
                  
“dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa 
bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 
Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketauhilah bahwa Allah Maha 





































 Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, "Barangsiapa yang 
membeli bahan makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga 
ia selesai menerimanya." Ibnu ‘Abbas mengatakan, "Aku berpendapat 
bahwa segala sesuatu hukumnya sama dengan bahan makanan." (HR. al-
Bukhari dan Muslim)  
 Rasulallah SAW bersabda : “dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan 
membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami 
cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas 
atau perak.” (HR.Nasa’i) 
           
 
Nalar Istinbath 
Kegiatan Sewa Guna Usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk 
penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi (finance 
lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease), untuk 
digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran 
secara berkala. 
Penjualan secara tangguh (kredit) adalah boleh hukumnya berdasarkan 
dalil yang bersumber dari as-Sunnah yang jelas sekali, sebab Nabi SAW pernah 
mengutus kepada seorang laki-laki yang telah mempersembahkan kepada beliau 
pakaian dari Syam agar menjualnya dengan dua buah baju kepada Maisarah 
(budak Khadijah, isteri belaiu) (HR. Tirmidzi) 
Adapun jika yang dimaksudkan adalah jual beli sistim kredit yang berlaku 
pada perusahaan-perusahan Leasing atau pembiayaan yang berasal dari Bank 
sebagaimana yang dipraktekkan di banyak dealer atau showroom serta dapat 
kita temui pada praktek yang serupa pada beberapa KPR, maka sistim jual beli 
yang demikian hukumnya dipermasalahkan, karena beberapa alasan : 
1. Sistim yang berlaku di dalamnya termasuk sistim jual beli barang yang 
belum selesai diserahterimakan (belum menjadi milik Leasing/Bank).  
2. Pada Leasing terjadi dua akad yang berbeda dalam satu aktivitas 




































3. Mengandung unsur Riba. Yaitu pada saat pembeli terlambat melakukan 
pembayaran sesuai dengan waktunya, maka nilai jual barang akan 
bertambah (berbunga) sesuai dengan waktu keterlambatannya. 
 
Berdasarkan beberapa alasan di atas, maka sistim jula beli seperti ini 
hukumnya haram. Alasan-alasan tersebut merupakan kesimpulan dari dalil-dalil 
yang bersumber dari al-Qur’an dan as-Sunnah yang shahih serta atsar shahabat, 
di antaranya :  
1. Rasulullah SAW. bersabda, "Barangsiapa yang membeli bahan makanan, 
maka janganlah ia menjualnya kembali hingga ia selesai menerimanya." 
Ibnu ‘Abbas mengatakan, "Aku berpendapat bahwa segala sesuatu 
hukumnya sama dengan bahan makanan." (HR. al-Bukhari dan Muslim) 
2. Rasulullah SAW. "Barangsiapa membeli bahan makanan, maka janganlah 
dia menjualnya hingga menyempurnakannya dan selesai menerimanya." 
(HR. Muslim)  
3. Ibnu ‘Umar mengatakan, "Kami biasa membeli bahan makanan dari orang 
yang berkendaraan tanpa diketahui ukurannya. Kemudian Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang kami menjual barang tersebut 
sampai barang tersebut dipindahkan dari tempatnya." (HR. Muslim). 
4.  “Rasulullah melarang (kaum muslimin) dua akad dalam suatu proses akad 
tertentu.” (HR. Ahmad) 
5. Pada asalnya dalam hutang piutang, tidak diperbolehkan sama sekali bagi 
siapa pun untuk mencari keuntungan. Dan keuntungan yang diperoleh dari 
hasil hutang piutang seperti ini disebut riba. Dalam sebuah hadits 
disebutkan, Dari sahabat ‘Ubadah bin ash-Shamit radhiallahu ‘anhu, ia 
menuturkan, “Rasulullah SAW. melarang penjualan emas dengan emas, 
baik berupa batangan atau berupa mata uang dinar melainkan dengan cara 
sama timbangannya, dan perak dengan perak, baik berupa batangan atau 
telah menjadi mata uang dirham melainkan dengan cara sama 
timbangannya. Dan beliau juga menyebutkan perihal penjualan gandum 
dengan gandum, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam dengan 




































tambahan, maka ia telah berbuat riba.” (HR. an-Nasa’i, ath-Thahawi, ad-
Daraquthni, dan al-Baihaqi). 
Oleh karena itu, agar proses jual beli yang dilakukan tidak bermasalah, 
apapun istilah yang dipakai, maka tidak ada jalan lain kecuali setiap penjual dan 
pembeli memperhatikan beberapa hal berikut, diantaranya : 
1. Barang yang dijual sudah menjadi milik sendiri dan tidak milik orang atau 
perusahaan lain.  
2. Sebelum dibeli oleh penyewa seharusnya barang yang disewa 
dikembalikan dulu kepada pemilik, setelah itu baru dibeli. 
3. Hanya menggunakan satu akad, yaitu akad jual beli. 
4. Tidak mengandung unsur Riba. 
 
Rangkuman  
1. Sewa guna usaha (Leasing) adalah kegiatan Sewa Guna Usaha adalah 
kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara 
guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa 
hak opsi (operating lease), untuk digunakan oleh lessee selama jangka 
waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. 
2. Leasing (sewa guna usaha) pertama dikenal di Amerika Serkat, yaitu 
berasal dari kata lease yang berarti menyewa. Sedangkan dalam ekonomi 
Islam dikenal dengan al-ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas 
barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu , melalui pembayaran upah 




1. Apa perbedaan leasing yang diterapkan di bank konvensional dengan 




































2. Apa jaminan saat nasabah melakukan pembiayaan ijarah muntahiyah bit 
tamlik ? 
3. Leasing yang diterapkan di dalam LKS yang di perbolehkan adalah 
berupa ijarah, apakah nasabah harus melakukan pembayaran pertama 
atau uang muka? 








































MULTI LEVEL MARKETING 
 
Pendahuluan  
Akhir-akhir ini di tengah-tengah masyarakat Indonesia muncul sistem 
perdagangan baru yang dikenal dengan istilah Multi level marketing yang 
disingkat MLM. Sistem perdagangan ini dipraktekkan oleh berbagai 
perusahaan, baik yang berskala lokal, nasional, regional maupun internasional. 
Pada bagian ini, multilevel marketing menjadi fokus perkuliahan. Pembahasan 
mencakup pengertian multilevel marketing, permasalahan multilevel marketing 
dalam lembaga keuangan syariah, Landasan hukum multilevel marketing dalam 
praktik perbankan syariah,  dan ditutup dengan Nalar istimbat hukum darai 
dalil-dalil yang dipaparkan. Paket ini merupakan pengantar untuk meningkatkan 
kemampuan mahasiswa-mahasiswi dalam memahami produk perbankan syariah 
berupa multilevel marketing. 
Cakupan di atas disajikan oleh penampilan sebuah contoh permasalahn 
yang muncul pada produk perbankan syariah berupa multilevel marketing baik 
yang artificial (seperti dicontohkan langsung oleh dosen) ataupun yang faktual 
(seperti cuplikan atau gambar-gambar interaktif). Di luar contoh tersebut, akan 
dipertimbangkan selama relevan dan mendukung tema multilevel marketing  
ini.  
Langkah tersebut diupayakan untuk menggali ide-ide dan potensi kreatif 
mahasiswa-mahasiswi dalam memahami multilevel marketing yang lebih 
efektif. Dari sini, peta pengetahuan dan kemampuan memahami materi mereka 
akan diketahui untuk kemudian dilakukan diskusi dan membuat mindmap hasil 
diiskusi kelompok. Penggunaaan multi media dalam perkuliahan juga 
diharapkan untuk mengoptimalisasi pencapaian kompetensi dasar dan indikator 
yang telah ditargetkan. Selain multi media paket ini membutuhkan media 









































Rencana Pelaksanaan Perkuliahan  
Kompetensi Dasar  
Mampu memecahkan masalah hukum Islam dalam praktik MULTI LEVEL 
MARKETING. 
 
Indikator   
Pada akhir perkuliahan mahasiswa-mahasiswi diharapkan mampu:   
1. Mahasiswa mampu mendeskripsikan problem hukum Islam dalam praktik 
Multilevel Marketing di lembaga bisnis syariah 
2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dalil syara’ dan kaidah ushul yang 
dapat digunakan sebagai landasan instinbath. 
3. Mahasiswa mampu merangkai nalar istinbath dalam memecahkan masalah 
hukum multilevel marketing. 
  
Waktu   
3x50 menit  
 
Materi Pokok  
Multilevel marketing 
1. Pengertian multilevel marketing. 
2. Permasalahan multilevel marketing dalam lembaga keuangan syariah.  
3. Landasan hukum multilevel marketing dalam praktik perbankan syariah. 
4. Nalar istinbath. 
 
Langkah-langkah Perkuliahan  
Kegiatan Awal (15 menit) 
1. Menjelaskan kompetensi dasar 
2. Menjelaskan indikator 
3. Penjelasan langkah kegiatan perkuliahan paket ini 
4. Brainstorming dengan memberikan gambaran tentang multilevel 
marketing. 
 
Kegiatan Inti (70 menit) 




































2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema: 
Kelompok  1: Pengertian multilevel marketing. 
Kelompok  2: Permasalahan multilevel marketing dalam lembaga 
keuangan syariah. 
Kelompok  3: Landasan hukum multilevel marketing dalam praktik 
perbankan syariah. 
Kelompok  4: Nalar istinbath. 
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok 
4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan 
klarifikasi 
5. Praktik komunikasi verbal dan non verbal 
6. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan 
sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi 
 
Kegiatan Penutup (10 menit) 
1. Menyimpulkan hasil perkuliahan 
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat 
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 
 
Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit) 
1. Memberi tugas latihan 
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya. 
Lembar Kegiatan Mahasiswa  
Membuat mindmap tentang multilevel marketing, dalil-dalil multilevel 
marketing, permasalahan multilevel marketing dalam lembaga keuangan syariah 
dan nalar istinbath hukum dari dalil-dalil yang disampaikan. 
 
Tujuan 
Mahasiswa dapat memahami dan membuat mindmap multilevel marketing, 
dalil-dalil multilevel marketing dan permasalahan multilevel marketing dalam 
lembaga keuangan syariah serta mampu membuat nalar istinbath hukum dari 






































Bahan dan alat 
Lembar kegiatan,  lembar penilaian, kartu nilai, kertas plano, boardmarker 
dan solatip.  
 
Langkah-langkah kegiatan  
1. Setiap kelompok memilih koordinator kelompok dan penulis konsep. 
2. Mendiskusikan setiap materi yang telah ditentukan pada setiap 
kelompok. 
3. Hasil diskusi setiap kelompok ditulis dalam bentuk mindmaping.  
4. Bagi kelompok yang pesrentasi menempelkan hasil diskusi kelompok di 
papa tulis kelas.  
5. Koordinator kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok 
masing-masing. 
6. Presentasi kelompok secara bergantian, setiak kelompok 5 menit. 
7. Setiap kelompok memberikan tanggapan dari presentasi kelompok lain. 
8. Jumlahkan nilai masing-masing kelompok, dan tentukan pemenangnya. 
 
Tabel 5.1: Daftar Nilai Diskusi kelas. 
 
KELOMPOK NILAI JUMLAH 
I      
II      
III      
IV      
 
Keterangan Nilai: 











































Uraian Materi  
MULTILEVEL MARKETING 
  
Pengertian Multilevel marketing 
Multi level marketing adalah suatu metode bisnis alternatif yang 
berhubungan dengan pemasaran dan distribusi yang dilakukan melalui banyak 
level (tingkatan), yang biasa dikenal dengan istilah Upline (tingkat atas) dan 
Downline (tingkat bawah), orang akan disebut Upline jika mempunyai 
Downline. Inti dari bisnis MLM ini digerakkan dengan jaringan ini, baik yang 
bersifat vertikal atas bawah maupun horizontal kiri kanan ataupun gabungan 
antara keduanya.1 
Secara sederhana yang dimaksud dengan multi level marketing adalah 
suatu konsep penyaluran barang (produk/jasa tertentu) yang memberi 
kesempatan kepada para konsumen untuk turut terlibat sebagai penjual dan 
penikmat keuntungan di dalam garis kemitraannya/sponsorisasi. Dalam 
pengertian yang lebih luas multi level marketing adalah salah satu bentuk kerja 
sama di bidang perdagangan/pemasaran suatu produk/jasa yang dengan sistem 
ini diberikan kepada setiap orang kesempatan untuk mempunyai dan 
menjalankan usaha sendiri. Kepada setiap orang yang bergabung dapat 
mengkonsumsi produk dengan potongan harga serta sekaligus dapat 
menjalankan kegiatan usaha secara sendiri dengan cara menjual produk/jasa dan 
mengajak orang lain untuk ikut bergabung dalam kelompoknya.2 
Ruang lingkup bisnis MLM ini apabila ditinjau dalam kajian fiqh 
kontemporer memiliki dua aspek, yaitu produk barang atau jasa yang dijual dan 
cara ataupun sistem penjualan (selling/marketing).  
Perusahaan yang menjalankan bisnisnya dengan sistem MLM tidak hanya 
menjalankan penjualan produk barang, tetapi juga produk jasa, yaitu jasa 
marketing yang berlevel-level (bertingkat-tingkat) dengan imbalan berupa 
marketing fee, bonus, dan sebagainya, dimana semua itu bergantung pada 
prestasi, penjualan, dan status keanggotaan distributor. Jasa perantara penjualan 
ini (makelar) dalam terminology fiqh disebut “ samsarah/simsar” ialah 
perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang mencari  mencarikan 
1 Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu Yusuf, “Sekilas Tentang MLM”, dalam 
http://aliph.wordpress.com/2013/11/10/multi-level-marketing (10 November 2013) 
2 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam cet 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 170 
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pembeli) atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual 
beli). 3  Pekerjaan samsarah/simsar berupa makelar, distributor, agen, dan 
sebagainya dalam fiqh Islam adalah termasuk akad Ijarah, yaitu suatu transaksi 
yang memanfaatkan jasa orang dengan memberinya suatu imbalan. 
Sistem perdagangan Multi Level Marketing (MLM) dilakukan dengan cara 
menjaring calon nasabah yang sekaligus berfungsi sebagai konsumen dan 
member dari perusahaan yang melakukan praktek MLM. Secara rinci, sistem 
perdagangan Multi Level Marketing MLM) dilakukan dengan cara sebagai 
berikut:4 
1. Mula-mula pihak perusahaan berusaha menjaring konsumen untuk menjadi 
member dengan cara mengharuskan calon konsumen membeli paket 
produk perusahaan dengan harga tertentu dan terkadang lebih tinggi dari 
harga biasa. 
2. Dengan membeli paket produk perusahaan tersebut, pihak pembeli diberi 
satu formulir keanggotaan (member) dari perusahaan. 
3. Sesudah menjadi member, maka tugas berikutnya adalah mencari calon 
member-member baru dengan cara seperti di atas, yakni membeli produk 
perusahaan dan mengisi formulir keanggotaan. 
4. Para member baru juga bertugas mencari calon member-member baru lagi 
dengan cara seperti di atas, yakni membeli produk perusahaan dan mengisi 
formulir keanggotaan. 
5. Jika member mampu menjaring member-member baru yang banyak, maka 
ia akan mendapat bonus dari perusahaan. Semakin banyak member yang 
dapat dijaring, maka semakin banyak pula bonus yang akan didapatkan, 
karena perusahaan merasa diuntungkan oleh banyaknya member yang 
sekaligus menjadi konsumen paket produk perusahaan. 
6. Dengan adanya para member baru yang sekaligus menjadi konsumen paket 
produk perusahaan, maka member yang berada pada level pertama 
(member awal/ pelopor), kedua dan seterusnya akan selalu mendapatkan 
bonus secara estafet dari perusahaan karena perusahaan merasa 
3 Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah Vol. III, (Lebanon : Darul Fikri, 1981), 159. 
4 Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual, (Jakarta : P.T. Al-Mawardi Prima, 
2003), 285-286. (Nomor: 11/Fatwa/MUI-DKI/II/2000). 
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diuntungkan dengan adanya member-member baru yang sekaligus menjadi 
konsumen paket produk perusahaan. 
 
Dampak negatif MLM menurut Dewan Syariah Partai Keadilan melalui 
fatwa No.02/K/DS-P/VI/11419, di antaranya : obsesi yang berlebihan untuk 
mencapai target penjualan tertentu karena terpacu oleh sistem ini, suasana tidak 
kondusif yang kadang mengarah pada pola hidup hedonis ketika mengadakan 
acara rapat dan pertemuan bisnis, banyak yang keluar dari tugas dan pekerjaan 
tetapnya karena terobsesi akan mendapat harta yang banyak dalam waktu 
singkat. System ini akan memperlakukan seseorang (mitranya) berdasarkan 
target-target penjualan kuantitatif material yang mereka capai yang pada 
akhirnya dapat mengindikasikan seseorang yang berjiwa materialis dan 
melupakan tujuan asasinya untuk dekat kepada Allah di dunia dan akhirat.5 
 
Permasalahan multilevel marketing dalam lembaga keuangan 
syariah. 
 
Prinsip mu’amalah dalam Islam menekankan adanya kejelasan asal-usul 
hasil bisnis. Dalam hal ini, imbalan yang diperoleh upline dan downline 
haruslah jelas darimana usulnya. Jika asal usul imbalan tidak jelas, maka 
minimal hukumnya syubhat. Kejelasan asal usul imbalan tersebut akan 
mengeliminir faktor gharar yang berpotensi terjadi pada bisnis MLM. Dan akad 
yang gharar diharamkan oleh islam. 
Disini upline mendapatkan bonus yang kurang jelas, dengan diam saja 
upline mendapatkan bonus sedangkan downline yang tidak dapat memenuhi 
target yang ditentukan tidak akan mendapkan bonus. 
Dalam multilevel marketing perusahaan berusaha menjaring konsumen 
untuk menjadi member dengan cara mengharuskan calon konsumen membeli 
paket produk perusahaan dengan harga tertentu dan terkadang lebih tinggi dari 
harga biasa.  
Dengan adanya para member baru yang sekaligus menjadi konsumen paket 
produk perusahaan, maka member yang berada pada level pertama (member 
awal/ pelopor), kedua dan seterusnya akan selalu mendapatkan bonus secara 
5 Setiawan Budi Utomo, FIQIH AKTUAL-Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer, (Jakarta:Gema 
Insani Press, 2003), 103-104. 
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estafet dari perusahaan karena perusahaan merasa diuntungkan dengan adanya 
member-member baru yang sekaligus menjadi konsumen paket produk 
perusahaan. 
 
Landasan hukum multilevel marketing dalam Praktik Perbankan 
Syariah 
1. Al-Qur’an 
QS. An-Nisa’ ayat 29 
                           
                        
“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu”. 
 
2. Hadits  
Begitu pula Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 
 َﯿِﺨْﻟﺎِﺑ ِنَﺎّﻌَِﯿﺒْﻟاﺎَﻤَُﮭﻟ َكِرُﻮﺑ َﺎﻨﱠَﯿﺑَو َﺎَﻗﺪَﺻ ِْنَﺈﻓ ﺎَﻗ ﱠَﺮَﻔَﺘﯾ ْﻢَﻟ ﺎَﻣ ِرﺎ َﺎَﺑﺬَﻛ ْنِإَو ﺎَﻤِﮭِﻌَْﯿﺑ ﻰِﻓ 
ﺎَﻤِﮭِﻌَْﯿﺑ ُﺔَﻛَﺮَﺑ َْﺖﻘِﺤُﻣ ﺎََﻤﺘَﻛَو 
“Orang yang bertransaksi jual beli masing-masing memilki hak khiyar 
(membatalkan atau melanjutkan transaksi) selama keduanya belum 
berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan 
mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan 
tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang” 
(Muttafaqun ‘alaih). 
 
Rasulullah SAW bersabda dalam hadits shahih yang diriwayatkan Imam 
Muslim, sebagai berikut: 
 ِﻊَْﯿﺑ ْﻦَﻋَو ِةﺎَﺼَﺤْﻟا ِﻊَْﯿﺑ ْﻦَﻋ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِﷲ ُلْﻮُﺳَر ﻰََﮭﻧ َلَﺎﻗ َةَﺮْﯾَﺮُھ ِﻲَﺑأ ْﻦَﻋ




































 “Rasulullah SAW melarang terjadinya transaksi jual beli yang 
mengandung gharar" (HR. Muslim). 
 
 
3. Kaidah Fiqh 
 
ﻞﺻﻷا ﻲﻓ تﻼﻣﺎﻌﻤﻟا ﺔﺑﺎﺟﻹا ﻻإ نأ لﺪﯾ ﻞﯿﻟد ﻰﻠﻋ ﺎﮭﻤﯾﺮﺤﺗ 
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada 
dalil yang mengharamkannya.”  
ﻼﻀﻓ ﺮﺜﻜﻟ نﺎﻛ ﻼﻌﻓ ﺮﺜﻛا نﺎﻛ ﺎﻣ 
“Apa yang lebih banyak perbuatannya, tentu lebih banyak keutamaannya“  
Bila dikaitkan dengan multilevel marketing maka terlihat jika pemilik 
upline porsi kerjanya lebih banyak maka keuntungannya juga akan lebih 
banyak, akan tetapi ketika pemilik upline sedikit menjalankan usaha atau 
kerjanya maka hasilnya juga akan sedikit. Yang mana kaidah ini berdasarkan 
Sabda Nabi Muhammad SAW kepada Aisyah ra. : 
(ﻢﻠﺴﻣ هاور) ﻚﺒﺼﻧ رﺪﻗ ﻰﻠﻋ كﺮﺟا 
“Pahalamu adalah berdasar kadar usahamu”6 
 
Nalar Istinbath 
Beragamnya bentuk bisnis MLM membuat sulit untuk menghukumi secara 
umum, namun ada beberapa sistem MLM yang jelas keharamannya, yaitu 
menggunakan sistem sebagai berikut : 
1. Menjual barang-barang yang diperjualbelikan dalam sistem MLM dengan 
harga yang jauh lebih tinggi dari harga wajar, maka hukumnya haram 
karena secara tidak langsung pihak perusahaan telah menambahkan harga 
yang dibebankan kepada pihak pembeli sebagi sharing modal dalam akad 
syirkah mengingat pembeli sekaligus akan menjadi member perusahaan 
yang apabila ia ikut memasarkan akan mendapat keuntungan estafet. 
Dengan demikian praktek perdagangan MLM mengandung unsur 
6 Abdul Mudjib,Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh,(Jakarta : Kalam Mulia, 1999),79 
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kesamaran atau penipuan karena terjadi kekaburan antara akad jual beli, 
syirkah dan mudlarabah, karena pihak pembeli sesudah menjadi member 
juga berfungsi sebagai pekerja yang akan memasarkan produk perusahaan 
kepada calon pembeli atau member baru. Calon anggota mendaftar 
keperusahaan MLM dengan membayar uang tertentu, dengan ketentuan dia 
harus membeli produk perusahaan baik untuk dijual lagi atau tidak dengan 
ketentuan yang telah ditetapkan untuk bisa mendapatkan point atau bonus. 
Dan apabila tidak bisa mencapai target tersebut maka keanggotaannya akan 
dicabut dan uangnya pun hangus. Ini diharamkan karena unsur gharar 
(spekulasi) nya sangat jelas dan ada unsur kedhaliman terhadap anggota. 
2. Calon anggota mendaftar dengan membayar uang tertentu, tapi tidak ada 
keharusan untuk membeli atau menjual produk perusahaan, dia hanya 
berkewajiban mencari anggota baru dengan cara seperti diatas, yakni 
membayar uang pendaftaran. Semakin banyak anggota maka akan semakin 
banyak bonusnya. Ini adalah bentuk riba karena menaruh uang 
diperusahaan tersebut kemudian mendapatkan hasil yan lebih banyak. 
MLM dengan beberapa model diatas telah jelas keharamannya, namun 
bagaimana sebenarnya hukum MLM secara umum ?. 
Keterangan dari Syaikh Salim Al-Hilali Hafidzahullah. Beliau berkata : “ 
Banyak pertanyaan seputar bisnis yang banyak diminati oleh khalayak ramai. 
Yang secara umum gambarannya adalah mengikuti pola piramida dalam sistem 
pemasaran, dengan cara setiap anggota harus mencari anggota- anggota baru 
dan demikian seterus selanjutnya. Setiap anggota membayar  uang pada 
perusahaan dengan jumlah tertentu dengan iming-iming dapat bonus, semakin 
banyak anggota dan memasarkan produknya maka akan semakin banyak bonus 
yang dijanjikan. Sebenarnya kebanyakan anggota MLM ikut bergabung dalam 
perusahaan tersebut adalah karena adanya iming-iming bonus tersebut dengan 
harapan agar cepat kaya dalam waktu yang sesingkat mungkin dan bukan 
karena dia membutuhkan produknya. Bisnis model ini adalah perjudian murni, 
karena beberapa sebab berikut, yaitu: 
1. Sebenarnya anggota MLM ini tidak menginginkan produknya, akan tetapi 




































cepat yang akan diperoleh setiap anggota hanya dengan membayar sedikit 
uang. 
2. Harga produk yang dibeli sebenarnya tidak sampai 30% dari uang yang 
dibayarkan pada perusahaan MLM. 
3. Bahwa produk ini bisa dipindahkan oleh semua orang dengan biaya yang 
sangat ringan, dengan cara mengakses dari situs perusahaan MLM ini 
dijaringan internet. 
4. Bahwa perusahaan meminta para anggotanya untuk memperbaharui 
keanggotaannya setiap tahun dengan di iming-imingi berbagai program 
baru yang akan diberikan pada mereka. 
5. Tujuan perusahaan adalah membangun jaringan personil secara estafet dan 
berkesinambungan. Yang mana ini akan menguntungkan anggota yang 
berada pada level atas (Upline) sedangkan level bawah (downline) selalu 
memberikan nilai point pada yang berada dilevel atas mereka. 
Berdasarkan ini semua, maka  sistem bisnis semacam ini tidak diragukan 
lagi keharamannya karena beberapa sebab yaitu : 
1. Ini adalah penipuan dan manipulasi terhadapa anggota. 
2. Produk MLM ini bukanlah tujuan yang sebenarnya. Produk in hanya 
bertujuan untuk mendapat izin dalam undang-undang dan hukum syar’i. 
3. Banyak dari kalangan pakar ekonom dunia sampai pun orang-orang non 
muslim meyakini bahwa jaringan piramida ini adalah sebuah permainan 
dan penipuan, oleh karena itu mereka melarangnya karena bisa 
membahayakan perekonomian nasional baik bagi kalangan individu 
maupun bagi masyarakat umum. Berdasarkan ini semua, tatkala kita 
mengetahui bahwa hukum syar’I didasarkan pada maksud dan hakekatnya 
serta bukan sekedar polesan luarnya, maka perubahan nama sesuatu yang 
haram akan semakin menambah bahayanya karena ini berarti terjadi 
penipuan terhadap Allah dan Rasul-Nya, oleh karena itu sistem bisnis 
semacam ini adalah haram dalam pandangan syar’I. Kalau ada yang 
bertanya : “Bahwasanya bisnis ini bermanfaat bagi sebagian orang” 
Jawabannya : “Adanya manfaat pada sebagian orang tidak bisa 




































“Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah : Pada 
keduanya itu terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi 
manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya” (QS Al-
Baqarah:219) 
 
Tatkala bahaya dari khamr dan perjudian itu lebih banyak daripada 
manfaatnya, maka keduanya dengan sangat tegas diharamkan. Kesimpulannya, 
bisnis ini adalah memakan harta manusia dengan cara yang bathil, juga 
merupakan bentuk spekulasi dan spekulasi adalah bentuk perjudian”  
 
Rangkuman 
1. Perusahaan yang menjalankan bisnisnya dengan sistem MLM tidak hanya 
menjalankan penjualan produk barang, tetapi juga produk jasa, yaitu jasa 
marketing yang berlevel-level (bertingkat-tingkat) dengan imbalan berupa 
marketing fee, bonus, dan sebagainya, dimana semua itu bergantung pada 
prestasi, penjualan, dan status keanggotaan distributor.  
2. Jasa perantara penjualan ini (makelar) dalam terminology fiqh disebut 
“samsarah/simsar” ialah perantara perdagangan (orang yang menjualkan 
barang mencari  mencarikan pembeli) atau perantara antara penjual dan 
pembeli untuk memudahkan jual beli). Pekerjaan samsarah/simsar dalam 
fiqh Islam adalah termasuk akad Ijarah, yaitu suatu transaksi yang 
memanfaatkan jasa orang dengan memberinya suatu imbalan. 
3. Prinsip mu’amalah dalam Islam menekankan adanya kejelasan asal-usul 
hasil bisnis. Imbalan yang diperoleh upline dan downline haruslah jelas 
darimana usulnya. Jika asal usul imbalan tidak jelas, maka minimal 
hukumnya syubhat. Kejelasan asal usul imbalan tersebut akan mengeliminir 
faktor gharar yang berpotensi terjadi pada bisnis MLM. Dan akad yang 










































1. Bagaimana hukum MLM menurut syara’? 
2. Bagaimana cara MLM menjaring nasabah ? 
3. Apa dampak negatif masyarakat dengan adanya MLM ini? 
4. Dari mana sajakah pendapatan MLM sehingga bisa membayar tenaga 
marketing-marketingnya? 













































Bank syariah berfungsi sebagai penghimpun dana dari nasabah dan 
penyalur dana bagi kegiatar sector riil. Kuis berhadiah bertujuan menghimpun 
dana nasabah dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan mudharabah. 
Pada bagian ini, kuis berhadiah menjadi fokus perkuliahan. Pembahasan 
mencakup pengertian kuis berhadiah, permasalahan kuis berhadiah dalam 
lembaga keuangan syariah, Landasan hukum kuis berhadiah dalam praktik 
perbankan syariah,  dan ditutup dengan Nalar istinbath hukum darai dalil-dalil 
yang dipaparkan.  Paket ini merupakan pengantar untuk meningkatkan 
kemampuan mahasiswa-mahasiswi dalam memahami produk perbankan syariah 
berupa kuis berhadiah. 
Cakupan di atas disajikan oleh penampilan sebuah contoh permasalahn 
yang muncul pada produk perbankan syariah berupa kuis berhadiah baik yang 
artificial (seperti dicontohkan langsung oleh dosen) ataupun yang faktual 
(seperti cuplikan atau gambar-gambar interaktif). Di luar contoh tersebut, akan 
dipertimbangkan selama relevan dan mendukung tema kuis berhadiah  ini.  
Langkah tersebut diupayakan untuk menggali ide-ide dan potensi kreatif 
mahasiswa-mahasiswi dalam memahami kuis berhadiah yang lebih efektif. Dari 
sini, peta pengetahuan dan kemampuan memahami materi mereka akan 
diketahui untuk kemudian dilakukan diskusi dan membuat mindmap hasil 
diiskusi kelompok. Penggunaaan multi media dalam perkuliahan juga 
diharapkan untuk mengoptimalisasi pencapaian kompetensi dasar dan indikator 
yang telah ditargetkan. Selain multi media paket ini membutuhkan media 











































Rencana Pelaksanaan Perkuliahan  
Kompetensi Dasar  
Mampu memecahkan masalah hukum Islam dalam praktik KUIS 
BERHADIAH. 
 
Indikator   
Pada akhir perkuliahan mahasiswa-mahasiswi diharapkan mampu:   
1. Mahasiswa mampu mendeskripsikan problem hukum Islam dalam praktik 
kuis berrhadiah di lembaga penyiaran/jasa komunikasi 
2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dalil syara’ dan kaidah ushul yang 
dapat digunakan sebagai landasan instinbath. 
3. Mahasiswa mampu merangkai nalar istinbath dalam memecahkan masalah 
hukum kuis berhadiah. 
  
Waktu   
3x50 menit  
 
Materi Pokok  
Kuis berhadiah 
1. Pengertian kuis berhadiah. 
2. Permasalahan kuis berhadiah dalam lembaga keuangan syariah.  
3. Landasan hukum kuis berhadiah dalam praktik perbankan syariah. 
4. Nalar istinbathh. 
 
Langkah-langkah Perkuliahan  
Kegiatan Awal (15 menit) 
1. Menjelaskan kompetensi dasar 
2. Menjelaskan indikator 
3. Penjelasan langkah kegiatan perkuliahan paket ini 
4. Brainstorming dengan memberikan gambaran tentang kuis berhadiah. 
 
Kegiatan Inti (70 menit) 
1. Mahasiswa dibagai dalam 4 kelompok 




































Kelompok  1: Pengertian kuis berhadiah. 
Kelompok  2: Permasalahan kuis berhadiah dalam lembaga keuangan 
syariah. 
Kelompok  3: Landasan hukum kuis berhadiah dalam praktik perbankan 
syariah. 
Kelompok  4: Nalar istinbathh. 
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok 
4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan 
klarifikasi 
5. Praktik komunikasi verbal dan non verbal 
6. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan 
sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi 
 
Kegiatan Penutup (10 menit) 
1. Menyimpulkan hasil perkuliahan 
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat 
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 
 
Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit) 
1. Memberi tugas latihan 
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya. 
Lembar Kegiatan Mahasiswa  
Membuat mindmap tentang kuis berhadiah, dalil-dalil kuis berhadiah, 
permasalahan kuis berhadiah dalam lembaga keuangan syariah dan nalar 
istinbathh hukum dari dalil-dalil yang disampaikan. 
 
Tujuan 
Mahasiswa dapat memahami dan membuat mindmap kuis berhadiah, dalil-
dalil kuis berhadiah dan permasalahan kuis berhadiah dalam lembaga keuangan 








































Bahan dan alat 
Lembar kegiatan,  lembar penilaian, kartu nilai, kertas plano, boardmarker 
dan solatip.  
 
Langkah-langkah kegiatan  
1. Setiap kelompok memilih koordinator kelompok dan penulis konsep. 
2. Mendiskusikan setiap materi yang telah ditentukan pada setiap 
kelompok. 
3. Hasil diskusi setiap kelompok ditulis dalam bentuk mindmaping.  
4. Bagi kelompok yang pesrentasi menempelkan hasil diskusi kelompok di 
papa tulis kelas.  
5. Koordinator kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok 
masing-masing. 
6. Presentasi kelompok secara bergantian, setiak kelompok 5 menit. 
7. Setiap kelompok memberikan tanggapan dari presentasi kelompok lain. 
8. Jumlahkan nilai masing-masing kelompok, dan tentukan pemenangnya. 
 
Tabel 5.1: Daftar Nilai Diskusi kelas. 
 
KELOMPOK NILAI JUMLAH 
I      
II      
III      
IV      
 
Keterangan Nilai: 












































Uraian Materi  
KUIS BERHADIAH 
 
Definisi kuis menurut Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry dalam 
Kamus Ilmiah Populer adalah daftar pertanyaan berhadiah; tanya jawab lewat 
radio; pertanyaan-pertanyaan di kelas; pertanyaan uji dan teka-teki. Jika 
diperhatikan dari definisi tersebut, pada hakekatnya kuis merupakan latihan 
keterampilan untuk mengasah otak yang pada prinsipnya tidak ada celah untuk 
mengharamkamnya1. 
Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma’ruf Amin, 
memaparkan, definisi SMS berhadiah yang dinyatakan haram itu adalah suatu 
model pengiriman SMS mengenai berbagai masalah tertentu yang disertai 
dengan janji pemberian hadiah2, baik melalui undian ataupun melalui akumulasi 
jumlah (frekwensi) pengiriman SMS yang paling tinggi. 
SMS berhadiah ini seperti kontes, kuis, olahraga, permainan (games), 
kompetisi dan berbagai bentuk kegiatan lainnya, yang menjanjikan hadiah yang 
diundi diantara para peserta pengirim SMS baik dalam bentuk materi (uang), 
natura, paket wisata dan lain sebagainya3AFI, Indonesian idol  dan lainnya. 
 
1.    Undian yang Haram 
Ada banyak bentuk undian yang diharamkan, di antaranya adalah undian 
yang digunakan untuk menentukan siapa yang menang dalam sebuah perjudian. 
Selain itu mengundi nasib dengan anak panah juga termasuk undian yang 
diharamkan. 
1 Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, Kamus Ilmiah Popular (Surabaya: Penerbit Arbola, 
1994), 386. 
2 MUI Haramkan SMS Berhadiah, dalam http://www.pakdenono.com/ (Selasa, 30 Mei 06) 
3Keputusan Komisi B Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ii Tahun 2006 Tentang Masa’il 






































a.         Undian untuk Perjudian 
Undian yang diharamkan adalah undian untuk berjudi. Sehingga pada 
hakikatnya yang diharamkan memang judinya, bukan semata-mata 
undiannya.Berjudi adalah mengundi dengan mempertaruhkan uang atau harta. 
Bila dalam undian itu menang, maka dia berhak mengambil uang lawan 
mainnya yang kalah. Sebaliknya, bila dalam undian itu kalah, maka uangnya 
pun harus direlakan untuk diambil oleh yang menang. Praktek mengundi untuk 
berjudi ini tentu saja hukumnya haram, berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 219 
sebagai berikut: 
                                                   
                                         
         
 
Artinya:“mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: 
"Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi 
manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka 
bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari 
keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya 
kamu berfikir.” (QS. Al-Baqarah: 219) 
 
b.      Mengundi Nasib (Azlaam) 
Bentuk lain dari pengundian yang diharamkan adalah pengundian dengan 
menggantungkan nasib kepada ramalan hasil undian. Orang Arab jahiliyah biasa 
mengundi nasib mereka dengan menggunakan anak panah. Namun yang 
dimaksud dengan mengundi itu sebenarnya adalah percaya serta meyakini 
ramalan tentang masa depan. Bentuknya dengan mendatangi dukun untuk minta 
diramalkan tentang nasibnya di masa depan. Maka dukun akan memberinya 




































yang tertutup itu bertuliskan nasib baik, maka dia akan percaya dengan nasib 
baik itu. Dan berlaku juga sebaliknya. 
Istilah yang tepat untuk mengundi nasib dengan menggunakan anak panah 
ini adalah azlaam. Dan hukumnya memang haram, sebagaimana haramnya judi. 
Berdasarkan surat Al-maidah ayat 90 sebagai berikut: 
 
                                             
                 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) 
khamar, berjudi, (berkorbanuntuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, 
adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatanitu 
agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Maidah:90) 
 
2.    Undian yang Halal 
Sedangkan bentuk mengundi yang dihalalkan adalah undian yang terlepas 
dari pratek perjudian atau ramalan. 
Contoh undian yang dihalalkan antara lain: 
a.       Undian Nabi kepada Isteri-isteri untuk Ikut Perjalanan 
Merupakan kebiasaan praktek nabi SAW setiap kali akan mengadakan 
perjalanan, beliau menentukan siapa yang ikut mendampingi lewat sebuah 
undian. Maka setiap akan berangkat safar, beliau SAW pun mengundi di antara 
isteri-isterinya. Yang namanya keluar, maka dia berhak ikut mendampingi 
beliau SAW. Yang namanya tidak keluar dalam undian itu, harus rela tinggal di 
Madinah. 
“Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bila akan bepergian, beliau 
mengadakan undian bagi isteri-isterinya. Siapa pun yang keluar anak 




































Undian seperti ini bukan judi, juga bukan ramalan. Meski berbau nasib-
nasiban, tetapi lepas dari hal-hal esensial yang dilarang Allah SWT. Dan beliau 
SAW sebagai nabi yang diutus membawa syariah telah melakukannya. 
b.      Sayembara Berhadiah 
Kuis atau sayembara dalam literatur fiqih disebut dengan istilah 'Ju`al' dan 
hukumnya boleh. Pada hakikatnya praktek jual adalah seorang mengumumkan 
kepada khalayak bahwa siapa yang bisa mendapatkan barangnya yang hilang, 
akan diberi imbalan tertentu. Sayembara ini berlaku untuk siapa saja tanpa harus 
ada kesepakatan antara pemberi hadiah dengan peserta lomba sebelumnya. 
Dengan dasar sayembara ini, maka undian atau kuis dibolehkan. 
Al-Quran Al-Karim menceritakan tentang kisah saudara Nabi Yusuf as 
yang mendapatkan pengumuman tentang hilangnya gelas/ piala milik raja. 
Kepada siapa yang bisa menemukannya, dijanjikan akan mendapat hadiah. 
Sesuai dengan firman Allah SWT surat Yusuf ayat 70-73 sebagai berikut: 
                              
                                
                                   
            
Artinya: Maka tatkala telah disiapkan untuk mereka bahan makanan mereka, 
Yusuf memasukkan piala (tempat minum) ke dalam karung saudaranya. 
kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan: "Hai kafilah, 
Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri". Mereka menjawab, 
sambil menghadap kepada penyeru-penyeru itu: "Barang Apakah yang hilang 
dari pada kamu?" Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, 
dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan 
(seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". Saudara-saudara Yusuf 
Menjawab "Demi Allah Sesungguhnya kamu mengetahui bahwa Kami datang 







































Permasalahan Kuis Berhadiah Dalam Lembaga Keuangan Syariah. 
 
Suatu undian yang mensyaratkan peserta untuk membayar biaya 
tertentu, baik langsung atau tidak langsung seperti membayar melalui pulsa 
telepon premium call (diatas tarif biasa) dimana pihak penyelenggara akan 
menerima sejumlah uang tertentu dari para peserta, lalu hadiah diambilkan dari 
jumlah uang yang terkumpul dari pemasukan premium call itu, maka ini 
termasuk judi dan undian seperti ini haram hukumnya meski diberi nama 
apapun. 
Letak judinya jelas terlihat pada harga yang lebih dari tarif SMS biasa. 
Misalnya jika biaya mengirim SMS reguler adalah rata – rata Rp 350,- namun 
karena digunakan untuk mengirim SMS kuis tertentu, maka harganya menjadi 
Rp. 1000,- atau bahkan lebih tergantung pihak penyelenggara kuis. Bila pihak 
provider mengambil Rp. 350 per SMS, maka keuntungannya adalah Rp. 650,-. 
Angka ini biasanya dibagi dua antar pihak penyelenggara dengan provider 
masing-masing 50 %. Maka keuntungan pihak penyelenggara kuis SMS adalah 
Rp. 325,-. Bila peserta kuis SMS ini jumlahnya mencapai 5 juta orang, maka 
keuntungan bersih penyelenggara kuis SMS adalah Rp. 1.625.000.000. Uang 
sejumlah ini bisa untuk membeli beberapa mobil Kijang dan beberapa sepeda 
motor. Lalu 5 juta orang peserta SMS itu tidak mendapat apa-apa dari Rp 
1.000,- yang mereka keluarkan, karena yang menang hanya beberapa orang 









































Rasulullah SAW bersabda: 
 ُ ﱠ� ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠ� ﱠﻲَِﺒﻧ ﱠَنأ) :وٍﺮْﻤَﻋ ِﻦْﺑ ِ ﱠ� ِﺪْﺒَﻋ ْﻦَﻋ  ِﺔَﺑﻮُﻜْﻟاَو ِﺮِﺴْﯿَﻤْﻟاَو ِﺮْﻤَﺨْﻟا ْﻦَﻋ ﻰََﮭﻧ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ  َﺮَْﯿُﺒﻐْﻟاَو َلَﺎﻗَو ِءا
دواد ﻮﺑأ هاور .ٌماَﺮَﺣ ٍﺮِﻜْﺴُﻣ ﱡﻞُﻛ 
Dari Abdullah ibn 'Amr : "Sesungguhnya Nabi SAW. melarang khamar dan 
judi, serta gendang dan ketipung. Dan bersabdalah beliau: setiap yang 
memabukkan adalah haram. (HR Abu Daud) 
 
Praktek mengundi untuk berjudi ini tentu saja hukumnya haram, berdasarkan surat 
Al-Baqarah ayat 219 sebagai berikut: 
 
                                                   
                                         
         
 
Artinya:“mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: 
"Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi 
manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka 
bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari 
keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya 
kamu berfikir.” (QS. Al-Baqarah: 219) 
Berdasarkan surat Al-maidah ayat 90 sebagai berikut: 
 
                                             
                 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) 
khamar, berjudi, (berkorbanuntuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, 
adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatanitu 
agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Maidah:90) 
 
Al-Quran Al-Karim menceritakan tentang kisah saudara Nabi Yusuf as 




































Kepada siapa yang bisa menemukannya, dijanjikan akan mendapat hadiah. 
Sesuai dengan firman Allah SWT surat Yusuf ayat 70-73 sebagai berikut: 
                             
                                
                                   
            
Artinya: Maka tatkala telah disiapkan untuk mereka bahan makanan mereka, 
Yusuf memasukkan piala (tempat minum) ke dalam karung saudaranya. 
kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan: "Hai kafilah, 
Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri". Mereka menjawab, 
sambil menghadap kepada penyeru-penyeru itu: "Barang Apakah yang hilang 
dari pada kamu?" Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, 
dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan 
(seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". Saudara-saudara Yusuf 
Menjawab "Demi Allah Sesungguhnya kamu mengetahui bahwa Kami datang 





Dalam permasalahan diatas, SMS berhadiah hukumnya haram karena 
mengandung unsur judi (maysir), tabdzir, gharar, dharar, ighra' dan israf. 
Akan tetapi sebelum menetapkan hukum kuis berhadiah dalam 
persepektif hukum Islam, ada baiknya jika melihat terlebih dahulu beberapa 
alasan yang melandasi keputusan jumhur ulama mutaakkhirin tentang haramnya 
mengikuti kuis berhadiah yang akhir-akhir ini banyak dijumpai di beberapa 
media koran dan elektronik baik yang menggunakan fasilitas Premium call 
maupun SMS (short message service) dari operator telephone selluler. 
Hukum kuis berhadiah dengan fasilitas SMS atau telpon adalah haram 




































disebutkan dalam Al-Qur'an, apabila terpenuhi salah satu diantara beberapa hal 
sebagai berikut:  
a. Para penebak membayar sejumlah dana dalam bentuk pulsa sebagai 
syarat untuk kemungkinan berhasil memperoleh keuntungan dengan 
resiko kerugian hilangnya dana yang telah dibayarkan. 
b. Pihak penyelenggara memperoleh keuntungan yang bersumber dari 
pembayaran sejumlah dana oleh para penebak. 
c. Keuntungan bagi pihak penyelenggara dan hadiah bagi sebagian 
penebak itu berkibat pada kerugian bagi para penebak lain dengan 
hilangnya dana yang telah dibayarkan. 
 
Ada beberapa ketentuan hukum yang mendasari Kuis SMS berhadiah 
dihukumi haram dalam pelaksanaannya karena mengandung salah satu dari 4 
hal, sebagaimana yang diputuskan dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-
Indonesia diantaranya :  
1. SMS berhadiah hukumnya haram karena mengandung unsur judi (maysir), 
tabdzir, gharar, dharar, ighra' dan israf ;  
• Maysir yaitu mengundi nasib dimana konsumen akan berharap-harap 
cemas memperoleh hadiah besar dengan cara mudah. 
• Tabdzir yaitu permainan SMS berhadiah cenderung membentuk perilaku 
mubadzir yang menyia-nyiakan harta dalam kegiatan yang berunsur 
maksiat/haram. 
• Gharar yaitu permainan yang tidak jelas (bersifat mengelabui), 
dimaksudkan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya oleh 
produsen/penyedia jasa melalui trick pemberian hadiah atau bonus 
• Dharar yaitu membahayakan orang lain akibat dari permainan judi 
terselubung yang menyesatkan dengan pemberian hadiah kemenangan di 




































• Ighra' yaitu membuat angan-angan kosong dimana konsumen dengan 
sendirinya akan berfantasi-ria mengharap dapat hadiah yang menggiurkan. 
Akibatnya, menimbulkan mental malas bekerja karena untuk mendapatkan 
hadiah tersebut dengan cukup menunggu pengumuman. Israf, yaitu 
pemborosan, dimana peserta mengeluarkan uang diluar kebutuhan yang 
wajar.  
• Hukum tersebut dikecualikan jika hadiah bukan ditarik dari peserta SMS 
berhadiah. 
2. SMS berhadiah yang diharamkan dapat berbentuk bisnis kegiatan kontes, 
kuis, olahraga, permainan (games), kompetisi dan berbagai bentuk kegiatan 
lainnya, yang menjanjikan hadiah yang diundi diantara para peserta 
pengirim SMS baik dalam bentuk materi (uang), natura, paket wisata dan 
lain sebagainya 
3. Hadiah dari SMS yang diharamkan adalah yang berasal dari hasil peserta 
pengirim SMS yang bertujuan mencari hadiah yang pada umumnya 
menggunakan harga premium yang melebihi biaya normal dari jasa/manfaat 
yang diterima. 
4. Hukum haram untuk SMS berhadiah ini berlaku secara umum bagi pihak-
pihak yang terlibat baik bisnis penyelenggara acara, provider 
telekomunikasi, peserta pengirim, maupun pihak pendukung lainnya. 
 
Rangkuman 
1. Pada hakekatnya kuis merupakan latihan keterampilan untuk mengasah otak 
yang pada prinsipnya tidak ada celah untuk mengharamkamnya.  
2. SMS berhadiah yang dinyatakan haram itu adalah suatu model pengiriman 
SMS mengenai berbagai masalah tertentu yang disertai dengan janji 
pemberian hadiah baik melalui undian ataupun melalui akumulasi jumlah 








































Soal latihan : 
1. Apa yang dimaksud dengan kuis berhadiah ? 
2. Mengapa kuis berhadiah marak terjadi di Indonesia ? 
3. Jelaskan bentuk-bentuk kuis berhadiah? 
4. Bagaimana hukum kuis berhadiah ditinjau dari segi hukum Islam? 













































Sistem Evaluasi dan Penilaian 
 
SISTEM EVALUASI DAN PENILAIAN 
  
 
A. Proses Penilaian Perkuliahan 
Pengambilan nilai dalam mata kuliah Pemecahan Masalah Hukum 
Ekonomi dan Bisnis Islam ini menggunakan Sistem Evaluasi Penilaian 
sebagaimana dalam Buku Panduan Penyelenggaraan Pendidikan UIN Sunan 
Ampel Tahun 2014 yang terdiri atas 4 macam penilaian: 
1. Ujian Tengah Semester (UTS)  
UTS dapat dilaksanakan setelah mahasiswa menguasai minimal 6 paket 
I bahan perkuliahan (paket 1–6) . Materi UTS diambil dari pencapaian 
indikator pada tiap-tiap paket. Bentuk soal dapat berupa pilihan ganda, 
essay, atau perpaduan antara keduanya. Waktu ujian 1 jam perkuliahan 
(100 menit). Komponen dan jumlah soal diserahkan kepada Dosen 
pengampu matakuliah dengan skor maksimal 100. 
2. Tugas 
Tugas merupakan produk (hasil kreatifitas) mahasiswa dari keunggulan 
potensi utama yang ada dalam dirinya. Hasil kreatifitas dapat disusun 
secara individual atau kelompok yang bersifat futuristik dan memberi 
manfaat bagi orang lain (bangsa dan negara). Petunjuk cara 
mengerjakan tugas secara lebih rinci diserahkan kepada Dosen 
pengampu. Skor tugas mahasiswa maksimal 100. 
3. Ujian Akhir Semester (UAS) 
UAS dapat dilaksanakan setelah mahasiswa menguasai minimal 6 paket 
II bahan perkuliahan (paket 7–12). Materi UAS diambil dari pencapaian 
indikator pada tiap-tiap paket. Bentuk soal dapat berupa pilihan ganda, 
essay, atau perpaduan antara keduanya. Waktu ujian 1 jam perkuliahan 
(100 menit). Komponen dan jumlah soal diserahkan kepada Dosen 
pengampu matakuliah dengan skor maksimal 100. 
4. Performance 
Performance, merupakan catatan-catatan keaktifan mahasiswa dalam 
mengikuti perkuliahan mulai pertemuan pertama hingga pertemuan 
terakhir antara 14–16 pertemuan. Dosen dapat memberi catatan pada 
setiap proses perkuliahan kepada masing-masing mahasiswa dengan 
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penguasaan materi (3) kualitas ide/respon terhadap materi yang dikaji, 
dan lain-lain (Dosen dapat menambah hal-hal lain yang perlu diamati). 
Dosen merekap seluruh catatan selama perkuliahan, dan memberi 
penilaian performance pada masing-masing mahasiswa dengan skor 
maksimal 100. 
Dosen dapat mengcopy absen perkuliahan, untuk memberi catatan-
catatan penilaian performance atau membuat format sendiri. Catatan 
penilaian performance tidak diperkenankan langsung di dalam absen 
perkuliahan mahasiswa. 
 
B. Nilai Matakuliah Akhir Semester  
Nilai matakuliah akhir semester adalah perpaduan antara Ujian Tengah 
Semester (UTS) 20%, Tugas 30 %, Ujian Akhir Semester (UAS) 40 %, dan 
Performance 10 %.  
Nilai matakuliah akhir semester dinyatakan dengan angka yang 
mempunyai status tertentu, sebagaimana dalam tabel berikut. 
 
Angka Interval 
Skor (skala 100) 
Skor (skala 4) Huruf Keterangan 
91 – 100 3,76 – 4,00 A+ Lulus 
86 – 90 3,51 – 3,75 A Lulus 
81 – 85 3,26 – 3,50 A- Lulus 
76 – 80 3,01 – 3,25 B+ Lulus 
71 – 75 2,76 – 3,00 B Lulus 
66 – 70 3,51 – 2,75 B- Lulus 
61 – 65 2,26 – 2,50 C+ Lulus 
56 – 60 2,01 – 2,25 C Lulus 
51 – 55 1,76 – 2,00 C- Tidak Lulus 
40 – 50  – 1,75 D Tidak Lulus 
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Keterangan: 
a. Nilai huruf C- dan D pada matakuliah akhir semester harus diulang 
dengan memprogram kembali pada semester berikutnya 
b. Nilai huruf C dan C+ boleh diperbaiki dengan ketentuan harus 
memprogram ulang dan nilai huruf semula dinyatakan hangus/gugur 
c. Rumus menghitung nilai matakuliah (NMK) akhir semester: 
NMK  =     (NUTSx20)+(NTx30)+(NUASx40)+(NPx10) 
    100 
 
NMK = Nilai Matakuliah 
NUTS = Nilai Ujian Tengah Semester 
NT = Nilai Tugas 
NUAS = Nilai Ujian Akhir Semester 
NP = Nilai Performance 
 
d. NMK bisa dihitung apabila terdiri dari empat komponen SKS, yaitu: 
UTS, Tugas, UAS, dan performance. Apabila salah satu kosong 
(tidak diikuti oleh mahasiswa), maka nilai akhir tidak bisa diperoleh, 
kecuali salah satunya mendapat nol (mahasiswa mengikuti proses 
penilaian akan tetapi nilainya nol), maka nilai akhir bisa diperoleh. 
e. Nilai akhir matakuliah, ditulis nilai bulat ditambah 2 angka di 
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